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Nama 
NPM 
Program Studi 
Judul 

( 

ABSTRAK 

: Ivone Nurul Fuadab,S.H 
: 0706177620 
: Magister Kenotariatan 

) 

: Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan 
Tunduk Ke Burge/ijke Wetboek/Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata Pada Perkawinan Beda Agama(Oieb 
Caton Suami MusHm) di Indonesia 

Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepennukaan 
sebelum berlakunya Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditelapkannya UliP yang menyatakan bahwa 
perkawinan dianggap sah apabila dilakukan rnenurut hukum dan tatacara agamanya 
dan kepercayaannya masing-masing, Menurut negara sah apabila menurut agamanya 
sah, UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Pada kenyataannya ada teJjadi 
perkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UUP perkawinan beda ag.una diatur 
dengan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwe!ijken, St. 
1898 No. 158) selanjutnya disingkat GHR dan Ordo=i Perkawinan Orang-oillng 
Indonesia-Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon (Iiuwelijksordonnantie Cllristen­
Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. 1933 No. 74) atau disingkat HOCI. 
Perkawinan beda agama dengan cara penundukan diri pada aturan hukum pihak 
perempuan. Penundukan diri pada hukmn perempuan ini dibuat dengan suatu akta 
otentik Akta otentik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 
KUHPerdata. Yang dimaksud dengan pejabat umurn dalam pasal tersebut adalah 
notaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta. 
Hal ini diatur dalam Pasal 1 juncto Pasal 15 ayat 1 Ul.JJN. Metode penelitian yang 
dipakai adalah kepustakaan penelitian bukum (legal research) yang bersifat yuridis 
normatif, yang bersifat deskriptif analitis. dan analisis data dengan pendekatao 
kualitatif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mana perkawinan 
beda agama yang tetjadi di Indonesia dikaitkan dengan pembuatan akta pemyataan 
tunduk ke KUHperdata pada perkawinan beda agarna dan peraturan perundang­
undangan yang terkait dengan perkawinan beda agama tersebut. Hasil peneHtlan 
temyata perkawinan beda agama teljadi dan dimungkinkan dilakukan mengacu pada 
aturan Pasall Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal66 UUP, Pasal 35 huruf a berserta 
penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan 
yurisprudensi MA No. 1400 KJPdt/1986. 

Kata Kunci ; Perkawinan Beda Agama:, Akta Pemyataan Tunduk Ke KUHPerdata, 
UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
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Name 
NPM 
Study Programme 
1'itle 

ABSTRACT 

: Ivone Nurul Fuadah,S.H 
: 0706177620 
:Magister of Notary 
: Authority Notary Certificate In Make Statement subject 

to the Bnrgelijke Wetboek, On Marriage Different 
Religion (By Candidate's Husband l\:loslem) in Indonesia 

The problem is the difference between religious marriage is not much appear 
before the introduction of Law Number 1 Year 1974 on Marriage (hereinafter 
abbreviated UUP). After UUP which states that marriage is considered legitimate 
when carried out according to legal procedure religious of each. According to the 
valid state when the legitimate religion. UUP does not set the different religious 
marriage. In fact, there occurred the marriage ls religious. Before the introduction of 
UUP religious marriage is regulated by intermarriage (Regeling op de Gemengde 
Huwelijken St. No. 1898. 158) and then truncated G.HR ordinance Perkawinan The 
Indonesian Christians in Java, Minahasa and Ambon (Huwelijksordonnantie 
Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. No. 1933. 74) or abbreviated 
HOC!. Marriage is religious in a way bending the rules of law on women. Bending 
the law on women is made with an authentic letter. Authentic letter must meet the 
conditions stipulated in article 1868 KUHPerdata. The definition of public official in 
the notary clause. Notary is a public official who has the authority to make of 
authentic letter. Notary is a public official who has the authority to make of authentic 
letter. This is stipulated in Article I juncto Article 15 paragraph 1 UUJN. Research 
method used is literature study law (legal research) of juridical nonnative, a 
descriptive analytical, and data analysis with a qualitative approach. The purpose of 
writing is to know the extent to which marriage is a religious place in Indonesia is 
associated with the making of a statement of authentic letter to KUHperdata on the 
subject of marriage is religious and regulations related to marriage are different 
religions. Results of research that religious marriage is going on and made possible to 
the rules Switching Rules Article I of the 1945 Constitution, Arlicle 66 UUP, Article 
35 Jetter a with explanation of Law No. 23 Year 2006 about administration of 
residence and jurisprudence ofMA No. 1400 KIPdV!986. 

Keywords: On Marriage Different Religion Certificate subject to KUHPerdata 
statement, Law. No. 23 of 2006 about administration of residence 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalab 

Indonesia adalah negara yang terdiri dari kepulauan dan bernneka ragam 

suku bangsa begitu pula agama yang dianut oleh suku bangsa berbeda-beda. 

Meskipun beraneka ragam suku bangsa dan agama tetapi rakyat Indonesia retap 

satu, hal ini sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. 

Bcraneka ragamnya rakyat dan penduduk Indonesia berak:ibat terbadap 

aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia beraneka ragam pula, salah satunya 

pengaturan pemlkahan atau perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum 

Indonesia seperti yang diatur di dalam Undang-undang perkawinan Nomor ! 

Tahun 1974 adalah sah menurut agama maka sah menu rot negara. Apabila agama 

caion .suarni dan calon isteri sama itu tidak bcnnasalah. bagaimana apabila agarna 

caJon suami dan calon isteri berbeda? 

Perkawinan adalah ikatan lahlr batin anta:ra pria dan perempuan sebagal 

suami-isteri untuk membentuk sebuah keluarga yang lahir dari perasaan cinta 

yang tulus antara pria dan perempuan yang tidak memandang harta, status soslal, 

suku bangsa bahkan agama. Adanya rakyat Indonesia yang beraneka ragam baik 

suku bangsa dan agama dan pcrasaan cinta yang timbul antara soorang pria dan 

perempuan tidak memandang perbedaan tersebut maka dapat tezjadi perkawinan 

beda suku bangsa. beda status sosial bahkan beda agama, 

Pada dasamya perbedaan suku bangsa dan perbedaa.n status sosial tetapi 

agamanya sama tidak menimbulk:an konfilk yang terlalu rumit tidak seperti 

perkawlnan beda agama. Hukum di Indonesia menganul perkawlnan itu sah dan 

diakui oleh nega:ra apabila dilangsungk:an herdasarkan agama yang dianutnya. 

Perrnasalahan perkawinan beda agama akan timbui karena antara pria dan 

perempuan berbeda agarna maka perkawinan tersebut akan dilangsungkan 

menurut agama siapa dan hal lni akan menimbulkan po-lemik. 

Undang-undang Nomor I Tahun I974 tentang Perkawinao ini berlaku bagi 

seluruh Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang 
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Nomor 1 tahun 1974 segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan diatur 

dalam Undang-undang ini dan ketentuan~ketentuan yang diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen (St. 1933 No.74), 

Peraturan Perkawinan Campuran (St.l898 No.158) dan pera.tura.n~peraturan 

Jainnya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang~ 

undang No.l/1974. dinyatakan tidak bcrlaku 1agL Berdasarkan Aturan Peralihan 

Pasal I Undang-undang Dasar 19451 
; "Segala peraturan perundang-undangan 

yang ada masih terap berlak:ut selama beium diadakan yang baru menurut 

Undang-Undang Dasar ini••. 

Pasal 57 Undang~undang No. 1 Tabun 1974 tenlang Undang-undang 

Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan carnpuran, yaitu perkawinan 

beda k.ewarganegaraan. dimana. salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. 

Pasal tersebut tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama antara warga 

Indonesia. Oleh karena itu yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata {KUHPerdata}1 Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia~Kristen di 

Jawa, Minahasa dan Ambon (HuweliJksordonnarrtie Christen-Indo11esiers Java, 

Minahasa en Amboina, St. 1933 No. 74) atau disingkat HOCI dan Peraturan 

Perkawinan Campuran (Regeli11g op de Gemengde Huwelijken, St. 1898 No. 1 58) 

atau disingkat GHR berdasarkan Aturan Peralihan Pasa1 I UUD 194.5 masih dapat 

diberlakuk:an sepanjang belum d!atur dalam Undang-undang Perkawinan. 

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, penentuan boleh tidaknya 

perkawinan tergantung pada ketentuan agama. berarti apabila hukum agama 

menyatakan perkawinan tidak boJeh, maka tidak boJeh pula menurut hukum 

Negara. Jadi daJam perkawinan berbeda agama yang menjadi boJeh ridaknya 

tergantung pada ketentuan agama. 

Perkawlnan beda agama bagi masing-rnasing pihak menyangkut akidah 

(keyakinan) dan hukum agama yang sangat penting bagi sesoorang. Hai ini berarti 

rnenyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat 

dan tata cara pelaksanaan perkawinan. sesuai dengan hukum agamanya masing~ 

masmg. 

Undang·Undang Dasar !945, yang dlpadukan dcngan perubahan f, II, Ill, IV. 
http:l/www.raspen.caflt!j!les!humas!UUD%201945.pdf 
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Kenyata.an dalam kehidupan masyarnkat bahwa perkawinan berbeda 

agama itu tetjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan 

tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama tidak diinginkan. 

karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Temyata perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terns tetjadi 

scbagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang 

pluralis agamanya. Banyak kasus~kasus yang terjadi didalam masyarakat, scperti 

perkawinan antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon Bagaskara 

dengan 1m Wlbowo~ Yuni Sham dengan Henri Siahaan, Adi Subono dengan 

Chrisye, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Coubuzier dengan Kallna, 

Frans dengan Amara, Sormy Lauwany dengan Cornelia Agatha. 

Perkawinan beda agama yang tetjadi dalam kehidupan masyarakat, 

seharusnya tidak teljadi jika. dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas 

melarangnya. Menghilangkan silcap mendua da1am mengatur dan melaksanakan 

suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap amblvalensi pemerintah dalam 

perkawinan beda agama ini terlihat da1am praktek bila ridak dapat diterima o1eh 

Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap 

sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri dan kemudian 

dicatatkan di Catatan Sipil di Indonesia. 

Berdasarkan data dati Kantor Catatan Sipil Jakarta sejak April 1986 

hingga Juli 1986 telah tercatat kasus perkawinan beda agama tercat.at 239 kasus 

dengan rincian 112 kasus melibatkan pria muslim dan 127 melibatkan perempuan 

muslimah. Seruentara itu tahun 1984 Keuskupan Jakarta mencatat adanya 852 

perkawinan beda agama.2 

Kek:urangan dari Kantor Catatan Sipil Poropinsi DKl Jakarta adalah dalam 

pencatatan yang tidak terdata secara baik. Pencatatan perkawinan beda agama 

disatukan antara perkawinan yang dilakukan diluar negeri kemudian dilaporkan 

dan dicatatakan di Kantor Catatan Sipil dengan perkawinan beda agama yang 

~ Budi Handrianto, Perfmwlmw B?dfJ Agama Dalam Syariar Islam, {Jakarta; Klutirul 
Bayan,2007),hal. 7 
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diJangsungkan di Indonesia. Selain itu belum adanya sumber daya manusia yang 

khusu.s menyusun dan mengumpu1kan berdasarkan kriteria perkawinan. 3 

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan UndangMundang Perkawinan tentang 

perkawinan beda agama dalam Pasa1 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ada1ah 

pemyataan4
: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing­

masing agarnanya dan kepercayaannya" .Artinya jika perkawinan kedua eaton 

suamiMisteri adalah sama agamanya, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama 

atau kepereayaannya berbeda1 maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum 

agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua. berarti satu kali menurut 

hukum agama atau kepercayaan eaton yang satu dan satu kali Jagi menurut hukum 

agama atau kepercayaan dari calon lainnya. 

Daiam praktek perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan 

menganut salah satu earn baik dari hukum agarna atau kepercayaan si suami atau 

si calon isteri Artinya saJah satu calon yang lain rnengikuti atau menundukkan 

diri kepada salah satu hukum agarna atau kepercayaan pasangannya. Dalam 

mengisi kekosongan hut-urn k.arena da1am UU No. i/1974 tidak secara tegas 

rnengatur tentang perkawinan beda agama, dalam Yurisprudensinya, Mahkamah 

Agung (MA) sudah memberikan putusan tentang perkawinan beda agarna pada 

tangga120 Januari 1989Nomor: 1400 K/Pdt/1986. 

Pertimbangan MA adalah dalam UU No. 1/1974 tidak. memuat suatu 

ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri 

merupakan larangan perkawinan. Ha1 ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 yang 

menyatakan bahwa segala warga negara ber&amaan kedudukannya di dalam 

hukum. Tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama 

warga negara. seka1ipun beriainan agama dan selama oleh undang~undang tidak 

ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan. Maka 

asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh 

Negara, kemerdeka.an bagi setiap warga Negara untuk memeluk agama masing­

masing. 

, Sudhar lndopa, Hrmi wawa!lcara dengan Ke.pala Sub Pcm:ataum Kallfor DiMs 
Kependud~tkan dan Cnto.tan Sipil Propimii DKI Jakarta,Juni 2009. 

• Undang-u~tdang Nomor 1 Thhun 1974 Tcn!ang Perkawimm. 
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Perkawinan beda agama tidak diatur se<:ara eksplisit di dalam UU No. 

1/1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan 

prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara UU No. 1/1974 dengan kedua 

ordonansi tcrsebut. sehingga di samping kekosongan hukum juga dalam 

kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik. sehingga 

tidak sedikit terjadi perkawinan beda agama. Mahmaka.h Agung berpendapat 

bahwa tidak dapat dibenarkan tetjadinya kekosongan hukum tersebut. sehingga 

perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum, 

akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bennasyarakat maupun 

beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama 

serta hukum positif, rnaka MA harus dapat menentukan status hukurnnya. 

Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan beda agama 

adalah bahwa perkaw!nan beda agama dapat diterima permohonannya di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Catatan SipU sebagai satu-satunya instansi yang 

berwenang untuk melangsungkan perkawinan. 

Putusan MA tentang perkawinan beda agama sangat kontroversi, namun 

putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukurn 

karena tidak dinyntakarmya se<:ara tegas daJam UU No. l Tahun 1974 tentang 

Undang-undang Perkawinan. Putusan Mabkamah Agung Reg. No. 1400 

KIPdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi. sehingga dalarn menyeiesaikan 

perkara perkawinan beda agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai 

salah satu dari sumber~sumber hukum yang berlaku di Indonesia. 

Pusat Studi Islam Paramad1na, fembaga dibawah pimpinan Almarhum 

Nurchoilsh Madjid yang didirikan 30 Oktober 1986 benmi melakukan terobosan 

baru yaitu berani mengeluarlan tafsir baru mengenai perkawinan beda agama 

antara eaton mempelai yang muslim dan non muslim" Hal ini dilakukan sebab 

dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang disahkan dengan Inpres No. 1 Tahun. 1991 tidak mengakomodir perkawinan 

beda agama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 1 

Juni 1980 yang mengharamkan perkawinan Iaki·laki muslim dengan perempuan 

non muslim, tennasuk perempuan ahlul kitab, maupun sebaliknya. 
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Pada dasamya agama Qelain Islam yaitu Kristen prote.stan, Katholik, 

Budha, Hindu1 Konghucu, Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang maha 

Esa, sepe:rti yang ditulis oleh Mohammad Monib dan Ahmad Nuroholish dapat 

disimpulkan bahwa sejumlah agamawan tidak secara terbuka dan blak-blakan 

membolehkan peikawirum beda agama, Ketika ada kasus muncul yang lebih 

diutamakan adalah mengakomodasi kepentingan masing-masing calon suami 

isteri dan keluarga mereka. Hal ini untuk menghindari terjadlnya gesekan dan 

ketegangan yang akan mengakibatkan agama itu sendiri yang akan dijadikan 

sumber persoalan. 5 

Sejak bedakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi pasangan 

yang berbeda agama yang ingin melangsungkan perkawinannya harus mencari 

jalan keluarnya sehingga mereka tetap bisa melangsungkan perkawinannya dan 

tentunya diakui secara sah oleh agama dan negara. Solusi untuk melangsungkan 

perkawinan beda agama adalah sebagai berikut: 

1, Pasangan yang berbeda agama, salah satu calon mempclainya 

melakukan pemilihan agama1 sehingga pada saat dilangsungkan 

perkawinan menjadi seagama. Dengan demikian tidak ada alasan 

lagi untuk dilangsungkan perkawinan mereka. 

2. Pasangan calon mempeJai melangsungkan perkawinan bcda 

agama di luar negara Indonesia. Setelah ltu pasangan tersebut 

melaporkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor 

Catatan Sipil Indonesia. 

3, Pasangan calon mempelai melakukan perkawinan beda agama 

dengan fasililator yang rnemahami bahwa perkwinan beda agama 

diperbolehkan. Untuk yang rnelalui fasi1itator ini adalah pasangan 

calon mempelai yang salah satunya beragama Islam. 

4. Pasangan calon mernpelai. salah satu pasangan melakukan 

penundukan diri pada hukum yang berlaku bagi pasangan lainnya 

dan kemudian mengajukan pennohonan kepada Pengadilan Negeri 

untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan beda agama 

mereka di Kantor Catatan Sipil. 

':Mohammad Monib dan Ahmt~.d Nurcltolisb, Kudo Citlla Bagi Pasangan Nikah Beda 
Agama, (Jakurta:Oramedia,2008}, hal126 
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Hal tersebut berlangs:ung sampai dengan tahun 1986. Karena 

setelah itu Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan perkawimm 

setelah perkawinan dilangsungkan menurut tatacara dan hukum 

agarnanya dan kepercayaannya. 

Diberlakukannya Undang-undang Nornor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, perkawinan berdasarkan Penetapan 

Pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sehingga 

dengan dikeluarkannya peraturan ini ada kemungkinan terjadinya 

perkawtnan beda agama dengan melakukan perrnohonan kepada 

Pengadilan Negeri untuk dapat melangsungkan dan mencatatkan 

perkav.'inan merek:a di Kantor Catatan SipiL 

Sesuai dengan yang dimaksud angka 4 diatas, penundukan diri dapat 

dilakukan dengan membuat akta pernyataan penundukan diri dihadapan Notaris, 

Akta ini dibuat dihadapan Notaris oleh pihak calon mempelai supaya dapat 

menjadi alat bukti kuat bagi mereka tentang keinginan melangsuogkan 

perkawinan beda agama. 

Tanggal 6 Oktober 2004 Pemerintah mengcsahkan UU No. 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris atau disingkat UU.JN. Dalam UUJN yang baru tersebut 

terdapat ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta-akta, 

Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum untuk memenuhi Pasal 1868 Kitab 

Undang~undang Hukum Perdata. Notaris berwenang membuat akta otentik untuk 

digunakan sebagai alat buktL 

Notaris adalah Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab 

Undang~undang Hokum Perdata juncto Pasal l angka 1 juncto Pasal 15 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang memiliki 

wewenang membuat akta otentik. Akta otcntik merupakan aiat bukti bagi para 

pihak untuk membuktikan secara sah tentang sesuatu peristiwa hukum baik dalam 

pcrkara perdata rnaupun perkara pidana. Artinya apabila akta otentik yang 

diajukan memenuhi syarat fonnil dan materi1 serta bukti Jawan yang dikemukakan 

tergugat tidak bertentangan) rnaka pada akta otentik langsung melekat kekuatan 

pembuktian yang sempuma dan mengikat Memiliki nHai kekuatan pembukt-ian 
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sempurna dan mengikat yang melekat pada akta otentik, pada dasamya dapat 

berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan alal bukti lain. 

Adapun akta-akta otentik yang dapat dibuat oleh notari.s yang berhubungan 

dengan perkawinan adalah sebagai berikut: 6 

1. Ijin kawin~ 

2. Penghapusan Pencegahan Perkawinan; 

3. Kuasa untuk melangsungkan perkawinan; 

4. Pemyataan (nmduk ke Burgelijke Wetboek/BW pada perkawinan beda 

agama) 

5. Perjanjian Kawin. 

Pernyataan tunduk BW. pada perkawinan dibuat karcna adanya 

perkawinan beda agama. Pernyataan penundukan pada BW dilakukan oleh caion 

suami yang berngama Islam yang menikah denga.n perempuan Kristen. Hal ini 

diatur dalam Pasal 75 dan peraturan LN 1933 No.74 yo LN 1936 No. 607 

(HOCI), dengan eaton suami membuat pemyataan penundukan dlri ini maka 

perkawinannya dHangsungkan dimuka catatan sipiL Hal ini didukung puJa dengan 

dikeluar!Glnnya putusan Mahkama Agung tanggal II April 1986 No. 1400 

K/Pdt.P/86 bahwa Catatan Sipil setempat w.ajib melangsungkan pernikahan 

perbedaan agama tersebut. 7 

B. Pokok Permasalaltan 

Berdasarkan uraian latar belalcang masalah tersebut, maka pokok 

permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1, Bagairnana akibat hukum yang terjadi dari perkawinan beda agama dengan 

dibuatnya Akta Pemyataan tunduk ke Burgerlijke Wetboek/Kitab Undang 

Undang Hukum Perdata (oleh calon sumai muslim) pada perkawinan beda 

agama yang dibuat dengan notariil? 

t Hanm Kamil, SH,Liza f>riandhini,SH, Ma!eri Kuliali Pembualatl Akla Percnmgan dar~ 
Ke/uarga, 2008 

7 ibid 
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2. Bagaimana dengan dibuatnya Akta Pemyataan tunduk ke Burgerlijke 

Wetboek!Kitab Undang Undang Hukum Perdata {oleh caJon suami 

muslim) pada perkawinan beda agama dikaitkan dengan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 

3. Bagaimana akibat hukumnya terbadap perkawinan beda agama tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk rnengetahui sejauh mana Akta Pemyataan 

Tunduk ke Bugerlijke Wetboeklkitab Undang Undang Hukum Perdata Pada 

Perkawinan Beda Agama (Oieh CaJon Suami Muslim) di Indonesia dapat 

dijadikan solusi untuk me:ngajukan perrnohomm melangsungkan perkawinan beda 

a gam a. 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan hal yang mutlak harus ada dalam suatu 

pene1itian, dimana metode penelitian ini berfungsi untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan.8Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adaiah 

metode yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research) yang 

bers.ifat yuridis normatif. Penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum 

tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun literature 1ainnya. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Tipo1ogi penclitian dalam penulisan ini berupa penelitian yang bersifat 

deskriptif anatitis, karena penulis ingin menggambarkan dan 

menguralkan secara mendalam tentang perkawinan beda agama. 

2. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan 

data sekundec. Data primer diperoleh langsung dari orang yang 

melakukan perkawinan beda agama (penelitian lapangan). Sumber 

penelitlan lapal'lgan tersebut dlperoleh dari Kator Notaris yang wilayah 

'Socrjono Soekanto, Pengamar Peuelitiau Hukum ,(Jakarta: U! Press, 1986}, haL?. 
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keija DKI Jakarta, Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan, Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan, Majelis Ulama Indonesia, dan pakar dalam 

bidang perkawinan beda agama. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, 

pendapat para tokoh agama, termasuk juga bahan pustaka yang 

bersumber pada : 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh 

dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan 

dengan perkawinan dan kewenangan notaris. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menunjang 

bahan hukum primer dapat berupa buku-buku, artikel ilmiah. 

Laporan penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan perkawinan 

dan kewenangan notaris. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan 

hukum primer dan skunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, buku 

pegangan yang semuanya dapat dijadikan referensi, acuan dan 

rujukan dalam penulisan ini. 

3. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penulisan ini berupa 

studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu mencari dan mengumpulkan 

data berdasarkan data tertulis yang berkaitan erat dengan penulisan 

melalui data skunder. Analisis data dengan pendekatan kualitatif, 

sebagai basil pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi 

terhadap dokumen dan ditambah dengan basil wawancara sehingga 

basil dari ana lisa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini penulis ingin menjabarkan secara singkat 

yaitu sebagai berikut : 

BAB I, bab ini menguraikan mengena1 Jatar belakang masalah yang 

menjadi alasan penulisan tesisi ini. Pokok permasalahan menguraikan mengenai 

10 Universitas Indonesia 

Kewenangan Notaris..., Ivone Nurul Fu`adah, FH UI, 2009



masalah-masalah yang akan diteliti dan menjadi suatu masalah di dalam 

masyarakat Dalam meneliti masalah~masalah yang ada dipakai metode penelitian 

yang diuraikan di dalam Bab ini. Bab ini diakhiri dengan rnenguraikan sitematika 

penulisan yang berisikan susunan atau urutan pembahasan tesis. 

BAB JJ. Analisa dan Pembahasan, Bah ini memuat teori-teori dan 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang perkawinan 

secara umum, pengertian perkawinan beda agama yang ditinjau dari Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor I tahun 1974 tentang 

Undang-undang Perkawinan. Kernudian menguraikan mengenai proses dari 

perkawinan beda agama serta bagaimana pandangan tentang perkawinan beda 

agama dari sudut agama yang ada dj Indonesia. 

Kemudian bab ini mernbahas altematif daiam melangsungkan perkawlnan 

beda agama di Indonesia yaitu dengan pembuatan pemyataan yang dilakukan oleh 

laki-laki muslim untuk tunduk Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada 

perkawimm yang di!akukan dengan akta notariiL Selanjutnya menjelaskan pula 

mengenai ana1isa masalah yang tirnbul yaitu menjelaskan tentang hal~hal yang 

timbul dari pembuatan akta tersebut, menjelaskan juga mengenai apakah akta 

tersebut me1anggar Undang-undang Nornor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Serta menjelaskan akibat yang timbul dan tindak lanjutnya dari pembuatan akta 

terse but 

BAB m, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat 

kesimpulan dan saran. Kesirnpulan yang dapat ditarik dari basil pengolahan data. 

Saran dari penulis yang dJharapkan dapat bermanfaat bagi yang membaca tulisan 

tru. 
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BABIJ 

KEWENANGA.l\1 NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAkV 

TUNDUK KE BURGELIJKE WETBOEK/KlTAB UNDANG UNDANG 

HUKUMPERDATAPADAPERKAW!NANBEDAAGAMA (OLEH 

CALON SUAMl MUSLIM) DI INDONESIA 

A. Tinjauan Umum Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Pengertian perkawlnan dapat disimpuikan dari bebcrapa pendapat, 

menurut Scholten yang ditrutip dari buku yang ditulis oleh Wahyono Dannabrata}' 

.. Perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang 
pria dengan seorang perempuan yang diakui sah oleh peraturan perundang~ 
undangan Negara bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan 
keluarga yang kekal dan abadi." 

Menurut pandangan Islam pem.ikahan/perkawinan adalah akad yang 

sangat kuat (mittsaaqon gholiidlu:m) yang dilatrukan secara sadar oleh seorang 

laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya 

didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua bclah pihak 10Pengcrtian 

perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam : PasaJ 2 "Perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pemikahan1 yaitu a.kad yang sangat kuat atau 

miitsaaqon glwliidllaJJ untuk menaati perintah AHah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah." Pasal3 "Peckawinan bertujuan untuk mewujudkan kebidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." 

Kitab Undang·undang Huk:um Perdata (untuk selanjutnya disingkat 

KUHPerdata) tidak mendefinisikan mengenai pengertian perkawinan. 

KUHPerdata hanya membuat ketentuan-ketentuan pokok yang penting saja. 

Pengertian perkawinan hanya dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan 

Undang-undang yang mengatur Perkawinan. 

9 Wahyono Darmabrnta,Prof:,SH.MH., Hulwm Perkawimm Meuumt KUHPerdata Jilid 1, 
(Dcpok:Oktober 2006), haL$5 

1
" Monib, cp.c/1, hal. 33 
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Menurut Pasal 26 Kltab Undang-undang Hukum Perdata hanya 

menentukan bahwa: 'Vndang-undang memandang soai perkawinan hanya dalam 

hubungan~hubungannya perdata!' 

Kitab Undang~undang hukum Perdata memandang perkawinan semata­

mata dari sudut hukum perdata saja. l\1aksud dari ketentuan tersebut ia1ah bahwa 

KUHPerdata, hanya rnemandang sabnya perkawinan dari segi Undang~undang. 

T1dak rnempersoalkan faktor agama dalam urusan perkawinan. Hanya mengenal 

perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara 

Undang-undang. Perkawinan tersebut dilakukan di hadapan Pegawai atau Pejabat 

Catatan Sipit 11 

Pengertian Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undangwundang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan/UUP): 

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seurang pria dengan seorang 
perempuan sebagai suarni isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagla dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa." 

Di dalarn penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawioan tersebut 

menentukan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila 

yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan saja 

rnempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batinlrohani juga mempunyai 

penman. Membentuk keluarga yang babagia erat hubungangnya dengan 

keturunan. yang merupakan salah salu tujuan perkawinan pula, ditnana 

pemeliharaan dan pendldikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tun., 

Wahyono Darrnabrata dalam bukunya mengatakan bahwa masyarnkal 

Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku, adat dan 

budaya serta agama, yang merupakan ciri khusus bangsa Indonesia. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur-unsur yang dapat 

diungkapan dalam kaitan dengan pengertian perkawirnm tersebut antara lain 

sebagai berikut: 12 

1. Perkuwinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang 

11 Darmabrata, ap.cit, hal.55 
14 Wahyono Darmabrata,Prof.,SH.MH.,Tiq,itruml Urld.ang-undang No.I Talnm 1974 

Tenlang Perkawiw:m Besena Undm1g-ullliang dan Peratunm Pe!ahauammya,Celakan Kc-2, 
(Jakarta:CV.Oiram.a Jaya,2003), hal 106. 
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perempuan; 

UUP menentukan secara tegas dalam definisinya bahwa perkawinan 

adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang perempuan. 

Dengan demikian UUP telah menutup kemungkinan perkawinan sejenis. 

Antara seorang pria dan seorang pria atau seorang perernpuan dengan 

seorang perempuan. Dengan demikian walaupun didalam Pasal 8 UUP 

rnengenai larangan perkawinan tidak menyebutkan larangan perkawinan 

sejenis, dari definisi dapat disimpulkan bahwa perkawinan sejenis dilarang 

oleh undang-undang. 

2. Aspek Yuridis Perkawinan; 

Aspek yuridis suatu perkawinan dimaksudkan bahwa perkawinan yang 

dilangsungkan seorang pria dan seorang perempuan pada hakekatnya 

harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

Masyarakat Indonesia harus mentaati dan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan rnengenai perkawinan secara konsisten dan 

konsekuen. Aspek yuridis antara lain dapat disimpulkan dari Pasal2 ayat 2 

UUP yang menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penjelasan pasal ini menentukan bahwa yang dimaskud dengan hukum 

masing-masing agarnanya dan kepercayaannya itu termasuk perundang­

undangan yang berlaku bagi agamanya dan kepercayaannya sepanjang 

tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini. 

3. Perkawinan rnempunyai hubungan yang erat dengan agamalkerohanian; 

Agama merupakan sendi utama dalam kehidupan bernegara. Negara telah 

meletakkan agarna sebagai landasan utama dalam hukurn perkawinan. Hal 

tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat I UUP, yaitu Perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayannya itu. 
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Perumusan yang menekankan pada prinsip agama dalam perkawinan 

merupakan tanggungjawab seseorang untok dapat mewujudkan ketuarga 

yang religius dalam masyarakat Indonesia. 

Perkawinan harus memperhatikan huk:um agama dan kepercayaannya dan 

hukum Negara tetap harus diperhatikan dengan demlkian ke 2 aspek 

hukum inj harus seja1an dan diterapkan secara bersama. Artinya tidak 

dipertentangkan dan tidak dfpergunakan untuk saling menyelundup1 

huk:um satu terhadap yang lainnya. 

4. Perkawinan betsifat kekal~ 

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal. Kekalnya perkawinan merupakan prinsip utama 

daLam perkawinan. Ab.adinya perkawinan dapat dipergunakan sebagai 

dasar pengatu-ran dan sendi utama hukum keluarga, bagj teiDinanya 

keluarga Indonesia yang bahagia. 

UUP telah mencantumk.an prinsip tersebut, rnaka Undang~undang telah 

meletak:kan dasar dalarn pengaturnn hukum keluarga di Indonesia bahwa 

perkawinan bukan semata-mata pemenuban kebutuhan jasmani seorang 

pria dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan suatu lembaga 

yang sangat erat hubungannya dengan agama dan kerohanian. 

Oleh karenanya sejauh mungkin perceraian dihindarkan, 

5. Perkawinan memperhatikan aspek bio1ogis; 

Undang~undang Perkawinan tidak hanya melihat perkawinan dari 

hubungan perdata saja. Dilihat juga aspek biologis, yaitu dapat diarnbil 

kesimpulan dari Pasal 3, 4 dan 5 UU Perkawinan. 

Meskipun Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami tetapi 

ada pengecualiannya. Seorang suami dapat rnenikah lagi dengan cara 

pengajuan kepada pengadilan dan menda.pat persetujuan dari isteri 

terdahuluoya, Pengadilan akan rnemberikan ijin apabila isteri tidak dapat 

menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, isteri rnendapat cacat 

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat 
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melahirkan keturunan. Semua hal tersebut berkaitan dengan aspek 

bioJogis. Perkawinan kc 2, ke 3 dan ke 41 dengan a1asan-a1asan tersebut 

dapat saja terjadi, tentunya pengecualian ini tidak boleh dijadikan alasan­

alasan s:uami untuk beristeri lebih dari seorang. 

6. Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogamJ; 

Da1am Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa seorang suami 

hanya diperbolehkan mempunyai satu isteri begitu pula sebaliknya isteri 

hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini menunj ukkan bahwa UU 

Perkawimm menganut asas monogami 

Apabila kita melihat Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan 

adanya peogecualian bagi suaml boleh berisreri lebih dari seorang. 

Ketentuan pengecualian ini tidak dapat diartikan bahwa Undang-undang 

Perkawinan menganut asas poligamL Jadi yang harus dipegang tentunya 

yang diatur dalam Pasal 3 ayat (I) karena da!am penjelasan Pasal 3 ayat 

( 1) bahwa UU P menganut asas monogarni. 

7. Prinsip bahwa hak dan kewajiban dalam hukum keluarga tidak dapat 

dinilal dengan uang. 

Di dalam Undang-undang Perkawinan prinsip ini tidak diatur secara tegas. 

Pada hakekatnya: hak dan kewajian suarni isteri dalam keluarga tidak dapat 

dinilai dengan uang. PerkawJnan adalah perjanjian antara seorang suami 

dan seorang isteri yang satu-satunya tidak mengharapkan keuntungan. 

Pcrkawinan adalah bersatunya seorang laki-Jald dan seorang perempuan 

dalarn ikatan lahir dan bantin untuk mernbentuk sebuah keluarga. Menurut UUP 

sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh tatacara dan hukum agama atau 

kepercayaan. Untuk melakukan perkawinan tentunya tidak sederhana. Tidak 

hanya mengawinkan antara seorang laki~Jaki dan seorang perempuan saja, tetapi 

harus diperhatikan juga unsur-unsur lalnnya. Sehlngga menutup kemungkinan 

untuk pasangan yang akan melangsungkan pcrkawinan beda agama. 
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UUP tidak memperhatikan mengenai Hak Asasi Manusia yang secara 

mendaEar sudah diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, dimana negara rnenjamin 

kemerdekaan tiap~tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercaannya yang 

cliyakininya. Selain itu dalam PasallO Undang-undang Nornor 39 tahun 1999 juga 

menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga. 

Gcografi dan demografi Indonesia yang menyebabkan terbentuknya agama 

yang berbeda, Republik Indonesia terdiri dari pu1au-pulau yang terp1sah dan suku 

ba.ngsa yang berbeda, Dari tahun ke tabun semakin berkembang alat transportasi, 

informasi dan komunikasi, menyebabkan penduduk desa dapat berpindah ke kota, 

penduduk kola pergi ke desa. 

Kemajuan di Indonesia di berbagai bidang, tidak: dapat dipungkiri dengan 

demikian ridak menutup kemungkinan teljadi perkawlnan beda agama. Untuk itn 

alangkah baiknya adanya perubahan dalam UUP untuk dapat mengakomodir hal~ 

hal yang belum diatur secara tegas dalam UUP. 

2. Keabsahan Perkawinan 

Sejak efektif berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (selanjutnya akan disingkat dengan Undang-undang 

Perkawinan!UUP) yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hal ini 

bertujuan untuk menjadikan unifikasi hukum dalam perkawinan. 

Berdasarkan Pasa] 66 Undang~undang Nomor I tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menyatakan: 

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, mak:a dengan berlakunya 
Undang-undang in1 ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang­
undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan 
Indonesia Kristen (Huwelf}ks Ordomwtie Christen Indottesiers S.1933 No. 
74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde 
Huwelijken S, 1898 No. 158), dan peraturan·peratnrao lain yang mengatur 
tentang perkawinan s~auh tetah diatur dalam Undang-undang ini, 
dinyatakan tidak berlaku," 

Segala peraturan yang mengatur rnengenai perkawinan sebelum 

berlakunya Undang-undang Perkawinan ini tidak berlaku lagi sepanjang Undang­

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatumya. UUP 
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belum mengatur tegas mengenai perkawinan beda agama dengan demikian 

peraturan tentang Perkawinan campuran yang diatur dalam Regeling op de 

gemengde Huwelijketr S. 1898 No. 158 (untuk selanjutnya disingkat GHR) dan 

juga perkawinan beda agama yang diatur oleh Huwelijks Ordona,rtie: ChriSten 

lndr:me..<;iers S.1933 No. 74 (untuk selanjutnya disingkat HOCI) serta KUHPerdata 

masih dapat digunakan. 

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor l tahun 

1974 tentang Undang-undang Perkawlnan. yaitu : 

(l)perkawinan adalah sah. apabila dilakukan menumt huk:um masing­
masi.ng agarnanya dan kepercayaannya. 

(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan 

tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini 

menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah dan dapat dicatatkan oleh Negara 

apabila terJebih dahulu dilakukan berdasarkan hukum dan tata cara agama dan 

kepercayaannya. 

Selain pasa1 tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat 

materiil dan formil harus dipenuhi, Adapun syarat-syarat materiil dlatur dalam 

Pasal 6 -7 UUP. sebagai berikut : 

a. Usia calon mempelai, bagi calon suarni sekurang-kurangnya 19 tahun 

dan bagi caJon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. 

Usia tersebut dipandang sudah cukup matang baik dari segi bioligis 

maupun psiologis. 

b. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. 

Bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas 

kedua mempelai, tidak ada paksaan dari siapapun. Persetujuan ini 

merupakan hal yang penting seka1i untuk membentuk suatu keluarga 

yang bahagia, kekal dan sejahtera. 

c. Adanya. ijin dari kedua orang tua at.au wall darl kedua mempelal. 

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 UUP, ijin ini hanya diperlukan bagi calon 

mempelai yang belum genap 21 tahun. Hal ini erat sekali hubungannya 
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dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan dan 

membesarkan anak-anaknya, sehlngga kebebasan yang ada pada si anak 

untuk menentukan pilihannya jangan sampai menghilangkan fungsi dan 

tanggungjawab orang tua. 

Syarat-syarat formil diatur dalam Pasal 12 UUP yang menyebutkan bahwa 

tatacaranya diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Sccara umum diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Tentang Perkawinan (PP No.9/1975) dalam PasallO sampai dengan 

Pasal 12, yaitu pemberitahuan perkawinan kepada instansi yang berwenang 

kemudian pengumuman kepada masyarakat tentang akan adanya perkawinan. 

Sete1ah 10 hari diumu.mkan tentang adanya rencana perkawinan, maka pegawai 

pencatat perkawinan baru boleh melangsungkan dan mencatatkan perkawinan. 

Setelah syamt-syarat tefah dipenuhi maka perkawinan dapat 

dilangsungkan. Setelah di1akukan perkawinan menurut agamanya atau 

kepercayaannya, berdasarkan hal tersebut diatas. bagi pemeluk agama Islam maka 

pencatatan perkawinannya dllakukan oleh Kantor Urusan Agama1 pemeluk aga.ma 

non Islam perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau sekarang disebut 

Dinas Kependurlukan dan Catatan Sipil (untuk selanjutnya singkat DKCS). 

Negara dalam hal ir;j hanya bertindak sebagai pencatat perkawinan atau 

hanya bersifat administratif saja. Pencatatan perkawinan tidak meoentukan sah 

tidaknya suatu perkawinan, tetapi pada dasamya apabila sudah dinikahkan 

berdasarkan agama dan belum dicatatkan maka perkawinan tersebut belurn 

dianggap sah atau diakui o!eh Negara, Kedua. hal tersebut tctap harus 

dilaksanakan oleh kedua mempelai. Hal tersebut mempengaruhi terhadap akibat 

dari perkawinan seperti adanya anak, pewarisan dan lain-lain yang berhubungan 

dengan hukurn perdata, 

Ketentuan Pasal 2 ayat (I) yang mengatur sahnya perkawinan tersebut di 

atas, hulrum agama lredua calon mempelai yang menjadi dasar pelaksanaan yang 

menentukan sahnya perkawinan. Hal ini tentunya apabila kedua eaton mempela.i 

seagama. 
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Persoalan timbul bagi pasangan yang berbeda agama, sebab UUP dan 

dalam peraturan pelaksanaannya tidak mengatur pelaksanaan perkawinan beda 

agama. Solusi untuk pasangan yang tidak seagama dan ingin melangsungkan 

perkawinan, rnaka mereka harus terlebih dahulu diadakan pemillhan agama dan 

kepercayaan yang mereka peluk. Tanpa rnenentukan sikap atas agama dan 

kepercayaan lebih dulu. Sehingga mereka rnenjadi seagama. Solusi kedua adalah 

melangsungkan perkawinan di luar Indonesia, dan kemudian melaporkan dan 

mencatatkan perkawina.nnya di Kantor Catatan Sipil setempat 

Solusi pemilihan agarna tentunya teJah merampas hak asasi seseorang 

untuk berpindab agama dengan terpaksa dan rnemeluk agama lainnya. Solusi 

kedua dengan melangsungkan perkawinan di luar Indonesia berarti telah terjadi 

penyeludunpan hukum karena setelah perkawinan dilangsungkan kemudian 

melaporkan dan mencatatkan di Kantor Catalan Sipil, perkawinan tersebut telah 

dianggap sah oleh Negara Indonesia. 

UUP tidak menatur secara tegas terhadap pe:rmasalahan perkawinan beda 

agama inL Untuk itu sebaik:nya sebelum diadakannya perbaikan dan perubahan 

tethadap UUP, maka peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai perkawinan 

dapat dtberlakukan. Hal ini tercennin dari Pasal 66 UUP. selama diatur dalam 

UUP mengenai perkawinan maka peraturan dan perundang-undangan lainnya 

tidak diberlakukan. Karena perkawinan beda agama belurn diatur lenrunya 

KUHPerdata, GHR, HOCI dapat dijadikan dasar hulcum untuk melangsungkan 

perkawinan beda agarna. Hal ini diperkuat juga dengan Pasal I Aturan Peralihan 

UUD 1945, dimana dinyatakan sebelum diatur oleh peraturan baru rnaka 

peraturan sebelumnya rnasih diperlukan dan dapat diberlakukan. 

Hal mendasar yang harus dipikirkan oleh negara adalah dengan tidak tegas 

diatumya perkawinan beda agama jangan sampai menirnbulkan hal-hal yang 

negatif dikemudian hari baik bagi pasangan talon mempe!ai dan keluarganya. 

3. Pengertian Perkawinan Beda Agama 

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang melibatkan 

hampir setiap manusia. Seperti disebutkan diatas bahwa Indonesia terdiri dari 

berbagai suku ban gsa dan juga agama yang berbeda-beda. Maka dengan maraknya 
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tek:nologi komunikasi dan informasi1 bukan mustahil terjadi perkawinan antara 

seorang laki~laki dan seorang perempuan yang berlainan agama. Sejak dulu 

sampai sekarang perkawinan beda a.gama menimbuikan persoalan baik di bidang 

sosial maupun hukum. 

Apa yang dirnaksud dengan perkawinan beda agama? Pengertian yang 

diberikan para saijana terhadap perkawlnan beda agama ini berbeda-beda, antara 

lain menurut Rus1i dalam bukunya Perkawinan Antar Agama Dan 

PermasaJahannya sebagai PeJengkap Undang-Undang Perkawinan No, I Tahun 

1974 

"Perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang perempuan yang berbeda agamaj menyebabkan 
tersangkutnya dua peraturan yang berheda mengenai syarat-syarat dan tata 
cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing~ 
masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhamm Yang Maha Esa ... u 

Menurut O.S. Eoh, dalam bukunya Perkawinan Antar Agama dalam Toori dan 

Prakteknya: 14 "Perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan rnasing­

masing tetap rnempertabankan agama yang dianutnya ," 

Pendapat dari Amin, SH : 15"Pet:kawinan beda agarna adalah perkawinan antara 

seorang laki-lakj dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang 

agamanya masing-masing berbeda." 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan perkawinan bcda agama 

mempunyai satu unsur penting. yaitu adanya perbedaan agama dan kcperoayaan 

yang dipeluk oleh masing~mas:ing antara calon mernpelai laki-1ald dan calon 

mempeJai perempuan. 

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, di Jndonesia ber1aku 

peraturan Hukum Antar Golongan yang menga.tur perkawinan campuran, yailu 

Regeling op de Gemengde Huwe/ijke (GHR) atau peraturan tentang Perkawinan 

Campuran yang dulu dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagaimaua 

dimuat dalam Staatsblad 1898 No, 158. Pasall GHR menyatakau: "Perkawinan-

ll Rusli dan R. Tama, Perkawinon A11tar Agama Dan Permasaiahamtya schagai 
Pelengkaf. Uru.lang·umfcmg Perkawinau No.I Talum /974,(Bandung: Sant1ka Danna, 1997) 

4 Q.S.Eoh, Perkawinan anlar Agnma dalam Teori dnn Praktik, (Jakarta:Srigunung, 
1997),\ml. 35 

u Asmin, SJatus PerkaWinall Amar Agama Dflinjau Dari Undang·mufang Perkawman 
N{d Ta!mn /974,(Jakarta:PT.Dian Rakyat,l986),hai.IQ 
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perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang 

berbcda-beda, disebut perkawinan campuran." 

Seperti yang dikutip oleh Budi Handrianto da1am bukunya Perkawinan 

Beda Agarna, Sudargo Gautama berpcndapat bahwa terdapat tiga pandangan 

diantara ahli-ahli hukum Antar-Golongan, mengenai pertanyaan apakah GHRjuga 

berlaku untuk: perkawinan antar agama atau antar tempat16 
: 

1. Yang luas: baik perkawinan campuran antar agama maupun 

antara tempat termasuk dibawah GHR. 

2. Yang sempit; baik perkawinan antar agama maupun antar 

tempat tidak tcrrnasuk di bawah GHR. 

3. Yang setengah luas setengah sempit: hanya perkawinan antar 

agama yang termasuk GHR. perkawinan anton tempat tidak. 

Dari ketiga pandangan tersebut, menurut beliau bahwa pandangan yang 

luaslah yang banyak dukungan dan dianut oleh sebagian besar sarjana hukum. 

Dengan demikian dalam peraturan perundang-undangan lama (GHR), perkawinan 

antar agama atau beda agama termasuk perkawinan campuran. Ditegaskan lagi 

dalam Pasal 7 a.yat 2 GHR, yang menyatakan : ''Perbedaan agama. bangsa atau 

keturunan sam a seka1i bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan," 

Adapun perkawinan campur.m dilakukan berdasarkan hukum yang berlak:u 

dari calon suami. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6 GHR ; "Pclaksanaan 

perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suamlnya, dengan 

tidak mengurangi persetujuan suami isteri yang selalu dipersyaratkan." 

Perkawinan beda agama ini dahulu penting bagi mereka yang termasuk 

golongan rakyat Indonesia asii dan Timur Asing bukan Tiong Hoa, karena agama 

ikut menentuka.n hukum yang berlaku bagi mereka, kecuaii mereka menundukkan 

diri pada Hukum Perdata Barat (Burgerlijk. Wetboek). 

Selain GHR menjadi acuan untuk perkawiru.m beda agama. Peraturan lain 

yang dapat dijadikan landasa.n hukum adalah HOCI, sebagaimana telah diatur di 

dalam Pasal 75 HOC!, yaitu: 

"(1) Perkawinan seorang laki~laki bukan Kristen dengan seorang perempuan 

16 Handrinr;to, op.cil.haL 140 
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Kristen atas permohonan kedua suami~istri dapat dilaksanakan dengan 
memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan ketentuan­
ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk 
orang-orang Indonesia-Kristen. 

(2) Perkawinan suami-istri dalam hal itu dikuasai seluruhnya oleh ordonansi 
ini." 

Pada waktu itu perkawinan beda agama dilangsungkan di Kantor Catatan 

Sipil, karena fungsi daripada Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang 

untuk mengawlnkan. 

Hal ini sejalan dengan Pasal 26 KUHPerdata, yang menyatakan : 

"Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan­

hubungannya perdata." 

Bahwa perkawinan hanya dipandang dari hubungan keperdataan belaka 

dengan kata lain perbedaan agama antanl eaton suami dan calon isteri tidak 

menjadi penghalang. Terpenting dalam melangsungkan perkawinan harus 

dilakukan menurut tata cara atau prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang. 

Efektif berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, pengertian perkawinan carnpura:n menjadi sempit. Dalam Pasal 57 

UU Perkawinan menyatakan : 

"Yang dirnaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua 
orang yang ada dl Indonesia, tunduk pada hukum yang bcrlainan, karena 
perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan 
Indonesia." 

Oleh karena itu perkawinan campuran menurut UUP hanya terbatas pada 

perbedaan kewarganegaraan saja, Ditegaskan dalarn Pasal 66 UUPerkawinan. 

dimana semua ketentuan perundang-undanga:n sebelumnya yang mengatur 

rnasalah perkawinan dinyatakan tidak berlaku sepa.njang telah diatur dalam Ut: 

Perkawinan ini. 

UUP tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama dan juga tidak 

dengan tegas melarang perkawinan beda agama, maka apa yang diatur dalam 

GHR dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk perkawinan beda agamu 

sepanjang belum ada perubahan terhadap UUP atau peratumn tentang perkawinan 

beda agama, 
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Apa yang telah diatur dalam UU Perkawinan tersebut tidaklah menjadi 

soal atau masalah apabila kedua mempelainya satu keyakinan dalam arti satu 

agama. Seperti diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri 

dari kepulauan, beragam suku bangsa. kebudayaan dan agarna. Pada dasamya 

apabila perkawinan be:rbeda suku bangsa atau beda status sosial tidak terlalu 

menimbulkan konflik yang terlaiu rumit. Berbeda apabila terjadi perkawinan beda 

a gam a, 

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pasangan suami isteri 

yang berlainan keyakinan atau agama satu sama lainnya. Perkawinan beda agama 

ini di Indonesia sangat mungkin terjadi, hal ini berkaitan dengan agama yang ada 

di Indonesia lebih dari satu agama dan didukung pula dengan kemajuan jaman 

serta teknologi dan infonnasi. 

Bermacam-macamnya agama di Indonesia sesuai dengan fulsa.fuh Negara 

Indonesia yaitu PancasiJa dan dikuatkan dengan Dasar Negara Republik Indonesia 

yaitu Undang~undang Dasar 1945. Hal tersebut diatur daiam Pasal29 UUD 1945, 

yaitu: 

"(1) Negara berdasarkan atas Ketuhan Yang Maha Esa. 
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk mcmeluk 

agarnanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu,,. 

Dalam pasa1 tersebut di atas mengatur tentang Negara Indonesia 

berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan memberikan kebebasan 

beragama sesuai dengan keyakinanannya masing-masing, Dengan demikan 

perkawinan beda agama akan sangat mungkin terjadi. 

Hal ini tejadi karena tidak secara tegas peraturan perundang~undangan 

melarang perkawinan beda agama. Secara eksplisit dalam Pasal 2 lJl,; Perkawinan 

yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama. 

Untuk menyiasati apa yang diatur dalam pasal tersebut., yang akan 

melangsungkan perkawinan beda agama mengambil cam dengan melakukan 

pemilihan agama. Salah satu calon mempelai berpindah agama pada saat akan 

diJangsungkan perkawinan. Tidak menutup kemungkinan setelah menikah 

!cembali pada agamanya semu1a. Jadi pasangan tersebut seagama hanya untuk 
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menylasati supaya perkawirumnya dapat dHangsungkan sehingga sah menurut 

agama dan negara. 

Perkawinan dilangsungkan diluar negara Indonesia dan kemudian 

dilaporkan serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipii setempat. Menikah di luar 

negara Indonesia tidak menimbullmn masalah bagi pasangan yang mempunyai 

uang berlebih. Tentunya akan rnenjadi kenda1a bagi pasangan yang ekonomi 

lemah atau dengan kata lain tidak mempunyai uang berlebih. Tentunya dengan 

diterirna dan dicatatkannya perkawinan tersebut memperlihatkan bahwa aturan 

yang dikeluarkan tidak konsisten. 

Salah satu alternatif Iain nntuk melangsungkan perkawinan beda agama 

dengan menggunakan fasilitator seperti Yayasan Wakaf Paramadina. Yayasao 

Paramadina ini adalah termasuk a limn Islam yang moderat. Dimana berpcndapat 

bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan. 

Yayasan Wakaf Paramadina membolehkan perkawlnan beda agarna 

berdasarkan pada surat Al-Maidah ayat 5. Dlmana ayat tersebut ditafsirkan bahwa 

ahli kitab yang dimaksud adalah orang yang merneluk agama selain agama Islam 

yang mernpunyai kitab suci da1am menjalankan kaidah agamanya. 

Berikut adalah ha:sil wawancara dengan pakar agama yang 

memperbolehkan perkawinan beda agama antara Muslim dan non Muslim dan 

Perempuan Muslimah dengan Laki-laki non Muslim. 

Pendapat Zainun Kamal 17
• dosen pasca sarjana Universitas Jslarn Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa teks AL Qur'an secara 

eksplisit tidak ada yang melarang perkawinan beda agama. Hanya saja, mayoritas 

ijtilrad18 para ulama, tennasuk di Indonesia, tidak membolehkannya rneski secara 

teks ridak ada 1arangan. Pembolehan perkawinan beda agama menurutnya 

mengacu pada surat al-Maidah/5 ayat 5 : 

"Hari ini diha.1alkan bagimu segala yang baik. Dan makanlah 
(sembe1ihan) orang~orang yang diberi AI Kitab haUtl bagimu, dan 
masakanmu halal (pula) bagi mereka. Perempuan~perempuan yang 
terhormat yang berlman (halal kamu kawini)j juga perempuan­
perempmm terhonnat di kalangan yang telah menerima Kitab sebelum 

17 Zainutl.Kama!.Dr.,MA., Hasll wawallCarapnda rc.mggaf 5Jun} 1009, 
18 Ijtihed adalah usaba menemukan hukum baru dari pcmikirnn yang didasarkan olch 

pcnyeHdakan dan pembuktian,(Amran YS Chaniago, "Kamus Lengk(lp Brdrusa 
Indonesia ",(Bandung: Pus!aka Setia,2006) 
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kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud 
mengawininya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) 
menjadikannya gundik~gundik. Barangsiapa yang Kafir setelah beriman 
(tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di 
hari akhirat termasuk ornng~orang merugi."(Al-Maidah/5:5) 

Datam surat Al-Maidah/5:5 seca:ra jelas membolehkan seorang Laki-laki 

muslim menikahi seoran,g perempuan ahl al~Kitab. Ahl al-Kitab menurnt beliau 

ada.Jah semua penganut agama. Selain itu beliau menambahkan pendapatnya, 

yaitu: 

l. Bahwa asal atau hukum dasar dari segala sesuatu adalah 

boleh.tidak haram. kecuali ada teks yang mengharamkao, Di dalam 

Al Qur'an surat al-Maidah/5 ayat 5 hanya disinggung soaJ 

pembolehan perkawinan LakiAlaki muslim dengan perempuan ahl 

al-Kitab. Dengan demikian sebaliknya perkawinan antara 

perempuan muslimah dan Laki-Jaki non Islam tentunya boleh saja, 

karena tidak adanya teks Al~Qur'an atau Hadist yang mela:rang. 

2. Tidak ada keharaman atas agama kecuali dengan wahyu Ilahi. Biia 

halal dan haram atas suatu agama adalah hak Allah semata. Maka 

setiap kajian pembahasan halal haram yang kita lakukan wajib 

berlandaskan atas dasar wahyu Ilahi. 

3. Babwa hukum ljtihad tidak boleh disifati dengan halal atau haram, 

sebab halal dan haram atas nama agama tetap hanya hak dari Allah 

semata. Demikian juga hukum dan kata-kata atau lstilah halal dan 

hamm tetap khusus dari Allah. 

Selanjunya beliau menje1askan, apabi1a ada pasangan calon mempelai 

beda agama dalam hal ini antara calon Islam dan non Islam dan sebelumnya 

pasangan tersebut meJangsungkan perkawinannya berkonsultasi terlebih dahulu 

dengan beHau. 

Maka beliau akan menyarankan sebelum dilangsungkan perkawinan 

tersebut. yaitu : 

1. Dengan dilangsungkan perkawinan ini harus kedua ketuarga eaton 

mempelai menyetujuinya. 
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2, Hams dilihat dengan teJjadinya perkawinan ini akan menjadi 

n'l:aslahar19 bagi kedua belah pihak dan keluarganya, 

3. Segala sesuatu yang berurusan administratif atau yang 

berhubungan dengan negara harus sudah diselesaikan. 

4. Pandangan Agama di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama 

4.1 Pandangan Agama blam 

Para penganut Islam, Ulama dan yang Jainnya umumnya dalam 

memperbincangkan persoalan halal dan haramnya pernikahan beda agama 

berpegang pada ayat-ayat AI Qur'an seperti dikutip dibawah ini :20 

"Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perernpuan musyrik 
sebelum mereka beriman, Perempuan budak beriman lebih baik daripada 
perempuan musyrik sekaHpun ia menarlk hatimu. Juga janganlah 
menikahkan (perempuanmu) dengan Iaki~1aki musyrik sebelum mereka 
beriman. Seorang laki~lakl budak beriman lebih baik daripada seorang 
laki-laki musyrik sekafipun ia menarik hatimu. Merekn (Kaum musyrik 
akan membawa ke dalam api (neraka) ... "(Al-Baqarah/2:221) 

Ayat berikutnya adalah: 

'"Hai orang-orang yang beriman!Jika perempuan-perempuan beriman 
berhijrah datang kepadamu, ujilah mereka. Allah mengetahui keimanan 
mereka; bila sudah k:amu pastikan mereh perernpuan-perempuan 
bcriman, janganlah kernbalikan mereka kepada Kaum kafir;mereka 
(Kaum mukmin perempuan} tidaklah halai (sebagai isteri) bagi mereka 
(Kaum kafir). dan mereka (Kaum kafir) pun tidak halal (sebaga1 suami) 
bagi mereka (Kaum mukmin perempuan). Dan berikanlah kepada mereka 
(Kaum kafir) apa (mas kawin) yang telah mereka bayar. Kemudian. tiada 
saiah kamu menikah dengan mereka (Kaum mukmin perempuan), asal 
kamu bayar mas kawin mereka. Dan janganlah kamu berpegang kepada 
tali perkawinan dengan perempuan perempuan kafir;dan hendaktah kamu 
minta mas kawin yang teJah kamu bayarkan, dan biarlah kamu bayarkan 
(mas kawin dari perempuan yang datang kepadamu). Itulab ketentuan 
Allah; Dan Allah Maha Tahu, Maha Bijaksallll." (Al Mumtahanah/60: 10) 

Ayat berikutnya lagi : 

19 Maslahut adala11 sesuatu yang men.dar.mgkan manfaat ~n kebaikan bagi m:musia. 
(Amran YS Cllaniago, "Karma Lengkap Ballas a lndMesia ",Bandung:Pustaka Selia.2006) 

lO Mon1b, op.cit, hal. 98 
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"Hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Dan makanlah 
{sembelihan) orang·orang yang diberi At Kitab halal bagimu. dan 
masakanmu halal {pula) bagi mereka. Perempuan-perempuan yang 
terhonnat yang beriman (halal kamu kawini), juga perernpuan­
perempuan terhormat di kalangan yang telah menerima Kitab sebelum 
kamu ... , . "(Al-Maidah/5 :5) 

Dari ayat-ayat di atas kernudian muncul kontravers:i tentang halal dan haramnya 

nikah beda agama, persisnya antara muslim dan non muslim. Da.ri beberapa 

pendapat diantaranya ada yang memperbolehkan pernjkahan beda agama 

sebagaimana. dipahami oleh sejumlah ulama atau tokoh Islam sepanjang 

peradaban IsJam hingga dewasa jni, yaitu ?1 

L \Vahbah al-Zuahaili dalam bukunya al-Fiqh al-Islamy wa Adlllatuh 

mengata.kan : 

"Ulama sepakat atas bolehnya perkawlnan laki-laki muslim dengan 

perempuan ahl al-Kitab. Dasarnya adalah surat al-Maldah/5 ayat 5. 

beberapa sahabat Nabi juga menikahi perempua:n ahJ al-kitab, 

seperti Ustrnan bin Affan menikah Naiiah binti Farafishah yang 

Nasran.i, Khudzaifah menikahi perempuan Yahudi." 

Menurut Zuahaili, pemikahan tersebut itu boleh karena adanya sejumlah 

persamaan prinsip an tara dua a gam a (Y ahudi dan Nasrani) itu~ pengakuan 

akan adanya Tuhan, keimanan pada utusan (Rasul!Nabi) Tuhan, dan 

kepercayaan pada akhir kiamat. Beberapa prinsip ini menurutnya pada 

umumnya dapat menjamin lstiqamah22 (stabilnya) kehidupan pemikaban 

mereka. 

2. Ali al..shabuni dalam tafsirnya Rawa 'i ai~Bayan mengutip pendapat al-

Aiusi, seorang ahli tafsir, yang menu lis demikian: 

"Hamrnad pernah bertanya kepada Ibrahim tentang pernikahan 
muslim dengan perempuan Yahudi atau Nasrani, Ibrahim 
menjawab,"La ba'sa (tidak apa·apa}". Lalu "Bukankah Allah 
menegaskan,'Wa la tankihu al-musyrikat" (jangan menikahi orang­
orang musyrik) debat Hammad. "itu kan perempuan-perempuan 

21 Ibid, hal. 100 
ll lstlqamah adalah berpendirian teguh dan bertanggungjawab dalam melaksanakaa 

amalan (islam). (Amran YS Chaniago, "Kamus Lfmg/«rp Bahasa !!ldcnesia .. ,Bandung:Pustaka 
Setia.2006) 
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majusi (penyembah api) dan watsatJi (penyembah berhala),"jawah 
Ibrahim. 

3. Ibnu Katsir dalam bukunya Tafsir al-A 'dzam, sebagaimana dikutip oleh 

Zainun Kamal, mengatakan bahwa Abbu Tasur Ibrahim bin Khalid al· 

Kalbi (w. 860 M), seorang pakar hukurn Islam dan pengikut Imam Safi'i, 

demikian juga Imam Alunad bin Hambal, berpendapat bahwa Kaum 

Muslim dapat menikmati makanan sembeiihan orang-orang Majusi, juga 

mengawini perempuan-pennpuan mereka. 

4. Rasyid Ridha, ulama modern murid Muhammad Abduh dari Mesir ini 

menegaskan bahwa Majusi1 Sabian; Hindu (Brahmanisme). Budha1 

K.onghucu, Shinto dan agama-agama lain dapat dikatagorikan sebagai altl 

ai-Kitab, Ridha memfatwakan bahwa laki-laki muslim yang diharamkan 

oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dalarn surat 

al~Baqarab/2:221 adalah perempuan-perempuan musyrik Arab masa latu. 

ltulah pendapat muffasir, Jazir ai·Thabari, serlangkan orang-orang Majusi, 

sabian, penycmbah berhalai di India, Cina dan semacam mereka, seperti 

orang Jepa.ng ada. lab ahl ai-Kitab, yang (kitab mereka) mengandung fa ham 

monoteisme (tauhid) sampai sekarang, karena itu halal menikahi 

perempuan-perempuan mereka. 

5. Quraish Shihab, ahti dan pakar tafsir kenarnaan Indonesia, berpandangan 

bahwa Al-Qur•an dan Sunnab membolehkan dan menghaJalkan nikah beda 

agama, meskJ secara pribadi beliau lebih mcngedepankan perkawinan 

berdasarkan kesamaan atau ktifaah (kesetaraan budaya. sosial, pendidikan 

dll). Baginya Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi begitu jelas 

mernbolehkannya, Berikut pandangan pakar tafsir tersebut ; 

.,Benar!Umat manusia sebelum Islam datang dibolehkan dinikahL 
Jadi keturunannya setelah Islam ini datang tidak boleh dinikahi. 
Nab ini yang mempersempit pandangan. Kalau saya berpendapat. 
semua penganut agama, baik sebelum maupun sesudah Islam 
datang, kapan pun dan di mana pun boleh dinikahi." 
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6. Kautsar Azhari Noor, dosen perbandingan agama Universitas Islam Negeti 

Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain membolehkan peroikahan beda agama 

bahkan juga sering mernfasUitasi prak:tik Nikah Beda Agama sebagai 

pernbimbing nikahnya. Menurut Kautsar~ Nabi Muhammad juga pemah 

menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. ••Nabi pemah menikah 

dengan Sofia yang Yahudi dan Maria Qibtiyah yang Nasrani, Apakah 

kemudian dia masuk Islam atau tidak, itu soai lain," tutumya sebagairnana 

dikutip GA TRA. 

Ketika dikonfirmasi bahwa Nabi Muhammad sendiri pada sebuah hadis 

menganjurkan agar dalam memilih jodoh, agama adalah pertimbangan 

utama. Kautsar menjawab, "Betui, Tapi, dU1r di sini janganlah diartikan 

suhstansial) yaitu percaya kepada Tuhan. Kalau kualitas agamanya baik, 

apapun agamanya. ya. itu pertimbangan agama sebenamya. ''23 

7. Siti Musdah Mulia.APU, mantan staf ahli Menteri Agama. Da1am artikei 

panjangnya yang membahas seputar nikah beda agama, menyimpulkan 

bahwa semua pcndapat yang berkaitan dengan soal pemikahan antara 

Muslim dan Non Muslim hanya bersifat ijti/Jad, dan tidak ditemukan dalil 

berupa teks Al~Qur'an dan Hadist yang secara tegas dan pasti melarang 

atau membolehkan nikah beda agama. Menurut kaidab fiqih, kata Musdah) 

ada prinsip berkaitan dengan ketiadaan dalil ('adoamu ad-dalil huwa ad­

dalil). Jika datam suatu perkara tidak ditemuk:an datil yang secara tegas 

melatang , maka dikembalikan ke huk:um asal. Salah satu kaidah fiqih, 

menurut Musdah, menyebutkan bahwa dalam urusan mu 'amallalt seperti 

pemikahan1 hukum asalnya adalah mubah atau boleh (al-ashl fi a/­

asyya 'al~ibahah). 

8. Zainun Kamal, dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, membolehkan pemikahan Iaki-lalci muslim dengan 

perempuan non muslim, maupun sebaliknya, pe:rempuan muslim 

(muslimah) dengan laki-Iaki non muslim. 

ll "Pemika!Jrm Mci Met11Jai Koutrcversi", GATRA,i I Juni 2003 
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Dalam sebuah wawancara ia menjelaskan,''Pertama~tama perlu saya 

je1askan bahwa leks Al-Qur'an secara ekspJisit tidak ada yang melarang 

(niltah beda agama). Hanya saja~ mayoritas ijtilJad para ulama1 tennasuk di 

Indonesia, tidak memboiehkannya meski secara teks tidak ada larangan. 

Makanya, yang membolehkan memiiiki 1andasannya dan yang melarang 

juga punya landasan tertentu. Larangan musJimah menikab dengan laki-

1alci non Islam itu ridak disebutkan dalam AI Qur'an. Ini merupakan 

pendapat sebaghm ulama. 

Pembolehan nil<ah beda agttma menurutnya mengacu pada surat Al~ 

Maidah /5 ayat 5 yang secara jeias membolehkan laki~laki muslim 

menikahi seorang perempuan ahl al-Kitab. Tentang term ahl ai-Kilab ia 

sependapat dengan uraian Rasyid Ridha dan Muhammmad Abduh bahwa 

semua penganut agama adalah ahl al-kitab. 

Pendapat-pendapat para ahli agama Islam di atas masih terdapat perbedaan 

pendapat antara yang menghalalkan perkawinan beda agama dan yang 

mengharamkan perkawinan beda agama. Dimana perbedaan pendapat tersebut 

mempunyai dasar hokum yang kuat, yang tidak dapat dengan mudah dimengerti 

sekilas saja oleh orang-orang awam yang tidak mendalami agamanya, khususnya 

dislni pemeluk agama Islam. 

Perbedaan pendapat diantara para uJama dan pakar agama Islam mengenai 

perkawinan beda agama antara pasangan Islam dan non Islam atom menimbulkan 

kebingugan bagi umat !siam, pendapat siapakah yang akan mereka ikut, maka 

perbedaan dan sudut pandang yang berbeda ini membuat peluang bagi perneluk 

agama Islam yang ingin me1angsungkan perkawinan beda agama. 

4.2. Pandangan Agama Kristen 

Dikutip dari tulisan Muhammmad.Monib dan Ahmad Nurcholis:24 

Meslci pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agara penganutnya rnenikah 

dengan yang seagama, pada level tertentu, agama Protestan tidak menghalangi 

24 I bit!. hal 108 
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kalau terjadi pernikaha.n beda agama antara penganut Protestan dan penganut 

agama lain. 

Hasil penelltian ICRP (Indonesian Conference otJ Religiou an Peace) dan 

Komnas HAM menunjukkaaan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan 

pemik:ahan beda agama dalam komunitas agama Protestan : 

I. Merelca dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak 

tetap menganut agama masing-masing. 

2. Kepa.da mereka diadakan penggembalaan (pendampingan) ldtosus. 

3. Pada umumnya Gereja tidak memberkati pernikahan mereka. 

4. Ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat 

pemyataan bahwa ia bersedia mengikuti pernberkatan secara agama 

Protestan (meski bukan berarti plndah agama). Keterbukaan ini 

dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu di 

kuduskan oleh suami atau isteri yang beriman. 

5. Ada pula Gereja yang bukan hanya tidak memberkati, tetapi juga 

mengeluarkan anggota jemaatnya yang menikah dengan penganut agama 

lain dari Gerejanya. 

Agama Protestan memberikan kebebasan pada penganutnya untuk 

memilih apakah menikah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) atau 

diberkati di gereja atau mengikuti agama calon suami/isterinya. Hal ini 

disebabkan Gereja Protestan umumnya mengakui sahnya pernikahan dilakukan 

menurut adat atau pun agama mereka yang bukan l)rotestan.25 

Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja·gereja di Indonesia (MPL­

PGI) tahon 1989 telah menyatakan sikapnya terhadap pernikahan :26 

1. Institusi yang berhak mengesahkan suatu pernikahan adalah negara, dalam 

hal ini Dinas Kependuduka.n dan Catatan Sipil. 

2. Gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang 

telah disahkan oleh pemerintah. 

ls.Eoh, op.cit, hat. 122~l24 
16 Weioata Satrin, Pcrkawimm Beda Agoma dalom Panda11gtm Kriste11 Pro1esta11, dalam 

Mtlria Uifah Ansor da11 Martin Luk.ito Sinaga (ed:r), Tafsir Wong Perlfflwilla/1 LinJos Agama: 
PrespektifPerempuan dan Pfuralisme,(Jakarta: Kapa! Perempuan &. NZAl0,2004), haL71-89" 
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Pandangan agama Protestan, pemikahan secara hakild bukan hanya 

sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. 

Pernikahan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara 

seorang laki-1aki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Dengan 

pemahaman seperti ini, pemikahan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas 

pemerintah dalam hal ini DKCS yang berkompeten untuk mengesahkannya. 

Dalam praktiknya sekarang. pemikahan beda agama antara penganut 

Protestan dan non Protestan justru dilaksanakan pemberkatan Gereja teriebih 

dahulu baru kemudian dilakukan pencatatan sipil o1eh petugas DKCS sebagaiman 

yang pemah difusi!itasi oleh ICRP (Iahun 2005-2007)-" 

4.3. Pandangan Agama Katolik 

Gereja Katolik secara umum memandang bahwa Pemikahan antara 

penganut agama Katolik dan seorang non Katolik bukanlah pemikahan yang ideal. 

Pernikaban dianggap sebagai sebuah sakramen (scsuatu yang kudus,suci). 

Sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik. pernikahan karena 

perbedaan agama baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris 

Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Agama Katolik pada prinsipnya 

meJarang pemikahan aniara penganut agama K.atolik dengan bukan Katolik, 

kecuali dalam hai-ha1 tertentu Us:kup dapat memberikan dispensasi atau 

pengecuaUan. 

Sebagaimana pasangan njkah beda agama antara Okky {Kato1ik) dan dan 

Dewi (Penghayat Kepercayaan), di mana Okky mendapat dispensasi dari 

Keusknpan Agung Jakarta (K.Al) setelah direkomendasi oleh pastor dari Paroki 

Gereja St.Stephanus, Cilandak Jakarta Seta tan. Seperti juga pasangan nikah beda 

agama. Yohanes Indra (Katolik) dan Anni (Muslimah). keduanya dapat 

rnelangsungkan pernikahan pada 18 Februari 2007, baik secara Islam dengan 

nikah atau ijab kabul maupun sekramen Gereja oleh Romo Yohanes Hariyanto 

setelah mernperoleh dispensasi dari Keuskupan Agung Jakarta, Dispensasi baru 

dapat diberikan, menurut Yohanes Harianto apabila ada harapan dapat terbinanya 

v Monib, op.cit, halllO 
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suatu keluarga yang baik dan utuh setelah pemikahan. Juga untuk kepentingan 

pemeriksaan guna memastikan tidak adanya halangan untuk menikah.Zl'! 

Kedua belah pihak dalam melangsungkan pemikahan harus dalam keadaan 

sadar dan sukarela, bukan dalam keadaan k:eterpaksaan, ini berkaitan dengan 

pandangan Katolik. pemikahan yang didasarkan pada huhungan cinta kaslh sejati, 

tanpa ada kaitannya dengan agama apa pun, tetap harus diterima sebagai yang suci 

karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia. 

Dalam Hukum Kanonik, pemikahan antar agama disebut "kawin campur" ~ 

dengan rincian pengertian sebagai berikut :29 

1. Dalam arti luas, perkawinan orang yang dipennandikan dengan orang 

yang tidak dipennandikan, tak peduJi apa pun agamanya atau bahkan tak 

beragama disebut dengan disparitas cultus, sebagaimana disebut dalam 

Kanon 1129. Tiadanya permandian {baptisan) ini merupakan penghalang 

bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Unruk dapat menikah 

dengan yang bukan Katolik, seorang K.atolik harus memperoleh 

dispensasi. 

2, Da1am arti sempit. kawin campur adalah pemikahan antara dua orang yang 

dibaptis atau dipennandikan, yang salu secara Kato1ik dan tidak 

meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada 

Gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik~ 

Jazimnya disebut Miixta religio atau beda Gereja. 

Mengacu pada uraian tersebut di atas, perkawimm campur dalam 

pengertian luas adalah pemikahan antara penganut KatoHk dengan penganut 

agama Jainnya yang tidak mengenal pembaptisan atau permandian, misalnya 

agama IsJan:t, Hindu dan Budha. Sedangkan dalam arti sempit adalah pemlkahan 

antara penganut Katolik dengan penganut Protestan yang mengenal adanya 

pembaptisan. 

Menurut Hokum Kanonik, pernikahan dalam bentuk yang pertama 

diianmg (sebagaimana tertuang da1am Kanon 1086 dan 1124). Meski demikian 

lll Ibid, hal. 1 II 
29 lhid,hal.ll2 
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Gereja Katolik temyata cukup bijak dan realitis, sehingga rnemungkinkan untuk 

memberikan dispensasi, sebagaimana dua pasangan diatas.30 

Ordinaris Wilayah akan memberikan dispensasi bagi penganut KatoHk 

untuk menikah dengan penganut agarna lain dengan syarat-syarat sebagai berikut 

.ll 

1, Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan 

iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala 

sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik 

dalam Gereja Katolik. 

2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh Pihak Katolik itu, pihak yang lain 

(dari pasangan yang non Katolik) hendaknya diberitahukan pada waktunya 

sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan 

kewajiban pihak Katolik. 

3. Kedua pihak diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat 

hakilci pemikahan, yang tidak boJeh dikecuaiikan oleh seorang pun dari 

keduanya. 

Persyaratan di atas rnenunjukkan bahwa agama Katolik berusaha 

mencegah penganutnya untuk beralih agama atau minimal mencegah menurunnya 

tingkat keimanan penganutnya setelah menikah dengan penganut agama lain, 

Paling penting dalam soal pemikahan dalam Katolik: adalah bahwa setiap 

pemlkahan. termasuk pemikahan antara penganut Katolik dan non Katoiik, hanya 

dianggap sah apabila dilakukan dihadapan Uskup, Pator, Paroki, atau Imam. Ini 

dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang pemikahan sebagai sebuah 

sekramen. sehingga kalau ada pemikahan antar agama (yang salah satunya 

penganut KatoJik), dan tidak dilakukan rnenurut agama Katolik, maka pemlkahan 

itu dianggap belum sah.32 

~Q Ibid 
H Ibid, hal,ll3 
H Ibid, haL ll6 
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4.4. Paodangan Agama Hindu 

Dalam pandang agama Hindu, sebagaimana terca.ntum da.lam Kitab 

Manusmriti, pemikahan bersifat religius karena merupakan ibadah dan sebuah 

kewajiban. Pemikahan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai 

keturunan maupun menebus dosa--dosa orang tua dengan menurunkan seonmg 

putra. Karena merupakan sesuatu yang religius, sehingga lembaga pemikahan 

ditempatkan sebagai lembaga yang tidak terpisah dengan hukum agama atau 

dharma. 

Oleh karenanya dalarn agama Hinduj suatu pernikahan akan dianggap 

batal jika tidak memenuhi syarat~syarat tertentu. Misalnya, apabiJa pemikaban 

diJakukan menurut Hindu teta.pi tidak memenuhi syarat karena pernikahan antara 

penganut Hindu dan penganut non Hindu. pemikahan ini dianggap tidak sah 

menurut hukurn Hindu. 

Dalam konfernsi tentang agama-agama di Chicago, AS, pada tahun1893, 

Swami Vivekananda. tokoh pembaru Hindu di India. rnelontarkan suatu 

pandangan yang cukup mengejutkan."Saya sangat bangga mewakili suatu agama 

yang tidak saja tolenm, tapi juga menerima kebenaran agama lain", sehagaimana 

dilrutip oleh Gedc Natih33 

Karena itu, yang semula agama Hindu yang sebelumnya dipandang 

sebelah mata oleh dunia. mulai muncul sebagai satu dari agama-agama peradaban 

dunia modem. Pandangan yang lebih dinamis tentang Hindu ini membuka 

pcluang bagi pinto interp:restasi dan kontekstualisasi ajaran~ajaran Hindu. 

Misalnya, konsep "karakter Hindu". Sebut saja misalnya tentang Jstadevata yang 

berarti kebebasan mernuja Tuhan dalam bentuk yang paling cocok dengan kita. 

Adllikara, yang berarti kebebasan kita memuja Tuhan dengan cara yang paling 

cocok dengan lcita. 

Konsep tersebut memberikan kebebasan umat Hindu untuk mengamalkan 

agamanya sesuai car a yang mereka sukai. Y akni sesuai dengan atmastuti, hati 

yang paling dalam. Kalau misalnya penganut agama Hindu di Bali berbeda dalarn 

bentuk dan cara pengamalan dan penghayatan keagamaannya dengan sa.udara~ 

saudara mereka di India itulah istadevata mereka. Karena hanya dengan cara 

n Ahmad Baso dan Ahmad Nun::holish {cd}, Pernikalum Bcda Agama, KC!taksia11. 
Argunum Kcagamaa:1 da11 Analisa Kebgokan,{Jabrta:ICP·KOMNAS HAM,2005}, hai.:ZIS 
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seperti itulah mereka beribadah dan beragama sesuai dengan cara dan bentuk yang 

mereka sukai. yang sesuai dengan fltmas1uti mereka. 

Pengesahan suatu pemikahan menurut agama Hindu harus dilakukan oleh 

seorang Pedande yang memenuhi syarat untuk itu. Kalau ada perkawinan beda 

agama. Padende tidak akan mengesahkan perkawinan tersebut. Dalam agama 

Hindu tidak dikenal nikah beda agama. lni karena sebelum pemikahan harus 

dilakllkan terlebih dahulu upacara keagamaan, Apabila salah seo·rang calon 

mempelai tidak beragama Hindu, ia wajib disucikan sebagai penganut agama 

Hindu, kalau tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan 

perkawinan, hal uu mela.nggar ketentuan dalam seioka V~89 Kitab 

Manawadharmasastra. 

Seiring dengan perkembangan zaman. Agama Hindu mulai mengalami 

dinamika baru dengan kehadiran Swami Vivekananda.Upaya kontekstualisasi pun 

diupayakan. Dalam perkawinan menurut agama Hindu yang kontekstua1 ini tidak 

dikenal istilah "menlkabkan", sehingga tidak dikenal istHah "penghulu" seperti 

dalam Islam. 

Kehadiran Pedande atau pernuka agama Hindu banya sebagai peiengkap 

upaeara ritua1 yang bukan merupakan sebuah sya.rat Perkawinan cukup dilakukan 

di antara keluarga. Jadi tidak dlkenal peresmian. 

Perk:awinan beda agama, antara pasangan yang berbeda agama, bukan 

sesuatu yang bennasalab, setidaknya dalam pandangan kontekstual tentang Hindu 

ini. Kalan memang pasangan nikah beda agama itu sudah saling memahami dan 

meyakini bahwa perk.awinan ini sudah merupakan dharma (the way of life) yang 

harus mereka jalani d1 dunia ini. pemikahan mereka akan diberi jalan sesuai 

dengan istfldevata dan adikara mereka?4 

4.5. Pandangan Agama Budha 

Pendapat Sangha Agung Indoensia, perkawinan beda agama yang 

melibatkan penganut agama Budha dan penganut non Budha diperbolchkan, 

asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha. Meskipun 

calon mempelainya yang bukan Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama 

J• Monih. ap.ciJ, hal I !9 
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Budha terlebih dahulu. Tapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai 

diwajibkan mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka".35 

Dalam pandangan Biksu Prajnavira Mahastavira, sesuai dengan ajaran 

Budha yang universal. perkawinan adalah sebuab dharma. Yang paling 

diutamakan adalah agar perkawinan tidak lepas dari ajaran mon:d.36 Dengan 

demikianl pemberkatan diperlukan untuk kedua mempe1ai. Karena pemberkatan 

sangat diperlukan, agama kedua mempelai harus sama. 

Pengalaman biksu dari Budha aliran Mahayana ini banyak tetjadi kasus 

pemikahan beda agamayang melibatkan penganut Budha. Biksu Prajnavira 

melihat hal itu sebagai sesuatu yang fleksibel, asal tidak melanggar dharma, dan 

tidak menyimpang dari nonna dan moral. ''Jadi tidak tertutup rapat ketika masing­

masing keluarga sudah saJing sepakat dan menyetujui", ujamya, 

Biku atau Biksu hanya memberkati. Sementara yang meresmikan 

pemikahan tersebut adalah keluarga masing-masing yang diwakilkan kepada 

seorang dharmaduta, yakni Qrang yang diangkat Qleh Biku atau Biksu untuk 

meresmikan pemikahan. 

Perk:awinan beda agama menurut agama di Indonesia pada dasamya tidak 

diperbolchkan, tetapi perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan mernenuhi 

syarat-syarat yang diatur oleh agama masing-masing. Ha1 ini pada dasamya 

berangkat dari kemaslahatan umat manusia, yakni untuk menjamin kelangsungan 

keturunan umat rnanusia. 

Perkawinan beda agama pada kenyataannya masih menimbulkan pro dan 

kontra. Terutarna perkawinan beda agama antara ca1on mempelai beragama Islam 

dan yang satunya beragama non Islam. Hal lni disebabkan selain para ulama dan 

pakar Islam masih belum satu suara juga dalam hal pencatatan perkawinan pun 

me1ibatkan lembaga yang berbeda. Sampai saat ini perkawinan beda belum ada 

pengaturannya. 

Jadi masing-masing pasangan calon mempelai yang akan melangsungkan 

perkawinan beda agama pun menempuh cara yang berlainan dengan 

>' Eoh, op.ci;, bal. 125 
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menggunakan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan tentang 

perkawinan yang ada di Indonesia. 

B. Perkawinan B~da Agama Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan 

di Indonesia 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Ped::awJnan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-undang 

Perkawinan!UUP). Undang~undang ini terdirl dari 14 bab dan 67 pasal., dan untuk 

inplementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Peraturan Pelaksanaannya dan dinyatakan efekrif sejak tanggal t Oktober 1975. 

Undang-undang Perkawinan merupakan UU pertama di Indonesia yang mengatur 

soal perkawinan secara nasional. Sebelumnya mcngenai perkawinan dan segala 

yang berkaitan dengannya diatur melalui beragam hukum, yaitu: 

1, Hukum Adat bagi warga Indonesia asli 

2. Hukum Islam bagi warga Indonesia yang beragama Islam 

3. Ordonansi Pemerintah Hind1a Be1anda tentang Perkawinan Indonesia 

Kristen (Huwelijh Ordonantie Cltristenlndonesiaers, S. 9133 No.74) bagi 

warga lndoensia beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon 

4. Kitab Undang~undang Hukum Perdata (BW) bagi warga Indonesia 

kcturunan Eropa dan Cina 

5. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken 

S. 1898 No.1 58) bagi perkawinan campuran. 

Sejak diberlakukannya Undang-undang Perkawinan ini bertujuan untuk 

unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan. Hukum adalah aturan-aturan 

normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hulrum tumbuh dari kesadaran 

masyarakat yang membutuhk:an aturan-aturan bersama. Hukum selalu mengadopsi 

niiai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai 

adat, tradisi dan agama. 

Sejak VUP efektif diberlakukan pada tahun 1975, sejumlah persoalan 

muncul, diantaranya berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama. Di dalam 
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Pasa1 2 ayat i UUP disebutkan bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut 

hukum mas.ing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini dapat 

dilaksanakan apabila kedua mempelai meme1uk agama yang sama. 

Kalau ke dua mernpelai berbeda agama, bisa saja sa1ah satunya sementara 

mengikuti agama yang Jain dan kemudian kembali ke agamanya sernu1a setelah 

perkawinan terlaksana. Sebab UUP secara normatif tidak mengakomodasi jenis 

perkawinan dari dua penganut agama yang berbeda. 

Dalam Pasal 2 ayat 2 UUP dinyaiaka:n., tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peran 

pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan nikab atau hanya mengatur aspek 

administratif perkawinan. Tetapi dalam praktiknya, k:edua ayat tersebut dalarn 

Pasal 2 UUP tersebut berlaku secara kumulatif, Kedua-duanya harus diterapkan 

bagi persya:ratan sahnya perkawinan. 

Akibatnya apabila perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan 

agama tertentu, kalau be1um dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang, 

maka perkawinan belum dianggap sah oleh Negara. Sahnya suatu perkawinan 

secara yuridis dibuktikan melalui buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor 

pemerintah yang berwenang. Untuk yang beragama Islam adalah Kantor Urusan 

Agama, sedangkan yang di luar agama Islam ada lab Kantor Dinas Kependudukan 

dan Catalan Sipil (selanjutnya disingkat DKCS!Kantor Catatan Sipil). 

Apabila kedua ayat dalam Pasal 2 UUP tidak dilakukan, maka akan 

menimbulkan impJikasi hukum dan sosial yang beragam. Misalnya, anak-anak 

yang dilahirkan bukan keturunan yang sah dari pasangan suami isteri tersebut. 

Suami isteri pun akan mengalami kesuJ1tan rnemperoleh hak-hak keperdataan 

yang timbul dari perkawinan. 

Dari isi Pasal 2 UUP tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan 

mengenai perkawinan bagi calon suami isteri yang berbeda agama. Sehlngga bagi 

pasangan yang berbeda agama harus mencari jalan keluamya sehingga mereka 

tetap bisa melangsungkan perkawinannya dan tentunya diakui secara sah oleh 

agama dan negara. Solusi untuk melangsungkan perkawinan beda agama adalah 

sebagai berikut: 
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1. Pasangan yang berbeda agama, salah satu calon mempelainya melakukan 

pemilihan agama, sehingga pada saat dilangsungkan perk.awinan menjadi 

seagama. maka tidak ada alasan lagi untuk dllangsungkan perkawinan bag1 

mereka. 

2, Pasangan caJon mempelai melangsungkan perkawinan beda agama di Juar 

negara Indonesia. Setelah itu pasangan tersebut melaporkan dan 

mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil Indonesia. 

3. Pasangan calon mempelai rnelakukan perkawinan beda agama dengan 

fasiHtator yang memahami bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan. 

Untuk yang melalui fasilitator ini adalah pasangan calon mempela-i yang 

sa1ah satunya beragama lsJam. Perkawinan dilangsungkan dengan dua 

tatacara dan hukum agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing­

masing eaton rnempelaL Pertama dengan tatacara dan hukum agama Islam 

kemudian dengan tat.a<:ara dan hukum selain Islam. 37 

4, Pasangan eaton mempelaj~ salah satu pasangan melakukan penundukan 

diri pada hukum yang berlaku bagi pasangan lainnya dan kemudian 

mengajukan pcrmohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melangsungkan 

dan mencatatkan perkawinan beda agama mereka di Kantor Catatan Sipil. 

Hal tersebut berlangsung sampai dengan tahun 1986. Karena setelah itu 

Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan se:telah perkawinan 

dilangsungkan menurut tatacara dan hukum agamanya dan 

keperc:ayaannya. 

Diberlakukannya Undang~undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Admlnistrasi Kependndukan Pasal 35 huruf (a), perkawinan berdasarkan 

Penetapan Pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan SipiL Sehingga 

dengan dikeiuarkannya peraturan ini ada kemungkinan teijadlnya 

perkawinan beda agama dengan melakukan permohonan kepada 

Pengadilan Negeri untuk dapat melangsungkan dan mencatatkan 

perkawinan mereka di Kantor Catalan Sipil . 

. u Hasll wawane:ara dengan Pasangan Beda Agama yang melangsungkan perkawinannya 
difasilitasi oleh Yayasan WakarParamadina, 25 Juni 2009. 
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Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, yang 

diantaranya dimuat dalam: 

L Pasal27 ayat (I) UUD 1945 yang memberikan persamaan kedudukan 

dalam hukum, tidak mema:ndang status sosial, agama dan suku 

bangsanya. tetcakup di datamnya kesamaan hak asasi untuk rnenikah 

dengan sesama warga negara rneskipun berlainan agama, 

2. Pasal 29 UUD 1945 yang memberikan kemerdekaan bagi seluruh 

rakyat Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai 

dengan keyakinan masing·masing. 

3. Dlrnana dalam PasallO ayat I Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhak 

membe:ntuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sa h." 

Sedangkan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Hak Asasi Manusia 

menyebutkan : 

"Perkawimm yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas 

calon suami dan calon isteri yang bersangkutan. sesuai dengan 

ketentuan perundang~undangan." 

UUP ini adalah suatu perangkat hukum, tapi UUP ini bukanlah produk 

final, melainkan suatu Jangk:ah awal yang masih perlu penyempurnaan, Oleh 

karena itu, dalam era refonnasi sek:arang, sesuai dengan prinsip bahwa undang­

undang tidak mungkln lengkap, sudah sepatutnya dilakukan peninjauan kembali 

terhadap UUP tersebut agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. 

Huk:um positif yang dibuat oleh pemerintah berlaku bagi semua warga 

negara dengan demikian semua warga negara harus mentaati hukum yang 

diberlakukan kepadanya. Akan letapi apabila belum ada aturan yang pasti 

seharusnya pemerintah dengan segera membuat aturan yang dibutuhkan oleh 

warga negaranya. 

Dengan demiklan sebeium adanya perubahan terhadap UUP ini dan 

pengaturan perkawinan beda agama secara khusus. so1usi bagi pemikahan agama 

dapat diakomodir dengan melihat Pasal 66 UUP di Bagian Ketentuan Penurup, 

menyatakan ; 
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"Untuk perkawinan segala sesuatu yang berhubunga.n dengan perkawinan 
berdasarkan atas Undang~undang ini, maka dengan berlakunya Undang­
undang ini ketentuan~ketentuan yang diatur daiam Kitab Undang~undang 
Hukum Perdata (Burgerlijk£ Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia 
Kristen (Huwelijks Ordonantie Cl:ris1en Indonesiaers, S, 1933 No 74 
(HOCI)). Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde 
Huwelijken S, 1898 No, 158 (GHR)) dan peraturan-peraturan lain yang 
mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang~undang ini, 
dinyatakan tidak berlaku." 

Karena perkawinan beda agama belum diatur secara tcgas dalam UUP, 

rnaka berdasarkan Atttran Peralihan Pasall Undang-undang Dasar I 945 dan Pasal 

66 lnJP. dim ana selama belum ada peraturan baru yang mengatur segala 

sesuatunya, maka peraturan lama rnasih dapat diberlakukan. Dengan demikian 

KUHPerdata, HOC! dan GHR adalah merupakan solusi bagi calon suami dan 

calon isteri yang menganut agama berbeda yang ingin melangsungkan perkawinan 

pada saat ini. 

Undang-undang Perkawinan harus dapat mewujudkan prinsip~prinsip yang 

terka:ndung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain itu harus 

dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat dewasa ini. UUP ini 

telah menampung di dalamnya unsur-wmur dan ketentuan-ketentuan agama dan 

kepercayaan. Tetapj UUP belum mengatur apa yang menjadi kenyataan hidup 

dalam masyarakat dewasa ini, yaitu perkawinan beda agarna. Untuk [tu 

pemerintah harus memikirkan dan segera rnelakukan perubahan terhadap UUP mi 

2. Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1400 K!Pdt/1986 

Undang-undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang 

menyebutkan bahwa perbedaan agama antara caJon suami dan eaton isteri 

merupakan larangan perkawinan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar 

1945 Pasal 27. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa segala warga negara 

bersarnaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesama.an hak 

asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan 

se1ama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan 

larangan untuk perkawinan. Maka asas itu sejalan dengan jiwa PasaJ 29 Undang-
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undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara, kemerdekaan bagi setiap 

warga negara untuk memeluk agama masing-masing. 

Perumusan dari Pasal2 ayat (1) UUP diatur bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agama dan kepercayaannya. Tidak 

ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal ini 

hanya mengatur pasangan mempelai yang seagama. Apabila terjadi perkawinan 

beda agama. Hukum dan tatacara agama apa yang akan dipergunakan oleh kedua 

mempelai untuk melangsungkan perkawinannya. Sedangkan UUP tidak memuat 

ketentuan perkawinan beda agama dan juga tidak melarang perkawinan beda 

agama. 

Pada tanggal20 Januari 1989 Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan 

Mahkarnah Agung (MA) No. 1400 K/PdU1986, yang rnenyatakan bahwa Pasa160 

UUP yang di rujuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Pencatat Sipil DKI Jakarta 

untuk menolak perkawinan beda agama adalah keliru. Menurut Keputusan MA 

bahwa Pasal 60 UUP haruslah dihubungkan dengan Pasal 57, 58 dan 59 UUP. 

Dimana dalam Pasal 57, 58, 59 dan 60 UUP mengatur mengenai perkawinan 

campuran. Pengertian perkawinan campuran di sini adalah perkawinan antara 

caJon suami dan caJon isteri yang berbeda kewarganegaraan bukan berbeda 

agama, dimana salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. 

Di samping itu dalam Keputusan MA tersebut menyatakan dengan tegas 

bahwa ketentuan-ketentuan tentang perkawinan campuran sebelum berlakunya 

UUP, seperti Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde 

Huwelijken S. 1898 No. 158) dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen 

(Huwe/ijks Ordonantie Christen Indonesiaers, S.J933 No. 74), kedua ordonansi 

tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun 

falsafah yang amat Iebar dengan UUP. 

UUP menganut asas perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini sesuai dengan 

falsafah negara yaitu Pancasila. Perkawinan tidak dilihat dari hubungan perdata 

saja tapi juga dari hubungan agama. Sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya. HOC! dan GHR hanya 

memandang perkawinan dalam hubungan perdata saja. 
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Perbedaan agama bukan merupakan larangan perkawinan dan kenyataan 

ada te~adi perkawinan beda agama antarn calom suami dan calon isteri. MA 

berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan kalau karenanya terjadi kekosongan 

hukum, maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan 

tidak terpecahkan secara hukum. Dengan membiarkan masalah berlarut~larut pasti 

akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan berrnasyarakat 

maupun beragama, berupa penyelundupan-penyelundupan nilai~nilai sosial 

maupun agama dan!atau hukum positif. 

Keputusan MA ini mernbenarkan penolakan KUA meski alasan tidak 

dapat dibenarkan. KUA menolak atas dasar bahwa KUA hanya menlkahkan 

pasangan yang seagama, yaitu yang beragama Islam. Jadi yang memungkinkan 

menikahknn pasangan be:da agama satu~satunya adalah DKCS. Persoalannya, 

bagaimana caranya'! 

MA berpendapat, dengan mengajukan pennohonan untuk melangsungkan 

perkawina.n kepada DKCS, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk 

melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, harus ditafsirkan pula dengan 

diajukan permohonan itu, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status 

agamanya. Pasal8 sub fmenyatakan: "m.empunyai hubungan yang oleh agamanya 

a tau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin." 

Oleh karena itu Pasal 8 sub fUUP bukan merupakan halangan lagi untuk 

melangsungkan perkawinan yang dikehendaki. Dalam hal demikian DKCS 

sebagai instansi satu-satunya yang berwenang wajib rnenerima permohonan 

tersebut dan membantu melangsungkan perkawinan antara calon suami atau calon 

isteri yang salah satunya beragama Islam. 

Jadi Keputusan MA diambil bukan karena adanya perbedaan atau bentunm 

yang dianggap mengganggu stelsel hukum. Dengan demikian Keputusan MA No. 

l400/K!Pdtll986 adalah so1usi bagi pasangan yang beda agama dan dapat 

dijadikan sebaga:i yurisprudensi. sehingga dapat menjadi rujukan hukum bagi 

pasangan yang nikah beda ag-.una. 
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3. INPRES Nomor 1/1999 tentong Kompilasi Hukum Islam 

Pada tanggallO Juni 1991 berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 

Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat K.HI) 

dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para 

hakim di 1ingkungan Peraditan Agama di selutuh Indonesia. KHl sesungguhnya 

meropakan respon permerintah terhadap limbulnya berbagai keresahan di 

masyarakat akibat beragamnya kcputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus 

yang sama. Keragaman ini adalah akibat beragamnya sumber pengambllan hukum 

yang berupa kitab-kitab fiqih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan 

suatu perkara. 

Ada tiga tujuahn pokck KHI, yaitu :38 

1. merumuskan secara sistematis dan konkret hukum Islam di Indonesia 

2. membangun tandasan penerapan hukum Islam di lingkungan Pengadilan 

Agama yang berwawasan nasional 

3. serta menegakkan kepastian hukum yang lebfh seraga.m. 

KHI ini berfungsi sebagai pedornan hakim dilingkungan pengadHan agama 

dan juga sekaJigus pegangan hukum Islam bagi masyarakat. 

Berkaitan dengan perkawinan bed a agama, di dalam KHI diatur pada: 

I. Pasal 40 huruf c ; "Dilarang melangsungkan perkawinan anl.Bra 

seornng pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: 

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam." 

2. Pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan 

perkawinannya dengan seorang pria yang tidak beragama Islam." 

Dalam KHl jelas dinyatakan bahwa baik seorang laki-lakl muslim dan seorang 

perempuan muslimah dilarang melangsungkan perkawinan dengan pasanga.n yang 

non muslim. Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi 

pasangan yang akan melangsungkan suatu perkawinan. 

nMonib, Op.ciJ, ball 50 
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KHI jelas-jelas Is1arn tidak membolehkan perkawinan beda agama. Tetapi 

masih ada terdapa.t palau Islam yang mernbolehkan perkawinan beda agama 

dengan berdasarkan pada hukum yang ditafsirkan oleh mereka bahwa dalam AI 

Qur'an dan Hadist tidak ada teks yang menyatakan bahwa perkawinan agama 

diharamkan. 

SeJain itu mempertimbangkan juga mengenai mashlaltat dan 

mudharatuya39
• Apabiia lebih banyak kehaikan yang akan timbul mak.a halangan 

berbeda agama tidak boleh dijadikan sebagai penghalang perkawirum. Tentunya 

perbedaan KHI dan para pakar Islam atau ulama yang meyakini bahwa 

perkawinan beda agama tidak diharamkan akan membingungkan bagi umat Islam. 

Seiain itu dapat menjadi celah atau peluang untuk melangsungkan perkawinan 

beda agama antara pasangan calon Islam dan caion non Islam karena adanya 

ulama dan pakar Isiam yang menafsirkan bahwa perkawinan beda agama 

diperbolehkan. 

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1980/2005 

Persoaian perkawinan berla agama sudah sejak lama disikapi oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI), Lembaga keagamaan Islam ini sudah mengeluarka.n 

fatwa yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dengan kata 

lain teriarang untuk dilakukan oleh umat Islam, tak terkecuali antara laki~laki 

Islam dengan perempuan norunuslin. 

Fatwa larangan Nikah Beda agama atau perkawinan beda agama ini 

kembali diangkat ke publik pada Juli 2005. Meski MUI mengeluarkan fatwa 

larangan perkawinan beda agama pada kenyataannya umat Islam sendiri ada yang 

tidak sependapat dengan fatwa tersebut. Baik itu dari kalangan ulama1 agarnawan, 

akademisi maupun pernimpln lembaga keagamaan Islam. 

Meskipun MUI mengeluarkan fntwn larangan perkawinan bcda agama, 

pada kenyataannya teljadi perkawinan anlara pasangan muslim dan non muslim. 

J<i Mudharat adalah yang bcrsifat merugikan, titiak mcnguntungkan, tidnk mcnrlalangkan 
kebaikan, {Amrnn YS Chaniago, "Kamus Lcngkap Ba!tasa buloncsia ",Bandung:Puslaka 
Se:tia.2006) 
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Secara hukum posirif dan hukum Islam fatwa MUI tidak memiliki kekuatan yang 

mengikat, dengan demikian dapat dikatakan tatwa MUI hanya sebatas himbauan 

semata. Bagi yang sependapat silahkan ik:uti, yang tidak sependapat boleh 

mengahaikan. 

C. Pencatatan Perkawinan 

Ketentuan mengenai adanya suatu peristiwa hukum seperti nil<aht talak 

(cerai) dan rujuk dengan akibat hukumnya ada1ah penting baik: bagi yang 

bersangkutan sendiri atau bagl rnasyamkat. Oleh karena itu perlu diadakan 

pencatatan resmi oleh pemerintah. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UUP, djmana setiap perkawinan 

harus dicatatkan menurut pernturan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) UUP ini saw 

kesatuan dengan Pasal 2 ayat (l) UUP. Dirnana setiap perkawinan barns 

becdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing calon suami isteri. Setelah 

sah menurut agama dan kepercayaaonya maka harus segem dicatatkan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Tidak boleh suatu perkawinan hanya dicatatkan 

saja tanpa terlebih dahulu disabkan oleh agarna dan kepercayaannya itu. 

Sesuai dengan Pasa12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tabun 1975 tentang 

Pelaksanaan UUP, apabila calon suami isteri beragama Islam perkawinannya 

dilangsungkan dan setelah itu dicatatkan pada pegawai Kantor Urusan Agama dan 

eaton suami isteri beragarna non Islam perkawinannya dicatatkan pada pegawai 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil. 

Dimana pencatatan perkawinan beda agama'J Bagi mereka yang berlainan 

agama tidak diatur secam tertulis datam peraturan perundang~undangan yang 

berlaku di Indonesia sekarang ini. 

1. Kantor Urusan Agama 

Sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang 

Pelaksaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disingkat PP No.9 

Tahun 1975) yang dinyatakan dalam Pasal2 ayat (I): 

.. pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat 
sebagaimana dimaksud dalam Undang~undang Nomor 32 Tahun 1954 
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tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk." 

Undang~undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak 

dan rujuk dan ditegaskan pula dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Agama 

Nomor 4 77 tahun 2004 tentang pencatatan nikah. 

Sedangkan dalam Pasa1 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan 

bahwa: 

'"Pencatatan perkawina.n dari mereka yang rnelangsungkan 
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selaln agama 
Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan 
sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai penmdang~undangan 

mengenai pencatatan perkawinan." 

Pencatatan bagi mereka yang selain beragarna Islam dilakukan oleh 

pegawai pencatat perkawinan pada Kantor DKCS. Dengan demikian pegawai 

pencatat nikah negara yang dimaksud daiam Pasal 2 ayat ( l) dan (2) PP Nomor 9 

Tahun 1975 adalah Kantor Urnsan Agama (KUA) untuk mereka pasangan yang 

beragama Islam dan Kantor DKCS bagi mereka calon pasa.ngan selain beragama 

lslam. KUA hanya rnenikahkan bagi mereka yang seagama dan beragama lslam 

dengan tidak ada kecualinya. 

Pada prinsipnya KUA berlandaskan pada KompHasi Hukum Islan, dimana 

dalam Pasal 40 jucto 41 KHI tennaktuh bahwa baik laki-laki maupun perempuan 

yang beragama IsJam dilarang men.ikah dengan pasangan yang tidak beragama 

Islam. Selain itu dengan tegas dalam UUP. sahnya perkawinan adalah menu rut 

hukum dan tatacara agama dan kepercayaannya. Dengan demlkian pasangan calon 

mempelai haruslah seagama. 

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kantor Ca.tatan Sipil berntula dari adanya isti1ah Pegawai Catatan Sipil 

yang diberi wewenang melaksanakan pendaftaran dan pencatatan berupa Akta 

untuk peristtwa-peristiwa. kelahiran, perkawina~ perceraian dan kematian yang 

dialami oleh penduduk. 4llBerdasarkan basil wawancara dengan Sudhar lndopa. 

""Sudhar lndopa, "CatatmJ Sipi/Jakana",(Makal;;~h ln1ernal;l999} 
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Kepala Sub Bagian Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Propinsi DIG Jakarta bahwa tugas1 wewenang dan fungsi catatan sipil dalam hal 

pencatatan perkawinan dibagi dalam 3 periode :41 

I. Sebelum berlakunya UUP "'mpai dengan Tahun 1966 

Pada kurun periode ini tidak ada hal yang mendasar untuk fungs! dari 

Kantor Catatan Sipll. Dimana fungsinya masih sebagai pencatat peristiwa 

tetjadinya petkawinan untuk sernua goiongan penduduk tanpa melihat 

agama. Jadi hanya dari segi perdatanya saja. 

2. Periode Tahunl966-!983 

Dlkeluarkannya Intruksi Presidium Kabinet No. 31/UIIN/12/66 yang 

mernuat bebempa hal pokok, yaitu : 

a, Sambi1 menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Slpil 

yang bcrsifut Nasional, tidak menggunakan penggolongan­

penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163 

I.S ("Eropeonen ", Vreemde Oosterling" Inlander"), pada Kantor 

Catatan Slpil di seluruh Indonesia, 

b. Untuk selanjutnya Kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi 

seluruh penduduk Indonesia dan hanya antara Warga Negara 

Indonesia dan Orang Asing. 

c. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas (a dan b) tidak mengurangi 

berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan 

dan ketentuan-ketentuan hukum perdata: lainnya. 

Sejak berlakunya efektif UUP, Undang-undang tersebut 

memberikan kewenangan kepada Kantor Catatan Sipil khususnya untuk 

mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan oleh hukum dan tata cara 

Agama non Islam Untuk yang beragama Islam dicatatkan oleh Kantor 

Urusan Agama (berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 

tentang Nikah, Talak dan Rujuk). Meskipun dalam UUP betlaku untuk 

unifikasi hukum. Dimana diatur bahwa sahnya perkawinan harus 

41 Snbdar lndopa, Hasi/ Wawail'caro,Jakana:3 Juni 2009. 
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berdasarkan agama dan kepercayaan. Pada prakteknya masih 

menimbulkan permasalahan. khususnya untuk mencatatkan perkawinan 

beda agama. 

3. Periode Tahun 1983 -!998 

Berkenaan dengan pelaksanaan UUP, kenyataannya belum 

langsung merubah tatacara pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan 

Sipit Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan dalam penafsiran 

khususnya pada Pasal 66 UUP. dirnana pasal menyatakan segala bentuk 

peraturan dan perundang-undangan mengenai perkawinan sepanjang sudah 

diatur oleh UUP tidak berlaku lagL 

Pada prakteknya Kantor Catatan SipH rnaslh mernberlakukan 

KUHP.erdata tentang perkawinan, GHR dan HOCI. Kantor Catalan Sipil 

tetap melangsungkan perkawinan tanpa terlebih dahulu adanya syarat 

sahnya perkawinan berdasarkan tatacara agama. Menganggap Perkawinan 

agama adalah urusan masing-masing mempelai sendiri yang tcrpisah 

dcngan urusan pencatatan sipiL Jadi melihat perkawinan hanya dari sisi 

Perdatanya saja. 

Terhadap perkawinan beda agama pun, Kantor Catatan Sipil tidak 

menjadi masalah untuk mencatatnya. Apabila salah saru mempelainya 

beragama Islam, maka Kantor Catalan Slpit metakukan upaya hukum 

untuk memungkinkan agar mempelai yang beragama Islam tersebut dapat 

didaf\ar. Menganjurkan kepada mempelai untuk mengajukan perrnohonan 

penundukan diri pada bukum Petdata Barat kepada Pengadlian Negeri 

setempat Setelah adanya keputusan pengadilan negeri mengenai 

penundukan diri tersebut, barulah Kantor Catatan Sipil mendaftarlcan 

perkawinan tersebut pada Daftar Perkawinan Staatsblad 1849 {Golongan 

Eropa), Hal ini berpedornan pada Pasal 66 UUP dengan anggapan bahwa 

perkawinan beda agama tidak diatur oleh UUP. Keadaan ini berlanjut terns 

sampai dengan tahun l986. 

Pada tahun 1986 teijadi perkawinan artis yang berbeda agama 

antara Jamal Mirdad yang beragama Islam dan Lydia Kandau yang 
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beragama Nasrani. Perkawinan mereka telah memancing tlmbulnya opini 

masyarakat yang menentang praktek Kantor Catatan Sipil yang mencatat 

perkawinan beda agama. Selain terbentuknya opini masyarakat juga 

menirnbulkan perbedaan pendapat ana tara pakar -pakar hukum di 

Indonesia. 

Sudargo Gautama berpendapat bahwa dari Pasal 66 UUP 

memungkinkan diberlakukan GHR karena UUP belum mengatur 

perkawinan campuran yang be£beda agama. Sedangkan Bismar Siregar 

berpendapat, bahwa UUP jelas mengatur suatu perkawinan itu 

dilangsungkan menurut huk:um dan tatacarn agama, baru kemudian dicatat 

oleh lembaga yang herwenang, yaitu KUA untuk yang beragama Islam 

dan Kantor Catata.n Sipil untuk: yang beragama non Islam. Untuk 

mengatasi polemik ini. kemudian Kantor Catatan Sipil mela1ui koordinasi 

Antar instansi terkait, antara lain Kantor Wilayah Departemen Agama, 

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, BAIS~ABRI, BAKIN. Laksusda Jaya, 

Polda Metro Jaya, Biro Hukum DKI membuat kebijakan antara lain 

dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi 

DKJ Jakarta yang pokoknya berisi : 

a. Laki-laki yang beragama Islam yang akan melangsungkan 

perkawinannya dengan perempuan non Islam dicata.t perkawinannya di 

Kantor Urusan Agama. 

b. Perempuan yang beragama Islam yang akan rne1angsungkan 

perkawinannya dengan Laki-Jaki non Islam dapat dicatatkan 

perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKl Jakarta setelah 

mendapat izin dari Pengadilan Negeri. 

Pada kenyataanya keputusan tersebut tidak berhasil menyelesaikan 

perrnasalahan yang ada. 

Pada ak.hir tahun 1988 terjadi pergantian pimpinan Kantor Catatan 

Sipil Propinsi DKI Jakarta. Pimpinan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI 

Jakarta yang barn, yaitu Harmani Arioso, dimana beliau kemudian 

membuat suatu Keputusan yang pada intinya mengintruksikan kepada 

seluruh jajarannya agar dalam mc1aksanakan pencatatan perkawinan di 
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Kantor Catatan Sipil banya melayani perkawinan yang telah dlsahkan dan 

dilakasanakan menurut hukum dan tatacara satu agama, Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa sejak keluarnya intruksi ini, Kantor Catatan Sipil 

hanya mencatatkan perkawinan yang telah sah dilangsungkan menurut 

hukum dan tatacara agama. 

Kesimpulannya untuk saat ini Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan 

perkawinan yang sab menurut agama dan kepercayaannya sesuai yang diatur 

dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini menutup kemungkinan bagi pasangan yang 

berbeda agama me1angsungk:an perkawinan di Indonesia. Pada kenyataannya 

sekarnng ini solusi bagi pasangan beda agarna yang ingin menikah, mereka 

melakukan perkawinan di Iuar Indonesia, dan kernudian perkawinan tersebut 

diiaporkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipillndonesia. 

3. Peneatatan Perkawinan bagi Perkawinan Beda Agama 

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang Perkawlnan. 

Undang-undang Perkawinan hanya mengatur mengenai Perkawinan Campuran. 

Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan 

antara yang berbeda kewarganegaraan salah satunya warga negara Indonesia. 

Apabila tetjadi perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut dl catat? 

Apakah Kantor Urusan Agama atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil? 

Sebelum dibcrlakukannya UUP, perkawinan beda agama teunasuk dalam 

perkawinan campuran. Dasar hukurnnya adalah Pasal 7 ayat (2) GHR. 

Perkawinannya dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi caJon suami. 

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 GHR. Dengan demikian caJon isteri karena 

perkawinan <:ampuran akan tunduk pada hukum suarninya baik hukum perdata 

maupun hukum publik. Seperti yang diatur dalam Pasal2 GHR, yaitu; "Isteri yang 

melakukan perkawinan carnpuran. selama dalam perkawlnannya mengikuti 

kedudukan suarninya dalam hukurn publik dan hukum perdata" 

Perkawinan beda agama selain diatur dalam GHR juga diatur dalarn 

HOCL Dalam Pasal 75 HOCI berlaku ketentuan bahwa Jaki-laki Indonesia bukan 

53 Universitas Indonesia 

Kewenangan Notaris..., Ivone Nurul Fu`adah, FH UI, 2009



Nasrani, khususnya berlaku pula untuk laki~laki beragama Islam dapat melakukan 

pilihan hukum ketika akan mengawini perempuan Indonesia Nasrani. 

{l)Perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang perempuan 
Kristen atas pennohonan kedua suami-istri dapat dilaksanakan dengan 
memperlakukan ketentuan~ketentuan ordonansi ini dan ketentuan­
ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk 
orang-orang lndonesia~Kristen. 

(2)Perkawinan suami-istri dalam hal itu dikuasai seluruhnya oleh ordonansi 
tnl. 

Dalam ketentuan Pasal 73 HOCI : 

"(l)(s.d.u. dg. S. 1936-247, 607.) Bila salah seorang dari antara suami~istri 
sebelum atau sesudah mulai berlakunya ordonansi ini, setelah 
pelaksanaan perkawinan, berpindah kepada agama Kristen, suami~istri 
itu dapat bersama~sama mahan kepada pengadilan negeri untuk 
menentukan dengan keputusan hakim, bahwa perkawinan itu untuk 
selanjutnya akan dikuasai oleh ketentuan~ketentuan ordonansi ini. 

(2) Pengadilan negeri mengadakan pemeriksaan yang olehnya dianggap 
perlu, dan hila baginya telah nyata bahwa perkawinan itu memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang diadakan oleh Pasal 2 sampai dengan 7, 
menyatakan dalam instansi tertinggi bahwa perkawinan itu terhitung dari 
tanggal pendaftaran aktanya akan dikuasai oleh ketentuan~ketentuan 

ordonansi ini. 
(3) Sebuah salinan surat keputusan hakim itu oleh suami-istri disampaikan 

kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah seorang dari suami-istri 
itu, yang menanganinya seperti yang diperintahkan dalam Pasal 58 
Reglemen catatan sipil untuk orang~orang Indonesia-Kristen." 

Menetapkan bahwa bagi pasangan calon suami isteri dapat mengajukan 

pennohonan kepada pengadilan negeri supaya perkawinan mereka diatur oleh 

HOCI apabila salah seorang dari mereka beragama Nasrani. Dari kedua pasal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dicatatkan 

perkawinannya oleh Kantor Catatan Sipil. 

Efektif sejak diberlakukannya UUP tanggal 1 Oktober 1975 dan 

bersamaan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang~undang Perkawinan, dimana perkawinan beda 

agama tidak diperbolehkan artinya kedua mempelai harus seagama. Hal ini 

tercennin di dalam Pasal2 ayat {I) juncto Pasal 8 huruf (f) UUP. Kecuali dalam 
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kasus tertentu dan pengadi1an negeri rnengabu1kan pennohonan calon mempelai 

untuk rnelangsungkan perkawinan beda agama, 

Setelah UUP efuktif dan disusul dengan keluamya peraturanKperaturan 

seperti: Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajlban 

Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kelja Pengadi1an Agama Dalam Melaksanakan 

Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, 

Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 221a Tahun 1975 Tentang Pcncatatan 

Perkawinan dan Perceraian Pada Kantor Catatan Sipil. Peraturan tersebut 

menguatkan mengenai dilarangnya perkawinan beda agama. 

Kantor Catatan SipiJ pada tahun 1986, mela1ui Keputusan Kepala Kantor 

Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor 21851-L755.2i08/1986 tentaog 

Petunjuk Penyelesaian Pelaksana Perkawinan .. Antar Agarna" pada Kantor 

Catatan Sipil Propinsi DKl Jakarta tert.anggal 12 Agustus 1986 yang memutuskan 

antara Jain Laki-laki beragama Islam yang akan me)angsungkan perkawinan 

dengan perempuan non Islam dicatat perkawinannya pada Kantor Urusari Agama, 

sedangkan perempuan yang beragama Islam yang akan melangsungkan 

perkawinan dengan Laki~laki non fslam dapat dicatat perkawinannya pada Kantor 

Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri. 

Prakteknya Kantor Catatan Sipil sampai dengan tahun ! 988 perkawinan 

beda aga.ma rlicatatkan di Kantor Catatan Sipii berlandaskan pada Pasal 66 UUP. 

Dimana perkawinan beda agama belum diatur dalam UUP, sehingga GHR dan 

HOCI dijadikan dasar oleh Kantor Catatan Sipil untuk menerima pencatatan bagi 

perkawinan beda agama. 

Adapun proses pelaksanaan perkawinan beda agama yang salah satunya 

mempelai berngama lslam adalah sebagai berikut ;42 

1. Mengajukan permohonan kepada Kantor Catatan Sipil untuk 

dinikahkan dan dicatatkan perkawinannya. Sementara Kantor Car.atan 

Sipil akan membuat penolaka.n kepada yang bersangkutan untuk 

rnelangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. 

2. Kantor Catatan Sipil membuat surat perrnohonan izin kepada BP4 

(Badan Penyelesain Permasalahan Perkawinan dan Perceralan) dan 

H Nababan, Kepala Arsip Pcrda!a Pengad!lan Negcri Jakarta Selalan, Hasil Wawancaro, 
Jakana:9 Juni 2009 
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KUA untuk memberik.an nasihat perkawinan mereka, Biasanya BP4 

dan KUA akan menolak memberikan izin ontuk melangsungkan 

perkawinan mereka di Kantor Catatan Slpil. 

3. Kemudlan Kantor Catalan SipiJ membuat surat k:eterangan agar 

mereka rnengajukan pennohonan ke Pengadilan Agama dan 

Pengadllan Agama biasanya menolak: mereka untuk melangsungkan 

perkawinan di Kantor Catatan Sipil. 

4. Akhimya perrnohonan izin nikah diajukan ke Pengadilan Negeri yang 

pada umumnya mengabulkan perrnohonan tersebut dan 

memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan 

mereka, Atas lzin dari Pengadilan Negeri ini Kantor Catatan Sipil 

melaksanakan perkawinan beda agama tersebut 

Tindakan Kantor CataLan SipH ini menimhuJkan reaksi dan sorotan 

terutama dari MUI DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Departemen Agama DKI 

Jakarta yang menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta yang 

memfasilitasi dan melakukan perkawinan beda agama tidaklah tepat dan 

berwenang. Keluarlah Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Proplnsi DKI 

Jakarta yang melarang semua pegawai Kantor Catatan Sipil ontuk melakukan 

pencatatan perkawinan beda agama sebelum disahkan oleh agamanya. 

Saat ini Kantor Catatan Sipil hanya menerima pelaporan dan pencatatan 

perkawinan beda agama apabila perkawinannya dilangsungkan diluar negara 

Indonesia. Perkawinan beda agama akan dic::ata.tkan apabila sudah tertebih dahuiu 

dilakukan dengan hukum dan tatacara agamanya dengan kata lain sudah sah 

menurut hukum agama. 

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan1 dimana dalam Pasal 35 huruf (a) diatur mengenal 

penca.tatan perkawinan dapat pula berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh 

Pengadilan. Ditegaskan dalam penjelasan Undnag-undang No. 23 Tahun 2006 

tersebut bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh 

Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan Antar umat yang berbeda agama. 

Ini dapat diartikan apabila ada pasangan calon mempelai berbeda agama dengan 

membuat Akta Pemyataan Penundukan diri pada BW/KUHP (Oleh Calon Suami 
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Muslim) pada perkawinan dan kemudian pasangan tersebut mengajukan 

pennohonan untuk meJangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia kepada 

Pengadilan Negeri. Kemudian Pengadilan Negeri menerima -permohonan tersebut, 

maka Kantor Catatan Sipil tidak boleh menolaknya untuk melakukan pencatatan 

perkawinan tersebut. 

D. Notaris 

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchern, 

sekretaris dari College van Schenpenen di Jakarta pada tangga1 27 agustus 1620. 

Se1anjutnya berturut turut diangkat beberapa notaris iainnya, yang kebanyakan 

ada1ah keturunan Belanda atm timur asing lainnya:u 

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang 

selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris yang mulai berlaku pada 

tanggaJ 1 JuH 1869, Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari 

Notarlswet yang berlakn di Belanda. Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 

pasal. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris, maka diletakkanlah 

dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia,44Peraturan Jabatan 

Notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang 

Nornor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut Undang-Undang 

Jabatan Notaris (untuk se1anjutnya disingkat UUJN). 

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, teQadi 

kekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri 

Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menye1enggarakan kursus­

kursus bag1 warga negara Indonesia yang memiliki pengalarnan di bidang hukum 

(biasanya wakil notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, 

mereka mengfsi kekosongan pejabat notaris di Indonesia.45 

Se1anjutnya pada tahun 1954, diadakan kurSus-kursus independen di 

Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat dengan menempel di 

fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesi.alis notariat, 

~} G.H.S. Lumhan Tobing,S.H. PeroturonJabatml No!aris, (Jakarta: Erlangga, 1983), 
Cet3, hal. IS 

4~ !bid, hal.20 
~s Nctaris, h«n.:!lid. wikiper!ia?rglwJki~ 25 April 2008 
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sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontra.k 

dll) yang memberlkan gelar sarjana hukum (bukan CN - candidate notarislcalon 

notaris) pada lulusannya,46 

Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2000 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariaL PP ini 

mengubah program studi spesialis notaris menjadi program magister yang bersifat 

keilmuan. dengan gelar ak.hir magister kenotariatan,·n 

1. Pengertian Notaris 

Profesi Notaris"dapat dilacak balik kc abad ke 2-3 pada masa Roma kuno, 

dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, 

mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. 

Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudlan 

menjadi istilahltitel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris 

adalah salah satu cabang dari profesl hukum yang tertua di dunia" 

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif. eksek:utif 

ataupun legisiatif. Notaris diharapkan memiliki posisi mandiri, sehingga apabila 

ditempatkan di sa1ah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagl 

dapat dianggap mandiri. Posisi mandiri tersebut, notaris diharapkan untuk 

memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hul'llm yang dilakukan 

notaris atas pennintaan kliennya. Dalan hal melakukan tindakan hukum untuk 

kliennya, notaris juga tidak boieh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah 

untuk mencegah teijadinya masalah. 

Jadi pengertian Notaris sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu: 

"Notaris adalah pejabat umum yang berwcnang untuk membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana maksud da1am undang-undang ini." 

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oJeh aturan 

hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang 

mernbutuhkan alat bukti tertuiis bersifat otentik mengenai keadaan. peristiwa atau 

perbua.tan hukum. Dengan dasar seperti ini yang diangkat sebagai Notaris harus 

mempunyai semangat untuk rnelayani masyarnka~ dan atas pe1ayanan tersebut, 

4 ibid 
"

1 Ibid 
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masya.rakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas 

jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris, Oleh karona itu Notaris 

tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Dengan demikian 

Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyaJ karakteristik, yaitu:48 

a. Sebagai Jabatan 

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris. 

artinya satu~satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang 

mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, Sehingga segala hal yang 

berkaitan Notaris di Indonesia haros mengacu kepada UUJN, 

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang dlciptakan oJeh 

Negara • Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu 

bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum 

untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta 

bersifat kesinambungan sebagai suatu Jingkunga.n peketjaan tetap. 

b. Notaris mempunyai kewena.ngan tertentu. 

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan 

huk.umnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat beljalan dengan baik, 

dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan 

demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan 

diluar wewenang yang telah ditentukan. dapat dikategodkan sebagai 

perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya 

dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (I). (2) dan (3) UUJN. 

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. 

Pasa1 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan 

oteh Pemerintah, dalam hal ini manteri yang membldangi kenotariatan 

(sesual dengan Pasal 1 angka 14 UUJN). Saat ini menteri yang 

berwenang adaJah Menteri Hukum dan Hak: Asasi Manusia. 

~!Habib Adjie,DR.,SH.,M.Hum, Hffkum Now.ris Imiouesia Taftir Temotik tcrhadap UU 
No. 30 Tahu11 2004 Teutaug Jabrau Notaris, {Bandung: PT.Rcfika AditamD,2008),CetJ, baLI4-15 
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Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oieh 

pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordlnasi (bawahan) yang 

mengangkatnya, yaitu pemerintah. 

Notaris da.lam menjalankan tugas jabatannya sebagai berikut: 

I. Bersifat mandiri (autonomous), 

tidak tergantung kepada siapapun (independent). yang berarti 

dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh 

pihak yang mengangkatnya atau oieh pihak 1ain. 

2. Tidak memihak siapapun (impartial}. 

Netral, tidak memihak pada satu pihak. 

3. Jujur 

tidak berbohong atau menutup~nutupi sega1a sesuatunya. 

4. Amanah, 

Dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya yaitu 

melak.sanakan keinginan dan perintah dari para pihak/orang yang 

menghendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya 

dalam suatu akta dan para pihak membubuhk:an tanda tangannya 

pada akhir akta. 

5. Seksama/cermat 

Berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak 

merugikan para pihak. 

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. 

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleb pemerintah tapi 

tidak menerima gajl • pensiun dari pemerintah. Notaris hanya 

menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau 
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dapat memberikan pelayanan euma-curna untuk mereka yang tidak 

mampu.49 

Imbal jasa notaris berupa honorarium mengandung pemgertian ba1as 

jasa dari para klien notaris yang te1ah mendapatkan pelayanan jasa 

hukum daJam bidang perdata. Meskiptm Notaris dalam menjalankan 

tugas jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi 

tidak mendapat gaj i a tan nang pensiun dari pemerintah. Sehingga 

orang yang telah mema.kai jasa Notaris wajib membaya:r honorarium 

kepada NotariS, tetapi apabila tidak mampu Notaris wajib memberikan 

pelayanan cuma-cuma. 

e. Akuntabllita.s atas pekerjaannya kepada masyarkat. 

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

memerlukan dokumen hukum (akta} otentik dalam bidang hukum 

perdata. Sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk mc!ayani 

masyarakat Masyarakat dapat menggugat Notaris secara perdata dan 

menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat 

dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan a.turan hukum yang berlaku, Hal 

ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat. 

1. Eksisteosi Notaris di Indonesia 

Wewenang utama Notaris sebagai pejaba.t umum adalah rnembuat akta 

otentik. Yang dimaksud dengan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 

1868 Kitab undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Suatu akta otentik 

ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oJeh undang-undang1 yang dibual 

oleh atau dihadapa.n pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat 

dimana ak:ta dibuatnya. '' 

Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan suatu akta dikatakan ah."ia 

otentik meliputi : 

1. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang; 

l
9 Pasal.36 dan 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tcntang Jabatan Notaris, 
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2. Dibuat oleh a.tau dihadapan pejabat umum yang berwenang' 

3. Ditempat atau wilayah dimana akta tersebut dibuat 

Untuk melaksanakan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut diatas maka hams 

dihuat peraturan penmdang~undangan yang menunjuk para pejabat umum yang 

benvenang membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris ditunjuk sebagai 

pejabat umum untuk membuat akta otentik berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan 

Notaris. 50 

Pasall PJN: 
.. Notaris adalah pejabat umum yang satu~satunya berwenang untuk 
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang 
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, 
menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan 
grosse, salina11 dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akt.a itu 
oleh suatu pemturan umurn tidak juga ditugaskan a tau dikecualikan kepada 
pejabat atau orang lain." 

Sedangkan dalam Pasa!IS ayat (I) UUJN, dinyatakan scbagai berikut: 

"Notaris berwenang rnembuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian. dan ketet.apan yang diharuskan oleh peraturan perundang~ 
undangan danlatau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
dinyatakan daiam akta otentlk, menjamin kepas.tian tanggal pembuatan 
akta, menyimpan akta, memberlkan grosse, salinan dan kutipan akta, 
scmuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan 
atau dikecuahkan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 
undang-undang." 

Oleh karena Hu Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang 

umum untuk membuat akta otentik kecuali dikecoalikan oleh peraturan 

perundang-undangan bahwa pejabat Jain yang berwenang untuk membuat suatu 

akta otentik. Dalam Pasal 4 KUHPerdata dinyatakan bahwa akta kelahiran, akta 

kematian, akta perkawinan, ak:ta percera.ian, izin kawin yang berwenang 

membuat adalah pegawai kantor Catatan SipiL 

Pembuatan akta yang dimaksud di dalam Pasal 4 KUHPerdata adalah 

wewenang dari pegawai Kantor Calatan Sipil. Sedangkan Akta otentik yang dapat 

50 Lumban Tubing, np.cit. hal. 33 
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dibuat oleh Notaris sepanjang dikehendaki atau diminta o1eh yang berkepentingan 

sepanjang mengenai semua perbuatan, petjanjian dan ketetapan serta terbatas 

daJam pembuatan akta dalam bidang b.ukum perdata. 51 

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Regiement yang 

sejanjutnya dikena1 sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan 

ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belandtt Peraturan 

Jabatan Notaris terdiri dari 66 pasa1. Pemturan Jabatan Notaris ini mas1h berlaku 

sampai dengan diundangkannya Undang~undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. 

Menurut pengertian Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris dala.m Pasa.l 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: 

"Notaris ada1ah pejabat umum yang berwenang untuk membuar akta 
otentik dan kewenangan Iainnya sebagaimana maksud dalam undang­
undang inL" 

Istilah pejabat adalah sebagai pegawai pemerintah yang memegangjabatan 

(unsur pimpinan) atau orang yang memegang !illatu jabatan.52Sedangkan istilah 

Pejabat Umum rnerupakan teQemaha.n dari isti1ah Optmhare Ambtemaren yang 

terdapat dalam Pasaf 1868 Burgerlijk Wetboek (BW), Pasal 1 PJN51
) Pasall angka 

I UUJN." 

Sesuai kutipan dari Habib Adjie. dalam bukunya55, menurut kamus hukum 

salah satu arti dari Ambtenareu ada1ah Pejabat. Dengan demildan Openbare 

Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan 

kepentingan masyarnka.l. Schingga Opettbare Ambtrmaren diartikan sebagai 

Pejabat yang dlserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani 

kepentingan masyarakat, dan kua!ifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. 

S! Ibid. haL 39 
51 Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harap:m, 

1994), hal. 543, 
J) Notaris uda!ab pcjnbat umum :r•mg sntu-satunya berwerumg untuk membuat akta 

otentik mcngenai semua pcrbuatan, perjanjian dan pcne!ajlnn yang diharuskan olch sua\u yang 
diharuskan oleh suatu peratur:an umum atau oleh yang berkcpenlingan dikenhcndaki untuk 
dinyatkan dalam suatu akta otcntik, mcmj:unin kepasrian tanggalnya, menyimpan akumya dan 
memberikan grosse, salinan dan kulipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu 
peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikccualik:m kepada pcjab-at atau orang lain. 

~~ A~jic, Op.cif, bal.\2. 
5~ Ibid. hal. !3. 
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Berdasarkan ketentuan ternebut. Notaris dikuallfikasikan sebagai Pejabat 

Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris 

saja karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat 

Lelang dikuali:fikasikan sebagai Pejabat Umumjuga. 

Notaris berper.:m meJaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang 

hukum kepen:iataan dan kepada Notaris dikua1ifikasikan sebagai Pejabat Umum 

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan ak:ta merupakan formulasi 

ketnginan dan kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang 

dibuat dan dihada.pan Notaris1 dan kewenangan Jainnya sebagaimana dimaksud 

dalam UUJN. 

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam arti kewenangan yang 

ada pada notaris tidak pemah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang 

kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat~pejabat lain da1am 

membuat akta otentik. maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris. 

Notaris dalam menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang 

hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau 

dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai alat bukti 

yang sempuma. Otentisitas akta notaris bukan pada kertasnya1 akan tetapi akta 

yang dirnaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum. Dengan segala 

kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris bersifat 

otentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh 

karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud 

dalam Pasal 1868 KUI-Iperdata.56Jadi Pejabat Umum adalah seseorang yang 

diangkat dan diberhentikan oleh negara/pemerintah yang diberi wewenang dan 

kewajiban melayani masyarakat dibidang tertentu. 

3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris 

Wewenang atau sering pula ditulis dengan ist1Iah kewenangan merupakan 

suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan 

peraturan perundang~undangan yang berlaku mengatur jabatan yang 

'
6 Lumban Tobing, op.dl, hal. 51 
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bersangkutan. Setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum 

dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,5' 

Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang Jabatan Notaris, yaitu Undang-um:lang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. 

Kewenangan utama Notaris diatur dalam Pasal15 UUJN, yaitu: 

"( 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan. 
peijanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang­
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akta otentik. menjamin kepastian tanggal pembuatan 
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan 
a tau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan o1eh 
undang-undang. 
(2) Notaris berweoang pula: 
a. rnengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 
b, membukukan surat~surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 
buku khusus; 
c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang 
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 
bersangkutan; 
d. me1akukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surnt as.Jinya; 
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 
g. membuat akta risalah lelang. 
(3) SeJain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
Notaris mernpunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan." 

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi. kewenangan dan kewajiban 

sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 30 Talmo 2004 tentang 

Jabatan Notaris a tau disingkat dengan UUJN. 

Syarat diangkat menjadi notaris sesuai dengan Pasal 3 UUJN adalah 

1. Warga Negara Indonesia; 

Karena notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari 

fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdaUL 

Kewenangan ini tidak dapat diberikan kepada warga negara asing, karena 

menyangkut dengan menyimpan rahasia negaral notaris harus bersumpah 

n Adjie, op,r;/t, hal. 77. 
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setia atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuatu yang tidak 

mungkin bisa ditaati sepenuhnya oleh warga negara asing. 

2. Berumur minimal27 tahun; 

Karena menurut jenjang pendidikan yang wajar sejak Sekolah Dasar 

sampai seiesai pendidikan Notariat dan magang serta proses administrasi, 

seseorang Candidat Notaris barn dapat diangkat pada usia 27 (duapuluh 

tujuh) tahun. 

3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

Percaya dan takwa kepada Tuhan YME pencipta umat manusia merupakan 

penopang moral yang penting. Tuhan rnenciptakan nilai-nilai dan nonna­

norma moral yang menuntun dan mengarahkan pe~buatan manusia kepada 

kebaikan dan k:ebenaran, Tuhan memetintahkan manusia agar berbuat baik 

dan benar sesuai dengan tuntunan-Nya untuk mencapai tujuan, yaitu 

kebahagian di dunia dan akhirat 

Diharapkan notaris tidak akan rnelakukan perbuatan asusila dan amoral. 

seperti berbohong, lidakjujur. 

4, Sehat Jasmani dan Rohani' 

Sehat jasmani dan rohani adalah mampu sccara jasmani dan rohani untuk 

dapat meiaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris. 

5. Berijazah satjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; 

Telah lulus satjana bukum dan telah menyandang gelas magister 

kenotariatan, Dengan demikian mengerti dasar-damu hukum Indonesia dan 

telah dibeka.li pengetahuan dan keterampi1an untuk dapat rnenjalankan 

Jabatan Notaris. 

6. Telah menjalani rnagang atau nyata-nyata telah bekelja sebagai karyawan 

notaris dalam waktu 12 bulan (1 tahun )berturut~turut pada kantor notaris, 
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atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah luius 

magister kenotariatan; 

Atas prakarsa sendiri adalah babwa caJon notaris dapat memilih sendlri di 

kantor yang diinginkan dengan temp mendapatkan rekomendasi dari 

organisasi Jabatan Notaris. 

Syarat magang bersifat imperarif, artinya harus ditempuh dan harus ada 

tanda buktinya. Magang ini sangat penling untuk menyeJaraskan dan 

menerapkan antara i1mu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuiiah 

dengan praktik Notaris, Dan hal-hal lainnya yang tidak di dapat dalam 

bangku kuliab, tapi hanya ada dalam praktik notaris. 

Supaya telah mengetahui praktik notaris, mengetahui stmktur hukum yang 

dipakai dalam pembuatan aktanya, baik otentik ataupun di bawah tangan, 

dan mengetahui administrasi notaris. 

7. Tidak: berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin 

maupun karyawan BUMN, BUMD, dan perusabaan swasta atau jabatan 

lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan 

notaris. 

Notaris tidak boleh memngkap jabatan karena notaris di1arang memihak 

dalam kaitannya sebagai pihak mandiri supaya tidak terjadi benturan 

kepentingan, 

Pegawai negeri dan pejabat negara adalah sebagalmana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Unda.ng­

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 

Yang dirnasud dengan advokat adalah sebagaimana dimaksud da1am 

UndangkundangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

Setelah syarat-syarat untuk menjadi Notaris dipenuhi, sebelum 

menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut 

agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk, hal ini diatur dalam 

Pasal4 ayat 2 UUJN. 
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Sumpah atau janji dilakukan Notaris sebelum menjalankan tugas 

jabatannya, mengandung dua hal yang barus dipahami, yaitu : 

1. Secara vertikal Notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan YME, 

karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing­

masing dengan demikian artinya segala sesuatu yang Notaris lakukan atau 

keijakan akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang 

dikehendaki Tul1lln; 

2. Secara horizontal kepada negara rlan masyarakat, artinya Negara telah 

mernberi kepercayaan kepada Notaris untuk me~alankan sebagian tugas 

Negara dalam bidang Hukum Perdata1 yaitu dalam pembuatan alat bukti 

berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sernpurna, dan kepada 

masyarakat yang telah pereaya bahwa Notaris mampu memforrnu1asikan 

kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris 

mampu menyimpan (merahasiakan} segaia keterangan atau ucapan yang 

diberikan di hadapan Notarls. 

Kewajiban Notaris dalam melakukan ketentuan Pasal 4 UUJN dan 

pengucapan sumpah atau janji jabatan sebagai salah satu syarat pengangkatan 

notaris. Memberikan pesan moral bagi Notaris. seorang Notaris tidak hanya. patuh 

atau tunduk pada Negara tetapi juga taat dan patuh kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa untuk melaksanakan perlntah dan laranganNya. 

Sesuai dengan Pasal 5 dan 6 UUJN pengucapan sumpah paling lambat 2 

(dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. 

Apabila tidak diiakukan dalam jangka waktu tersebut maka keputusan 

pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri dalam hal ini Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Seteiah pengucapan sumpah atau janji dipenuhi, maka sesuai Pasal 7 

UUJN dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 11J!ri sejak tanggal pengambilan 

sumpah atau janji Jabatan Notaris; Notaris wajib dengan segera menjalankan 

jabatannya dengan nyata, menyampaikan berita a.cara sumpah!Janji Jahatan 

Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris 

dan menyampaikan aiamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan 
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cap/stempe1 Jabatan Notaris be:rwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain di 

bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri. Majelis 

Pcngawas Daerah Notaris serta bupati!walikota di tempat Notaris dlangkat 

Ketentuan ini d!maksudkan untuk rnengetahui Notaris yang bersangkutan telah 

me1aksanakan tugasnya dengan nyata. 

Setelah dapat menjalankan tugasnya dengan.nyata. maka Pasal 15 UlJJN 

menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah rnembuat akta secara 

umurn, hal ini disebut sebagai kewenangan urnum Notaris dengan batasan 

sepanjang :sa 

l. Tidak dikecualikan kepada pejabat iain yang ditetapkan oleh undang­

undang. 

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akla otentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan 

oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. 

3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan 

siapa akta itu dibuat a tau dikehendaki oleh yang berkepentingan. 

Kewenangan notaris menurut PasallS UUJN sebagai berikut: 

a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, pctjanjian, dan 

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau 

yag dikhendaki oleh yang berkepentingan. untuk dinyatakan dalarn 

akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan a.kta, 

semuanya sepanjang pembuatan akta tersehut tidak ditugaskan a tau 

dikecua.likan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang~undang. 

b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

pembuatan surat di ba\Vah tangan dengan mendafta.r dalam buku 

khusus (legalisasi). Lega.lisasi adalah tindakan mengesahkan tanda 

tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan 

s& Adjic, ap.cit, hal. 78. 
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yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak 

diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tancia tangani di 

hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang 

disediak:an oleh notaris. 

c. Membuk:ukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftat dalam 

buku khusus (waannerking). 

d. Membuat kopi dari asli su:rat dibawah tangan berupa sa1inan yang 

rnemuat uraian scbagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan. 

e. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya. 

f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pernbuatan 

akta. 

g. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan. 

h. Membuat akta risalah lelang. 

Notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai Pasal 15 ayat (I) UUJN 

harus memperhatikan Pasal39, Pasa140 dan Pasal4f UUJN, yaitu: 

Pasa139 
(l) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan 
b. cakap melakukan pcrbuatan hukum. 
(2) Penghadap barns dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 
(dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun 
atau te1ah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan 
olch 2 {dua) penghadap lainnya. 
(3) Pengenaian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas 
dalam akta. 

Pasal40 
(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang 
saksi. kecuali peraturan perundang~undangan menentukan lain. 
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus rnemenuhi syarat sebagai 
benKut: 
a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau tclah rnenikah~ 
b. cakap melakukan perbuatan hukum; 
c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; 
d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan 
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c. tidak rnempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus 
ke atas. atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sa.mpai 
dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. 
(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau 
diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan 
kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap, 
(4) Pengenalan atau pemyataan tentang identitas dan kewenangan saksi 
dinyatakan secara tegas dalam akta. 

Pasal4l 
Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut 
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawab tangan. 

Notaris harus memperhatik:an Pasal 39 - 40 UUJN tersebut apabila tidak, 

maka akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan. 

Se!ain Notaris diberikan wewenang sesuai dengan Pasal 15 UUJN, Nota.ris pun 

harus melaksanakan Pasal 16 UUJN tentang kewajiban Notaris dan Pasal 17 

UUJN tentang larangan Notaris. 

Kewajiban Nolaris adalah sikap, prilakut perbuatan atau tindakan yang 

harus dilakukan dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris nntuk menjaga dan 

memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keJuhuran 

dan martabatjabatan notaris.59 

Pasal 16 UUJN : 

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: 
a. bertiodak jujur, saksama, mandiri. tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan 
hukum; 

b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan 
menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; 

c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan 
Akta berdasarkan Minuta Akta; 

d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang ini. kecuali ada alasan untuk 
menolaknya; 

e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang 
dtbuatnya dan segaia keterangan yang diperoleh guna 
pembuatan akta sesuai dengan sumpah!janji jabatan, 
kecuali undang-undang menentukan lain; 

f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan 
menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima 

s~ Roenasttli Prayiu;o,DR. SH. MA, Balian Kuliah Kode eEtlk Magisler Kcnolariaftw 
Fakultas Hukum Uliiversitas I11dm1esiu, (Jakarta: Ul 2008), haL 86. 
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puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat 
dalam satu bukul akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih 
dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta.) bulan, 
dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; 

g. rnembuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar 
atau tidak diterimanya surat berharga; 

h. membuat dafutr akta yang berkenaan dengan wasiat 
menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; 

L mengirimkan daftar akta. sebagaimana dimaksud dalam 
hurufh atau dafiar nihil yang berkenaan dengan was:iat ke 
Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan 
tanggungjawahnya di bidang kenolariatan dalam waktu 5 
(lima) had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; 

j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar 
w:as:iat pada setiap akhir bulan; 

k. mcmpunyai cap/stempel yang memuat lambang negara 
Republik Indonesia dan pada ruang yang meiingkarinya 
dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang 
bersangkutan; 

1. membacakan akta di hadapan penghadap dengan diha.rliri 
oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani 
pada saat itujuga oleh penghadap. saksi, dan Nou~ris; 

m. menerima rnagang calon Notaris. 
{2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam 
bentuk originali. 

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) adalah akta: 
a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; 
b. penawaran pembayaran tunai; 
c. protes tcrhadap tidak dibayamya atau tidak diterimanya 

surat berharga; 
d. akta kuasa; 
e. keterangan kepernilikan; atau 
t: akta lalnnya berdasarkan peraturan perunditng-undangan. 

(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat 
lebih dari I (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan 
isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata~kata 
"berlaku sebagai satu dan satu berJaku untuk semua'1, 

(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima 
kuasa benya dapat dibuat dalam l (satu) rangkap. 

( 6) Bentuk dan uk:unm caplstempel sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

{7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf 1 tidak 
wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak 
dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetabui, 
dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut 
dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta 
Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 
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(8} Jika salah satu syarat sebagalrnana dimaksud pada ayat (l) huruf I 
dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkulan hanya 
mempunyai kekuatan pembuktian seba.gai akta di bawah tangan, 

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya.t (8) tidak ber1aku 
untuk pembuatan a.kta wasiat. 

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, 

jlka tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan 

rlikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum daJam 

Pasal 16 ayat 1 hurof a sampai dengan k UUJN yang jika dilanggar akan 

dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Adapun sanksj 

yang dapat dikenakan menun1t Pasal85 UUJN adalah; 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. pemberhentian sementara; 

d. pemberhentian dengan honnat; atau 

e. pemberhentian dengan tidak hormat. 

Khusus unluk Notaris yang meianggar ketentuan Pasat 16 ayat {1) huruf i 

dan k UUJN disamping dijatuhi sanksi yang terdapat datam Pasal 85 UUJN, juga 

berlaku ketentuan yang diatur daJam Pasal 84 UUJN, dimana sanksinya berupa 

akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta dibawah tangan atau suatu alcta menjadi bata[ demi hukum, dan hal 

ini merugikan para pihak yang bersangkutan maka para pihak tersebut dapat 

rnenuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. 

Untuk Pasal 16 ayat {l} huruf I dan m UUJN meskipun temasuk 

kewajiban Notaris. apabila tidak dijalankan maka tidak dikenakan sanksi. 

Pasai 16 ayat (I) huruf I adalah kewajiban Notaris membacakan akta kepada 

penghadap dengan dlhadiri dua orang saksi. Hal ini dapat saja tidak diJakukan 

atau tidak wajib dibacakan sesuai Pasal 16 ayat (7) UUJN karena dikehendaki 

oleh penghadap karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan 

memahami isi akta tersebut, dan hal ini harus d1cantumkan pada akhir akta. 

Pasal 16 ayat (1) hurufm UUr.-.1 mengatur bahwa Notaris wajih menerima 

magang calon Notaris. Biia tidak di1akukan Notaris tidak dikenakan sanksi. 
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Secara moral ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan Notaris. Hal ini harus 

dHngat oleh semua Notaris yang sekarang menjalankan tugas jabatannya seba:gai 

Notaris pernah magang pada Notaris sebelum bersangkutan diangkat sebagai 

Notaris, 

Yang dima.ksud dengan larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan 

atau tindakan apapun yang tidak boleh di!akukan oleh Notaris. dalam menjalankan 

tugas dan jabatan Notarls yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga 

notariat dan marta bat jabatan Notaris.60 

Pasal 17 

Notaris dilarang : 
a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 
b. meninggalkan wilayahjabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja 

berturut-turot tanpa alasan yang sah; 
c. merangkap sebagai pegawai negeri; 
d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 
e. merangkap jabatan sebagai advokat; 
f. merangkap Jabatan sebagai pernimpin atau pegawai badan Usaha milik: 

negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; 
g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ta.nah di iuar wilayah 

jabatan Notaris; 
h. menjadi Notaris Pengganti; atau 
i. melakukan pekerjaan lain yang bertcntangan dengan no.rm.!l agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengarnhi kehonnatan dan 
martabatjabatan Notaris. 

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh 

Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang 

melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut yang diatur dalarn Pasal 

85 UUJN, yaitu : 

"Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7. Pasa1 16 
ayat (!} huruf a, Pasal16 ayat (I}. hurufb, Pasal 16 ayat (I} hurnf c, Pasal 
16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, 
Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) hurufh, Pasal 16 ayat (l) huruf 
i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, 
Pasal 27, Pasal 32, Pasa137, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 
63, dapat dikenai sanksi berupa: 

6
:1 !bid 
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a. teguran lisan; 
b, teguran tertulis; 
c. pemberhentian sementara; 
d. pemberllentian dengan hormat; a tau 
e. pernberhentian dengan tidak hormat" 

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang 

memerlukanjasa Notaris. Yang dimaksud dengan pasal 17 hurufa UUJN adalah 

larangan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat 

dan sekaUgus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam 

menjalankan jahatannya. 

Larangan Notaris yang tercantum dalam Pasal 17 huruf b UlJJN, bernrti 

apabila meninggalkan wilayahjabatan lebih dari 7 (tujuh) hari dengan alasan yang 

sah, tidak dllarang. Misalnya Notaris meninggalkan wilayah jabatannya karena 

cuti, berarti karena sebab yang sah. 

Notaris dilarang merangkap sebagai pegawai negeri, pejabal negara, 

advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah. Bada Usaha Swasta, hat ini berhitan dengan Notaris sebagai pihak 

mandiri dan tentunya supaya tidak tetjadi benturan kepentingan. 

Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah 

di1uar wilayah jabatan Notaris, tentunya berkenaan dengan Pasal 17 huruf a 

UUJK Apabila \vilayah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbeda dengan 

wilayah jabatan Notaris. maka Notaris melanggar Pasal 17 huruf a tersebut, yaitu 

mejalankan tugas diluar wilayah kewernmgannya. 

Kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris dalam menja!ankan tugas 

dan jabatannya sebagai Notaris saling berkaitan satu sama lainnya dan hams 

mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Dalam menjalankan kewenangan ini harus memperhatlkan l)asal 16 dan 17 UUJN 

yang mengatur tentang kewajiban dan larangan Notaris. Kewajiban dan larangan 

Notaris ini harus selalu dipatuhi. karena apabila dilanggar Notaris akan diberikan 

sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 UUJN. 
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4. Akta Otentik 

Salah satu kewenangan yang utama Notaris adalah membuat akta otentik. 

Apakah yang dimaksud dengan akta otentik? Akta adalah surat yang diberi tanda 

tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak a tau perikatan, yang 

dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.61 

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi:62 

1. Akta otentik adalah akta yag dibuat dihadapan dan oleh pejabat yang 

diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan 

yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang 

berkepentingan. 

2. Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian 

oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. 

Perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta dibawah tangan, ialah :63 

1. akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sesuai yang dinyatakan 

dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, sedangkan akta dibawah tangan 

tidak selalu menjamin kepastian tangan; 

2. grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan 

eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta dibawah 

tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial; 

3. kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan 

lebih besar dibandingkan dengan akta otentik. 

Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan, keduanya merupakan alat 

bukti tertulis, hal ini diatur dalam pasal pembuktian pada umumnya dan tentang 

pembuktian dengan tulisan, yaitu Pasa11865,1866, 1867, 1868 KUH Perdata. 

Perbedaannya terletak pada kekuatannya sebagai alat bukti. Akta di Bawah 

Tangan bagi Hakim merupakan bukti bebas karena akta dibawah tangan ini barn 

mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. 

61 0 isriani Lat i fah, http:llstajJ. blog.lli.ac. id/disriani. fatifa/!1200910 f I I 0/akta-notaris­
sebagai-afar-bukti-tertulis-yang-ttlempunyai-kelmatatl-pettibttkliall-yang-sempurnal, January, 2009 

62 Sudikno Mcrtokusumo, H11kum Acara Perdata Indonesia, , ( Yogyakana: Liberty: 
Tahun 1998), hal.119 

6~ Lumban Tobing, op.cit, hal. 54 
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Sedang kekuatan pembuktian fonnilnya baro terjadi, bila pihak:-pihak yang 

bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Dengan 

demikian akta dibawah tangan ini berlalnan dengan akta otentik, sebab blhtmana 

satu akta dibawah tangan dinyat8kan palsu, maka yang rnenggunakan akta 

dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuklikan bahwa akta itu tidak 

palsu. 

Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempuma, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1870 KUH Perdata, "Suatu akta memberikan diantarn para pihak 

termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pada mereka, 

suatu bukti yang sempuma tentang apa yang dimuat didalamnya". 

Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap 

me1ekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuk:tikan 1agi dan bagi 

Hakim itu merupakan bukti yang kuat, dengan demikian barang siapa yang 

menyalakan bahwa akta otentik itu palsu. maka ia harus membuktikan tentang 

kepalsuan akta itu, Oleh karena ltulah maka akta otentik mempunyai kekuatan 

pembuktian, baik Lahiriah, Formii maupun Materil. 

Jadi apabila akta dibawah tangan dijadikan alat bukti, maka yang harus 

membuktikan bahwa akta itu adalah benar ialah orang yang menjadikan akta 

tersebut sebagai alat bukti. Sedangkan akta otentik merupakan alat bukti kuat 

sehingga yang menyanggal akta itu yang harus membuktikan bahwa akta tersebut 

palsu. 

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang~undang Hukum 

Perdata harus memenuhi sebagai berikut: 

l, Bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang; 

2. dibuat dihadapan pejabat umum yang bemenang; 

3. diwilayab kewenangan pejabat tersebut 

Menurut Pasal ! UliJN notaris merupakan salah satu pejabat umum yang 

berwenang membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud deogan undang­

undang. 

Adapun aktn otentik yang dibuat Notaris terdiri dari dua jenis, yalru :64 

4
' Adjic, ap.cil, ha!A5 
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1. Akta relaas atau Berita Acara ialah akta yang dibuat oleh notaris, dalam 

pembuatan akta ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang 

dilihat atau didengar sendiri secara langsung yang dilakukan oleh para 

pihak. 

2. Akta Partij atau Akta para pihak ialah akta yang dibuat dihadapan notaris 

atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan 

pemyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan 

sendiri oleh di hadapan Notaris. 

Dalam membuat akta-akta terse but Notaris berwenang untuk memberikan 

penyuluhan ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran­

saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke 

dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pemyataan atau 

keterangan para pihak. 

Akta otentik yang dibuat Notaris tersebut diatas sebagaimana diatur dalam 

Pasal 15 ayat I UUJN : 

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang­
undangan danlatau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan 
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 
undang-undang." 

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut harus 

memenuhi dan menurut bentuk yang ditetapkan berdasarkan Pasal38 UUJN. 

( 1) Setiap akta Notaris terdiri atas: 
a. awal akta atau kepala akta; 
b. Badan akta; dan 
c. Akhir atau penutup akta. 

(2) Awal akta atau kepala akta memuat: 
a. judul akta; 
b. nomor akta; 
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 
d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. 

(3) Badan akta memuat: 
a. nama lengkap, tempat dan tanggallahir, 

kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, 
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tempat tinggal para penghadap dan/atau orang 
yang mereka wakili; 

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak 
penghadap; 

c. isi akta yang metupakan kehendak dan keinginan 
dari pihak yang berkepentingan; dan 

d. nama 1engkap, tempat dan tangga1Iahir, serta 
pekexjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal 
dari tiap~tlap saksi pengenaL 

(4) Akhir atau penutup akta memuat: 
a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana 

dimaksod dalam Pasa!I6 ayat (!) hurufl atau 
Pasa!l6 ayat (7); 

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat 
penandatanganan atau penetjemahan akta apabila 
ada; 

c. nama lengkap, tempat dan tanggallahir. 
peketjaan, jabatan, kedudukan. dan tempat tinggal 
dari tiap~tiap saksi akta; dan 

d. uraian tentang tirlak adanya perubahan yang 
teijad! dalam pembuatan akta atau uralan lentang 
adanya perubahan yang dapat berupa 
penambahan, pencoretan. atau penggantian. 

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti K11usus, dan 
Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), 
juga rnemuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, 
serta pejabat yang mengangkatnya 

Daiam pembuatan suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan 

pembuktian akta otentik. demikian juga daJam akta Notaris, yaitu: pembuktian 

Jahir, fonnit dan materil65 

I. Kekuatan pembuktian lahir. 

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan 

pembuktian yang didasarkan atas keaadaan lahir akta itu sendiri, 

dan sebagai asas berlaku acta publica probant .xese ipsa yang 

berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta 

memenuhi syamt-syarat yang telah ditentukan maka akta itu 

berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti 

65 
Lumban Tobing, op.cil, hal. 55-59, 
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sebaliknya, Berarti suatu akta otentik mernpunya1 kemampuan 

untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. 

2. Kekuatan Pembuktian Fonnil 

Artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan 

dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian 

kehendak pihak-pihak Akta otcntik menjamin kebenaran langga1, 

tanda tangan, kornparan, dan tempat akta dibuat. 

Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari 

apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami 

sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan 

jabatannya. Ak:ta dibawab tangan tidak mempunyai kekuatan 

pembuktian formil, terkecuall bila si penanda tangan dari surat/ 

akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. 

3. Kekuatan Pembuktian Materiil 

Bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi 

kepasrian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak 

menyaiakan dan melakukan apa yang dimuat dah';~m akta, 

Keiruatan pembuktian akta otentik termasuk juga akta notaris adalah 

akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan undang-undang bahwa 

hams ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang 

dibebankan o1eh undang-undang kepada pejabat-pejahat atau orang-orang 

tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda lrepercayaan 

kepada pejabat itu dan pemberian kekualan pembuktian kepada akat-akta yang 

dibuat pejabat. Apabila tidak demikian untuk apa diberikan tugas kepada pejabat 

untuk memberikan keterangan apa yang pejabat saksikan dalam menjalank.an 

jabatannya, semua apa yang diterangkan oleh pam penghadap kepada notaris, 

dengan pcrmintaan agar keterangan-ketenmgan penghadaplpihak itu dicantumkan 

dalam suatu akta dan menugaskan pejabat untuk membuat akta mengenai itu. 66 

6 ~ /bid, bat 55 
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Kemudian se1ain dari kekuatan pembuktian maka berdasarkan Pasal 39 40 

UUJN agar suatu akta notaris memlliki syarat otentisitas. maka pada saat 

pembuatan akta harus memperhatikan sebagai berikut: 

1. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (Minimal berusia 18 

tahttn atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) 

menghadap Notaris di wilayah keija notaris ybs tersebut; 

2. Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenaikan 

padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur pa!ing 

sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan 

perbuatan hukum at.au diperkenaJkan oleh 2 ( dua) penghadap 

iainnya; 

3. Para penghadap mengutamkan maksudnya} 

4. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap daiam sebuah 

akt:a; 

5. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para 

penghadap dan dihadiri oieh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi 

persyaratan~ 

6. Segera setelah akta dibacakan kepada para penghadap dan saksi 

dan kemudian pengbadap, saksi dan notaris membubuhkan 

tandatangannya, yang berarti membenarkan apa yang tennuat 

dalam akta tersebut, dan penandatanganan tenrebut harus dilakukan 

pada saat tersebut 

Apa.bila notaris tidak melakukan hal~ hal terscbut sebagaimana dimaksud Pasal 39 

~ 40 UUJN, maka akta yang dlbuatnya akan rnenjadi kckuatan pembuktian 

dibawah tangan. 

Dalam pembuatan ak:t.a, Notaris hanya mengkonstantlr keinginan 

peng!ladap, kemudian dituangkan dalam tulisan, setelah itu dibacakan kepada 

penghadap dan saksi~saksi, setelah dimengerti isi akta tersebut oleh penghadap, 

maka akta tersebut kemudian ditandatanganl oleh penghadap, saksi~saksi dan 

nolaris, 

Selain akta-akta yang berhubungan dengan suatu peljanjian para pihak, 

adapula akta yang berkenaan dengan perbuatan hukum, yaitu yang berkenaan 
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dalam melangsungkan perkawinan. Adapun akta yang sehubungan dengan 

meia:ngsungkan perkawinan sebagai betikut :67 

1. Ijin Kawin 

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum 

meneapai usia 21 tahun harus memperoleb ijin kawin dari orang 

tuanya. Dasar hukum perlunya ijin kawin diatur dalam Pasal 6 ayat 

(2) UUP dan Pasal 71 KUHPerdata. Ijin kawin menurut UUP tidak 

perlu dengan akta otentik. sedangkan dalam KUHPerdata 

mengharuskan dibuat secara otentik. 

2. Penghapusan Pencegahan Perkawlnan 

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

karena alasan-alasan tertentu dapat dilakukan pencegahan 

perkawinan. Alasan-alasan pencegahan perkawinan diatur oleh 

undang-undang. Hal 1m dimaksudkan supaya l:idak teijadl 

penyalahgunaan hak. Pen<:egahan perkawinan dan tata caranya 

serta penghapusan pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 59 

sampai dengan Pasal 70 KUHPerdata. Sedang dalam lJUP diatur 

dalam Pasall3 sampai dengan 21. Apabila pencegahan perkawinan 

sudab ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. maka apabila akan 

diberikan ljin kawin ha11.1s terlebih dahulu dibuat akta penghapusan 

pencegahan perkawinan. 

3. Ku:asa Untuk Melangsungkan Perkawinan 

Berdasarkan Pasa1 79 KUHPerdata menyebutkan bahwa apabila 

caJon pengantin berhalangan dan tidak dapat menghadiri 

pemikahannya karena aiasan yang penting. Salah satu caJon 

pengantin dapat membuat kuasa untuk melangsungkan perkawinan 

dengan suatu akta otentik. 

s; Harun Kamil, SH,Liza Priandhinl,SH, Maleri Kulla!J Pembuatau Akta Per~>raug(m dan 
Keluarga, 2008 
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4. Perjanjian Kawin 

Pe:rjanjian kawin adalah perjanjian yang di buat oleh calon suami 

dan calon isteri sebelum perkawinan dilangsungkan. Peijanjian 

kawin ini hanya untuk mengatur harta benda atas kekayaan 

masing~masing sebagai akibat dari perkawinannya. Peijanjian 

kawin ini diatur dalam Pasal 139- 1&5 KUHPerdata dan Pasal29 

-35UUP. 

5. Pernyataan 

Akta pemyataan yang dimaksud disini adalah akta pernyataan 

penundukan diri salah satu calon suami isteri yang tidak seagama 

yang mgin melangsungkan perkawinan. Khususnya untuk 

pasangan antara calon suami yang beragama Islam dan eaton Isteri 

yang beragama Kristen. 

Akta otentik yang dibuat atas keinginan para pihak dihadapan notaris serta 

dalam pembuatan akta tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan baik dalam Pasa! 

1868 KUHPeroata, Pasal 1 angka (1),15 ayat (1) ,39 dan 40 UUJN maka akta 

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian kuat. Sehingga apabila dijadikan 

sebagai aiat bukti maka yang menyatakan bahwa akta tersebut palsu yang harus 

membuktikannya mengenai kepalsuan akta itu. 

4.1 Akta Pernyataan Tunduk Ke Bugerlijke Wetboek/Kitab Undang Undang 
Hokum Perdata Pada Perkawinan Beda Agama (Oleh Calon Suami) di 
Indonesia 

Sesuai dengan waian diatas bahwa dalam Pasal 66 UUP. dinyatakan 

segala peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sebelum berlakunya 

Undang-undang Perkawinan ini tidak berlaku lagi scpanjang Undang-undang 

Nomor t tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatumya, UUP belum 

mengatur tegas mengenai perkawinan beda agama dengan demikian peraturan 

tentang Perkawinan campuran yang diatur daiam dan juga perkawlnan beda 

agama yang diatur oleh HOCI serta KUHPerdata maslh dapat digunakan. 
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Akta Pemyataan Tunduk diri ke Bugerlijke Wetboek/Kitab Undang 

Undang Hukum Perdata, pada perkawinan beda agama {Oieh Caton Suami) di 

Indonesia, selanjutnya disebut sebagai A1cta Pemyataan adatah suatu akta yang 

dibuat dihadapan notarls berkenaan dengan kehendak calon suami yang beragama 

Islam supaya dapat melang.;;ungkan dan mencatatkan pemikahan mereka di 

Kantor Catatan Sipil. Hal ini merupakan salah satu cara bagi pastmgan yang ingin 

melangsungkan perkawinan beda agama. Pembuatan Akta Pemyataan ini bukan 

berarti calon suami berpindah agama ke agama caJon isteri. Pcmbuatan Akta 

Pemyataan ini hanya untuk tunduk hukum pada sebagian saja, yaitu hukum 

perkawinan yang berJaku bagi calon isteri, Saat ini tidak satupun dari peraturan 

perundang-undangan tentang perkawlnan yang mengatur perkawlnan beda agama. 

Akta Pernyataan dimaksud untuk perkawinan antara laki-laki Islam dan 

perempuan Kristen dimungkinkan. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 75 

HOC!: 

"(l)Pe:rkawinan soorang Iaki~laki bukan Kristen dengan seorang 
perempuan Kristen atas pennohonan kedua suami~1stri dapat 
dilaksanakan dengan memperlakukan ketentuan~ketentuan ordonansi ini 
dan ketentuan~ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan 
sipiluntuk orang~orang Indonesia-Kristen. 
(2)Perkawinan suami-isteri dala.m hal itu dikuasai seluruhnya oleh 
ordonansi ini." 

Dari pasal 75 HOC! dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan untuk 

perkawinan beda agama antara seorang calon suami yang bukan Kristen dengan 

membuat pemyataan penundukan diri terhadap aturan untuk calon mampelal 

perempuan. Kemudian eaton pasangan tersebut memohon kepada instansi 

berwenang untuk diijinkan melangsungkan perkawinan beda agama. Pennohonan 

terse but diajukan kepada Pengadilan Negeri. 

Setelah akta. pernyataan ini dibuat dihadapan notaris, kemudian caJon 

suami isteri mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat 

dikabulkan melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan dikabulkannya 

pennohonan mereka maka Kantor Catatan Sipil akan mencatatkan perkawinan 

tersebut. Akta pernyataan ini dimungkinkan dibuat sekarang ini mengacu pada 

peraturan Undang~undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrnsi 
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Kependudukan Pasal 35 huruf a6a , yaitu Kantor Catatan Sipil dapat mencatat 

perkawinan yang ditetapk:an oleh pengadilan, dimana daiam penjelasan Pasal 35 

huruf a Undang~undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi 

Kependudukan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penetapan pengadilan 

adalah perkawlnan yang dilalrukan antar umat yang berbeda agama dengan kata 

lain adalah perkawinan beda agama. 

Contob Akta Pernyataan 

PERNYATAAN 

Nomor: 

Pada hari ini, ................................................. ., .......................................................... . 

Berhadapan dengan saya ... ,. .................. ., ....................................... " ................ , ....... . 

Tuan X .......................................................... ., ....................................................... dst 

~Bahwa penghadap adalah WNI, laki~laki~ beragama Islam, lahir di Jakarta pada 

tanggal!O Maret !965.-----------·-···---···------··---········--·····---------·-

-Bahwa pcnghadap hendak melangStJngkan perkawinan dengan seornng wanita, 

WNI, beragama Kristen, bemarna nona Y, mahasiswi, bertempat tingga1 di.. ........ .. 

Lahir di Jakarta, pada tangga1 ................ ,,. .... -----~----------··----------------------

-Bahwa calon isteri tersebut WNI. beragama Kristen, tunduk pada hukum 

perkawinan yang berlaku untuk WNJ yang beragarna Kristen ialah pada hukum 

perkawinan yang diumumkan dalam LN 1933 nomor 74 yo LN 1936 nomor607.­

·Bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan antarn Tuan X dan Nona Y tersebut 

karena kedua calon pengantin adalah berlainan agarna dan adalah merupakan 

perkawinan campuran dan menurut Pasal 12 dari perkawinan campuran yang 

diumumkan dalam LN 1898 nomor !58, perkawinan harus dilangsungkan 

menurut hukum caJon mempelal suami.---------------------------------------------­

Akan tetapi menumt Pasal 75 dari peraturan perkawimm untuk golongan 

Indonesia beraga.ma Kristen tersebut kapada calon suami yang tidak beragama 

Kristen diberi kemungkinan untuk memohon kepada yang berwajib agar 

perkawinan untuk suami yang tidak beragama Kristen dengan wanita yang 

48 Subhar lndopa Kepa!a Sub bagian P.cncatatan Dinas Kepcndudukan dan Pencatatan 
Slpil Propinsi DK1 Jakarta, Hosil Wawuncara, tanggal n Juni 2006. 
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beragam Kristen dilangsungkan dengan peraturan perkawinan untuk golongan 

Indonesia yang beragama Kristen seperti diumumkan dalam LN 1933 nomor 74 

yo LN l936 nomor 607 tersebut diatas.······-·········-···········--············-·­

~Bahwa penghadap tuan X tersebut dengan diberikan kesempatan kepadanya oleh 

Pasal 75 peraturan perkawinan untuk golongan Indonesia beragama Kristen 

tersebut dalam melangsungkan perkawinannya dengan nona Y, hendak memilih 

peraturan perkawinan untuk golongan Indonesia beragama Kristen terse but.---~~­

-Bahwa berhubung dengan sega1a sesuatu yang tecsebut diatas maka tuan X 

tersebut menyatakan dengan ini memilih hukum perkawinan yang berlaku bagi 

go1ongan Indonesia beragama Kristen yang dimuat dalam peraturnn perkawinan 

untuk golongan Indonesia yang beragarna Kristen di Jawa, Minahasa dan 

Amboina yang diumumkan dalam LN 1936 nomor 607 untuk perkawinan yang 

akan dilangsungkan dengan nona Y tersebut----------~---~---------~~~~------~~­

-Penghadapa saya, Notaris kenaI.-------------~---------------· w-------------------
-----····------------D EM!KIANLAH AKT A IN!---·············----------········-----

-dst 

Akta Pemyataan ini dibuat oleh calon suami yang beragama Islam karena 

adanya perbedaan pencatatan bagi yang beragama Islam dan beragama non Islam. 

ApabiJa terjadi perkawinan beda agama antara yang beragama Islam dan Non 

Islam, siapa yang berwenang mengesahkan secara hukum agama dan kemudian 

dicatatkan dimana. 

Sesuai dengan uraian diatas, berlakunya UUP dan kemudian ditegaskan 

lagi di dalam PP No.9 tahun1975 bahwa bagi pasangan yang beragarna Islam yang 

berwenang adalab pegawai Nikah, Talak dan Rujuk yaitu Kantor Urusan Agama. 

Bagi pasangan non Islam setelah disahkan menurut hukurn dan tata cara 

agamanya dan kepercayaannya kemudian dicatatkan oleh pegawai Catalan sipil 

pada Kantor Catatan Sipil. 

Karena perbedaan pencatatan perkawinan ini, maka harus. ada salah satu 

yang mengik:uti aturan hulrum perkawinan yang lainnya. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Sudhar Indopa, Kepala Sub Baglan 

Pencatatan Kantor Catatan Sipil Propinsl DKI Jakarta, perkawinan beda agama 
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dapat teJjadi antara agarna Islam dan Non Islam. Kristen dan Non Kristen. Budha 

dan Non Budba, Hindu dan Non Hlndu, Katholik dan Non Katholik, Konghuchu 

dan Non Konghucbu, 

Pada dasarnya perkawinan beda agama tidak bermasalah karena bagi 

Kantor Catatan Sipil tidak rnelihat dari agama yang dianut olcb pasangan calon 

suami isteri yang penting adalah setiap peristiwa hukurn yang berkenaan dengan 

tugas dan fungsi Kator Catatan SipH akan dicatat ladi yang dilihat oleh Kantor 

Catatan Sipil hanya dati segi hukum perdata saja. 

Permasalahan muncul ketika yang melangsungkan perkawinan beda 

agama, antara pasangan Islam dan Non Is1am. Sebelum beriakunya UUP Akta 

Pemyataan penundukan diri pa.da pada BW menjadi altematif perkawinan berla 

agama dan Kantor Catatan sipit akan rnencatatkan perkawinan tersebut Setelah 

efektif berlakunya tJUP, bagi pasangan caJon suami isteri yang membuat 

penundukan diri pada hukum calon mempelai lainnya, Kantor Catatan S1pi1 tetap 

mencatatkan peristiwa hukum perkawinan tersebut berdasarkan pada Pasal 66 

UUP~ dengan menafsirkan dalam UUP belum diatur mengenai perkawinan beda 

agama dengan demikian KUHPerdata, GHR dan HOCI dapat diberlakukart 

Sejnk keluamya Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Propins.i DKI 

Jakarta pada akhir tahun 1988 yang menyatakan !a:rangan bagi pegawai Kantor 

Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama antara pasangan Islam 

dan Non Islam sebelum disahkan oleh hukum dan tata cara agama, maka Kantor 

Catatan Sipil tidak lagi mencatatkan perkawinan beda agama antara pa.sangan 

Islam dan Non Islam, Dari tahun 1986 sampai dengan 1988 tercatat perkawimm 

beda agarna sebanyak 239 perkawinan beda agama, 112 melibatkan pria muslim 

dan 127 melibatkan wanita muslimah. 

Efektif berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administtasl Kependudukan. ada celah kembali untuk akta pernyataan 

penundukan diri Ke BW!KUHPerdata sebagai altematif perkawinan beda agama 

antara pasangan Islam dan Non Islam. Dimana dalam Pasa! 35 huruf (a) diatur 

sebagai berikut: "Pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasai 34 

berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan," 
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Di dalam penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) dinyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang 

djlakukan antar umat yang berbeda agarna. 

Dapat ditafsirkan dari pasal diatas1 apablla terjadi perkawinan beda agama 

yang kemudian permohommnya dikabulkan oleh pengadilan dan pengadilan 

mernutuskan bahwa Kantor Catatan Sipil harus rnelakukan pencatatan 

perkawinannya. Maka Kantor Catatan Sipil harus meJaksanakan pencatatan 

perkawinan beda agama tersebut dan tidak boleh menolaknya. 

Sejak beriakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sampai tahun 2009 ini be1um ditemukan lagl 

pembuatan Akta Pemyataan untuk rnelangsungkan perkawinan beda agama 

tersebut di atas. K.arena hal tersebut tidak disosialisasikan. Saat ini perkawinan 

beda agama dilangsungkan di 1uar negara Indonesia dan kemudian dilaporkan dan 

dicatataan di Kantor Catatan Sipil. 

Dari ura-ian di atas bahwa Akta Pernyataan dapat dljadikan salah satu 

alternatif untuk melangsungkan perkawinan beda agarna bagi pasangan yang 

beragama Islam dan non Islam, Tentunya hal ini bukan diiihat dari hukum dan tata 

cara agama tetapi dilihat darl hukum perdata saja. Dengan kata lain perkavrinan 

tersebut belum tentu sah menurut aga.ma dan kepercayaannya. akan tetapi karena 

dicatatkan pada Kantor Catatan SipiL Maka perkawinan tersebut oleh negara 

diakui dengan diterbitkannya akta perkawinannya. 

Perkawinan beda agama, khususnya bagi pasangan yang beragama Islam 

dan non Islam akan menirnbulkan permasalahan dari segi hukum agamanya dan 

bisa juga timbul dari segi hukum perdatanya. Pennasalahan akan muncu1 lebih 

pada dari sisi agama dan terutama dalarn menjalani kehidupan berumah tangga 

antara suami isteri berbeda keyakinan. 

Apabila disimpulkan dari pendapat Sudhar Indopa ba:hwa saat ini Kantor 

Catatan Sipil hanya dapat rnencalatkan perkawinan beda agama, dcngan syarat 

terlebih d.ahulu sudah disahkan perkawinan tersebut oleh agarnanya. tanpa me1ibat 

yang mensahkan tersebut agama suami atau agama isteri. Akan tetapi hal ini dapat 

dikecualikan dengan adanya pcraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-
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undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 

huruf a. Dalam Pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan tidak rnenyatakan tegas bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh 

Pengadilan harus teriebih dahulu diiakukan perkawinan berdasarkan tatacara dan 

hukum agama. 

Apabila sudah dlcatatkan oleh Kantor Catatan Slpil dengan demikian 

perkawinan tersebut sudah sah menurut negara. Dengan demikian sudah 

memenuhi Pasal 2 ayat 2 UUP. Berarti pembuatan akta pemyataan yang 

kemudian mengajukan pennohonan kepada pengadilan negeri untuk clapat 

melangsungkan perkawinan beda agama. Apabila pennohonan tersebut 

dikabulkan dan Kantor Catalan SipU mencatatkan perkawinan tersebut maka 

perkawinan tersebut telah memenuhi Pasa12 ayat 2 UUP. Sehingga secant perdata 

perkawinan tersebut diakui dan sah. 

Apabila dilihat dari sisi hukum agama1 terutama calon mempelai yang 

beragama Islam, Perkawinan terebut masih menimbulkan pro dan kontra diantara 

para ulama dan para pakar agama Islam. Dalam KHI dan fatwa MUI pcrkawinan 

beda agama yang salah satunya beragama Islam, baik laki-laki Islam ataupun 

perempuan Islam yang akan melangsungkan dengan pasangannya yang bukao 

Islam adaiah haram. Selain yang mengbaramkan perkwinan beda agama terdapat 

ulama dan pakar Islam yang memperbolehkan perk:awinan beda agama dengan 

mengacu pada surat Al-Maidah 5/5. 

Dua pendapat yang berbeda im merupakan celah bagi pemeluk yang 

beragama Islam yang lngin melangsungkan perk:awinan beda agama. Sehingga 

tidak ragu untuk melangsungkan perkawinannya karena adanya pendapat yang 

memboiehkan atau menghalafkan perkawinan beda agama. Tanpa rnemikirkan 

akibat perkawinan beda agama dalam menjaiankan bahtera rumah tangganya. 

4.2 Akibat Hukum Dari Dibuatnya Akta Pernyataan 

Suatu akta dapat dikatakan otentik apabila memenuhi Pasal 1868 

KUHPerdata dimana bentuknya ditentukan oleb undang-undang~ dibuat dihadapan 

pejabat umum yang berwenang dan diwilayah kewcnangan pejabat tersebut. 

Berdasarkan Pasal 1 angka (I) UUJN juncto Pasal 15 ayat (1), Notaris adalah 
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salah satu pejabat umum yang bcrwenang untuk membuat akta otentik sesuai yang 

dimaksud oleh pasal tersebut diatmt 

Apabiia Akta Pemyataan dlbuat mernenuhi ketentuan Pasal 1868 

KUHPerdata dibuat dihadapan Notaris. diwilayah kewenangan Noatris tetsebut 

serta bentuknya sesuai yang ditentukan undang-undang dan memenuhi ketentuan 

Pasal 39 - 40 UUJN, dibuat oleh pihak atau para pihak (penghadap a!au pera 

penghadap) telah cukup umur {dewasa) dihadapan notaris, penghadap dikenal 

oleh notaris, ditempat wilayah nomris tersebut berwenang, dihadiri para saksi dan 

kemudian dibacakan oleh notaris kep.ada penghadap dan saksi~saksi setelah itu 

akta terSebut ditandatangani penghadap, saksi-saksi dan notaris, maka akta 

tersebut adalah akta notaris berarati mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. 

Akta Pemyataan dibuat oleh calon suami yang beragama Islam untuk 

melangsungkan perkawinan beda agama. maka itu merupakan suatu bukti kuat 

bahwa pasangan beda agama tersebut 1ngin meJangsungkan perkawinan. Tentunya 

setelah Akta Pemyataan tersebut dibuat kemudian dimohonkan kepada kepala 

pengadilan negeri untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama, 

Sehingga akta ini bisa dijadikan suatu dasar bagi Kantor Catalan Sipil 

untuk dapat menerima dan melangsungkan perkawinan beda agama tersebut. 

Tentunya dengan landasan hukum pada Pasal 66 UUP, Yurisprudensi Keputusan 

MA No. 1400/K/Pdt/1986. Untuk: mengisi kekosongan hukum dengan dernikian 

apa yang diatur GHR dan HOCI dapat diberlakukan sarnpai dengan adanya 

peraturan mengenai perkawinan beda agama. 

Sejauh ini bagi pasangan perkawinan beda agarna untuk mengatasi 

pengesahan perkawinan mereka dengan rnelakukan perkawinan di luar negara 

Indonesia kemudlan melaporkan dan mencatatkan perkawinan mereka pada 

Kantor Catatan Sipil. Selain itu yang kebenaran belum diteliti lebih jauh, bahwa 

salah satu pasangan berpindah agama terlabih. dahulu sehinga menjadi pasangan 

calon mempelai seagama, hal ini dilakukan supaya dapat disahkan 

perkawinannya oleh agama dan kepcrcayaannya. Sehingga hal tersebut telah 

merampas Hak Asasi Manusia dalam ha1 memeluk agama dan kepercayaannya. 
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Sedangkan da1am Pasal 28 UUD 194569 juncto Pasal 10 Undang~undang Hak 

Asasi Manusia diatur bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga 

melalui sebuah perkawinan. Demikian juga apa yang telah diatur dalam Pasal 29 

ayat 2 UUD 1945, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama 

dan kepercayaannya, Dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang 

tegas mengenai perkawinan beda agama. Maka pennasaJahan dan solusi rnengenai 

perkawinan beda agama akan terus ada. 

Oleh sebab itu Akta Pemyataan dapat dijadkani aUtematif bagi mereka 

k:hususnya antara caJon suami beragama Islam dengan eaton lsteri yang bukan 

beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Tentunya 

daiam hal ini tidak dilihat dati sisi agama kedua calon mempelai, tetapi dari sisi 

kemanusian dan hak asasi manusia caJon mempelai untuk membentuk sebuah 

keluarga dalam perkawinan yang sah menurut perundang·undangan di Indonesia, 

khususnya dari segi hukum perdata. 

4.3. Masalah Yang Timbul Dengan Dibuatnya Akta Pernyataan 

Dibualnya Akta Pemyataan dihadapan Notaris dan kemudian dapat 

dilangsungkan perkawinan bagi pasangan beda agama dengan dicatatkan oleh 

Kantor Catatan Sipit adalah merupakan suatu salah satu solusi bagi pasangan yang 

me1angsungkan perkawinan beda ag.ama. Untuk saat ini dimana adanya 

kekosongan hukum yang mengatur perkawioan beda agama dengan adanya Akta 

Pemy.ataan ters:ebut dapat menjadi sebuah altematif. 

Pembuatan akta pemyataan ini apakah telah menyimpang atau melanggar 

Undang~undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang lindang-undang 

Perkawinan? 

Apabila dilihat dari proses pembuatan aktanya dan tida.k melanggar 

ketentuan yang diatur baik da)am Pasal 1868 KUHPerdata maupun Pasall angka 

(1) juncto Pasal 15 ayat (1) UUJN serta memenuhi ketentuan mengenai akta 

otentik yang diatur da.lam Pasal 39 dan 40 UUJN tentunya pembuatan Akta 

Pemyataan tidak melanggar peraturan perundang*udangan yang berlaku yang 

mengatur pembuatan suatu akta otentik. 

{) I,;ndang-undang Dasar 1945, Pasal 2RB Perubahan II 18 Agustus 2000, 
hrlp:Jf,;ww.l(1spen,r.om!filesllmmas!UUD%101945.pdf 
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Dalam Pasai 2 UUP mengatur mengenai sahnya perkawinan yaitu 

berdasarkan agama dan kepercayaan dan sah menurut negara apabila perkawinan 

itu sah menurut agama kemudian perkawinan tersebut akan dicatatkan oleh 

pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Menurut Pasal 2 PP No. 9 Tahun 

1975 tentang peraturan pelaksana UUP pegawai penca.tat perkawinan bagi yang 

beragama Islam adalah Kantor urusan Agama, sedangknn bagi yang beragama 

selain Islam adalah Kantor Catatan Sipil. 

Sesuai dengan uraian diatas bahwa dalam Pasal 66 UUP, dinyatakan 

sega1a peraturan yang mengattlr mengenai perkawinan sebelum berlakunya 

Undang-undang Perkawinan ini tidak berlaku Jagi sepanjang Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengaturnya. Tetapi UUP belum 

mengatur tegas mengenai perkawinan beda agama dengan demikian peraturan 

tentang Perkawinan campuran yang diatur daiam GHR dan juga perkawinan beda 

agama yang diatur oleh HOCI serta KUHPerdata masih dapat diguna.kan. Hal ini 

diiihat dari kenyataan yang ada sekarang bahwa ada tetjadi perkawinan beda 

agama. 

Akta Pemyataan bukan akta yang mensahkan suatu perkawinan, tetapi 

suatu akta Notaris yang dibuat dengan tujuan untuk dapat diterima mengenai niat 

eaton mernpelai ingin melangsungkan perka.winan beda agama yang terhalang 

oleh pernturan yang berlaku. Dimana dalam UUP belum diann tegas megenal 

perkawirnm beda agama, Akta Pemyataan ini merupakan perbuatan hukum ca.lon 

mempelai dengan cam penundukan diri ke BW /KUHPerdata dari seorang calon 

suami yang beragama Islam kepada hukum darl calon isteri. Pemyataan 

penundukan diri dari scorang calon suami Islam kepada bukum calon isteri, 

Karena Akta Pemyataan ini merupakan salab satu akta notaris, dan dalam 

pembuatan tidak melanggar ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal l 

angka (1) juncto Pasal 15 ayat (1) UUJN serta memenuhi ketentuan mengenai 

akta otentik yang diatur d.alam Pasal 39 dan 40 UUJN, maka merupakan akta 

otentik deogan pembuktian yang kuat. 

Sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, bahwa Kantor Catatan Sipil dapat mencatatkan 

perkawinan yang ditetapkan Pengadilan. Yang dimaksud dengan perkawinan 
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dengan penetapan pengadilan ini adalah perkawinan antar umat yang berbeda 

agama. Maka dengan dibuatnya Akta pemyataan ini yang dibuat sehubungan 

dengan akan diajukannya pennohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan 

penetapan pengadiian mengenai perkawinan beda agama, karena Akta Pemyataan 

ini merupakan akta otentik, dan akt:a otentik adalah alat bukti kuat sehingga dapat 

diterima oieh pengadilan tanpa perlu alat bukti lain apabila tidak ada orang yang 

menyangkal akan akta tersebut 

Pembuatan Akta Pernyataan tidak bertentangan lJUP, karena dua hal yang 

berbeda. Akta pemyataan adalah niat atau keinginan pasangan mempelai untuk 

melangsungkan perkawinan. Sedangkan UUP adalah peraturan perondang­

undangan yang mengatur tatacara melangsungkan perkawinan. Akan tetapi setelah 

dibuatnya akta tersebut dan kemudian pasangan mempelai dapat melangsungkan 

perkawinan beda agama. ap.abila perkawinan lersebut dllakukan teriebih dahu!u 

dengan hukum dan tatacara agama salah satu pasangan mempelai dan kemudian 

dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Maka perkawinan tersebut telah sesuai 

dengan Pasal 2 UUP, yaitu sah menurut agama dan kepercayaannya maka sah 

rnenurut negara. Den.gan demikian pembuatan A.kta Pemyataan tidak melanggar 

atau menyimpang dari Undang~undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Hal tersebut dapat dikecualikan dengan adanya peraturan perundang­

undangan baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan Pasal 35 huruf a. Dalam Pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan tidak menyatakan tegas bahwa perkawinan 

yang ditetapkan oleh Pengadifan harus teriebih dahulu dilakukan perkawinan 

berdasarkan tatacara dan hukum agama. 

Tujuan Perkawinan ialah membina rumah tangga yang bahagia dan kekal 

hingga akhir hayat, m-emperoleh keturunan yang sah sehingga terbentuk keluarga 

dengan dasar cinta kasih. Hal ini akan menjadi kenyataan apabila perkawinan 

seagama tetapi apabila perkawinan dilangsungkan dengan berbcda agama. apakah 

tujuan perkawinan dapat tercapai? 

Pada perkawinan beda agama telah menentukan komitmen bahwa agama 

adalah hak asasi dan pilihan dasar setiap orang. Sehingga tidak akan teijadi 

pemaksaan iman k.epada pasangannya. 
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Ha1 mendasar da1am urusan perkawinan adaJah masalah anak. Anak 

adalah buah cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Dalam keJuarga yang 

didasari perkawinan beda agama perlu. adanya komitmen tentang masa depan 

anak. Anak akan dlajarkan ,dibimbing dan diajarkan agama ibunya atau bapaknya. 

Apabila anak mengik:uti agama s.alah satu orang tuanya selain Islam. Maka 

orang tuanya yang satu lagi akan menjadi seorang diri memeluk agama Islam. Hal 

ini akan meresahkan dia siapa yang akan mendoakan dan merawat jasadnya 

apabila meninggal dunia. Dan mungkin banyak lagi rnasalah yang alum timbul 

selain hal tersebut 

Dibuatnya Akta Pemyataan. ini tidak menlmbulkan masalah secara 

hukum perdata. Masalah yang akan timbuJ adalah dampak negatif kehidupan 

keluarga karena suami isteri berbeda kcyakinan dalam menjalank:an bahtera rumah 

tangganya akan menimbulkan konflik dalam membesarkan anak-anaknya. 

Secata tidak sadar masing-masing a.kan rnembimbing anak-anaknya sesuai 

dengan ajaran mereka yang diterima selarna ini. Anak-anak yang lahir dari 

perkawinan beda agama akan memiliki problem-problem kejiwaan, khususnya 

jiwa keagamaan dengan demiklan menimbulk.an kebingungan akidah (keyakinan), 

tidak mengenaJ syariat yang benar, bahkan rnungkinjadi tida.k bcragama. 

Anak-anak dihadapkan pada dua model tuntunan teologi dan ibadah dua 

agarna. Selain itu dengan perjalanan waktu pasangan suami isteri yang menikah 

beda agama akan merindukan akidah yang sama dalam menjalankan rumah 

tangganya. Merindukan ibadah secara bersarna-sama, keternpat yang sama dengan 

c:ara yang sama. 

Pasangan talon suami isteri yang melangsungkan perkawinan beda agama 

dilihat dari hukum Islam adalah haram. Dalam KHl telah dinyatakan baik laki~laki 

muslim ataupun perernpuan muslimah dilarang atau haram menikah dengao 

perempuan atau lak:i~lagi bukan beragama Islam. Apabila perk:awinan tersebut 

tetap dilangsungk:an. maka perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memennhi 

syarat agama. Perkawinan tidak sah berarti tidak ada ikatan perkawinan diantara 

pasangan tersebut. Maka hubungan biologis diantara keduanya adalah ziua10
• 

10 Zinu adalah hubungan suami isterJ (seksual) y.mg dilakukan oleh laki~laki dan 
perempuan tanpa didahului oleh pcrkawinan atau akad nikah dan ynng dilakukannya tcluh 
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Hal tersebut diatur dalam Al Qur'an Surat an~Nisa ayat 15 dan an-Nuur 

ayat 2?1 

An-Nisa ayat 15 

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji(zina) 
hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang rnenyaksikannya). 
Kemudian apabila mereka telah mernberik:an persaksian rnaka kurunglah. 
mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya atau 
sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya." 

An-Nuur ayat 2 ; 

'"Perempuan yang ber • .dna dan laki-laki yang berzina maka deralah 
(cambuklah} tiap-tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan 
janganlah hefas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(rnenjalankan) agarna Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 
sekumpulan dari orang~orang yang beriman," 

Selain hal tersebut, suami isteri yang berbeda agama tidak saling mewaris, 

sesuai dengan hadist nabi Muhammada SAW yang diriwayatkan HR.Mus1irn:72 

"Tidak sa ling menerima waris orang yang berbeda agama." 

Anak-anaknya pun bukan ahli wari/J karena perka\vinan orang tua 

rnereka secara hukum Islam adalah tidak sah. :Maka dapat dikatakan anak-anak 

mereka adaJah hasil dari perzinaan, sehingga hanya mem:punyai hubungan hukum 

dengan ibunya saja. Apabila anak hasH perkawinan tersebut perempm:m, bapaknya 

tidak bisa menjadi waii nikah. Dengan demikian anak-anak menjadi korban dari 

perbuatan a tau rindakan hukum kedua orang tuanya. 

Dari uraian sebeiumnya dapat disimpulkan dengan pembuatan Akta 

Pemyataan yang dilakukan oleh calon suami muslim untuk melangsungkan 

perkawinan beda agarna secara hukurn perdata tidak menimbuikan masalah atau 

sama dengan perkawinan pada umumnya. Tetapi di pandang dari hukum agama 

melanggar syariat !slam. (Amran YS Cbaniag.o, "Kamns Le11gknp Bahasa Indonesia". 
Bandung:Pustaka Sctla.2006) 

11 Handrianto, op.dt, haL !03·104 

n Ibid, hal.! 07 
n Menurut pasal 171 huruf (c} KHI yang dimaksud al!li warls o.dalah orang padn saat 

meflinggal dunia mempunyai hubung.an darah atau hubungau pcrkawinan dcngan pcwaris, 
bcragama lslam dan tidak terba!ang karena hulmm uncuk rnenjndi ahli waris, 
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Islam timbul beberapa akibat dan masalah. Permasalahan yang dapat timbul 

berkenaan dengan agama Islam adalah mengenaj sahnya perkawinan, karena 

perkawinan bcda agama haram. Maka anak yang terlahir dari perkawinan tersebut 

dapat dikatakan anak Iuar kawin, sehingga anak terscbut tidak ada hubungan 

dengan a:yahnya. Selain ilu antara suami isteri tidak adak hak mewaris, begitu juga 

dengan anaknya bukan sebagai ahli waris dari orang tuanya yang beragama 

Is1am .. 
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BABill 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil peneJitian dalam penulisan tcsis ini, di telah ditemukan 

kesimpufan-kesimpulan dan juga saran-saran yang mudah-mudahan dapal 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca tesis inL 

3.1 Kesimpulan: 

1, Notaris adalah pejabat urn urn yang berwenang membuat akta otentik 

berdasarkan Pasa11868 KUHPerdata dan juga sesuai dengan aturan Pasal 1 

angl<a (1) juncto Pasa1 15 ayat (1). Salah satu akta yang dapat dibuat 

dihadapan notaris adalah akta yang sehubungan dengan perkawinan adalah 

Akta Pemyataan Tunduk ke Bugerlijke Wetboek/Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata pada perkawinan beda agama (Oleh Calon Suami), Pada 

perkawinan (oleh calon suaml muslim). Hal ini dapat dilakukan 

berlandaskan pada Pasal 66 Undang-undang Perkawinan dan yurisprudensi 

MA J400K!Pdt/1986. dimana adanya kekosongan hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama, 

serta Pasal 35 huruf a dan penjelasannya UU No, 23 Tahun 2006 tentang 

Adminstrasi Kependudukan. bahwa maka catalan sipil dapat 

melangsungkan perkawinan beda agaltia dengan terlebih dahu1u adanya 

penetapan pengadilan. Untuk mempennudah dan mempersingkat pengajuan 

pennohonan penetapan pengadila:n ini, maka akta pemyataan ini diper!ukan. 

2. Akta Pemyata:an adalah keingina.n para pihak untuk dapat melangsungkan 

perkawinan beda agama. Setelah dibuatnya akta pemyataan ini maka 

digunakan oleh calon mempelai untuk mengajukan permohonan penetapan 

pengadilan untuk dapat dilan~¥-'"'llngkannya perkawlnan beda agama. Hal ini 

mengacu pada Pasall Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, Pasal 

66 UUP. Pasal 35 huruf a dan penjeJasannya UU No. 23 Tahun 2006, serta 

yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/2006 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tenta.ng Perkawinan adalah unifikasi 

hukum perkawinan bagl seluruh warga negara lndonesia. Undang-undang 
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Perkawinan ini dalam Pasal 57 hanya mengatur mengenai perkawinan 

campuran, yaitu perkawinan yang berbeda kewarganegaraan salah satunya 

warga negara Indonesia. 

Pasal 2 Undang~undang Pcrkawimm Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, mengatur tentan,g sahnya perkawinan menurut Negara harus 

sah terlebih dahulu menurut agama. Oleh karena itu perkawinan tersebut 

harus dilangsungkan menurut hukum dan ta.tacara agarna dan 

kepercayaannya kedua mempe1ai, dan ditegaskan lagi berdasarkan Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa bagi penduduk yang 

beragama Islam pengesaban dan pencatatan perkawinan dilakukan oleh 

pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk yaitu Kantor Urusan Agama. Bagi 

mereka selain beragama Islam pencatatan perkawinannya oleh pegawai 

catatan sipi1 pada Kantor Catatan Sipil. Jadi dalam UUP tidak diatur 

mengenai perkawinan beda agama dan tidak dengan tegas pula adanya 

larangan perkawinan beda agama. 

Akta Pernyataan dan UUP .adalah dua hal yang berbeda tetapi saiing 

berkaitan karena satu pihak ingin melangsungkan perkawinan beda agama 

dilain pihak yaitu UUP beJum ada aturan mengenai perkawinan beda 

agama, 

Solusi bagi calon mempeJai yang ingin melangsungk:an perkawinan beda 

agama terdapat daJam Pasal35 huruf(a) beserta penjelasannya UU No.23 

Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, sehingga Kantor Catatan 

Sipil dapat mencatatkan perkawinan beda agama seteLah mendapatkan 

penetapan dari pengadilan negeri untuk dapat melangsungkan perkawinan 

beda agama. 

3. Alcibat perkawinan beda agama dari segi hukum Islam perkawlnan ini 

dianggap tidak sah karena dengan jelas perkawinan beda agama dilarang 

atau haram. Hal ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 40 huruf c dan 

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan juga dengan dikeluarkannya Fatwa 

MUI yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki atau pe:rempuan 

Islam dengan pasangannya yang non Islam. Apabila tetap dilangsungkan 
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perkawinan beda agama ini menimbulkan dampak terhadap anak-anaknya 

dan pewarisan. Apabila perkawinan beda agama tetap dilakukan dan salah 

satunya beragama Islam, maka hubungan suami isteri dianggap zina, anak 

hanya ada hubungan dengan ibunya berarti tidak ada hubungan dcngan 

ayahnya, antara suami isteri tidak saiing mewaris. 

3.2 Saran.saran 

Mengingat kesimpulan yang di dapat, dari hasil penelitian ini pula akan 

diberikan saran-saran, yaitu: 

l. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukan produk 

hukum yang final o1eh sebab itu harus segera diadakan perubahan­

perubahan terhadap undang-undang tersebut khususnya yang mengatur 

mengenai perkawinan bcda agama. 

2. Akta Pemyataan dapat dijadikan alternatif untuk dapat melangsungkan 

perkawinan beda agama. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi kepada 

masyarakat mengenaj hal ini. 

3. Para ulama dan pakar Islam yang mempelajari dan memahami mengenai 

hukum Islam supaya mempunyai sa.tu kata berkenaan dengan perkawinan 

beda agama, khususnya salah satu caJon mempelainya beragama Islam, 

Supaya tidak teijadi kebingungan para umat pemeluk agama Islam. 

Pendapat siapa yang akan dijadikan pedoman bagi penuntuo hidupnya. 

4, Sikap Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah dalam hal perkawinan 

beda agama harus sejalan, sehing,ga dalam mengeluarkan suatu peraturan 

perundang-undangan tidak membingungkan masyarakat serta tidak 

memberikan celah untuk melakukan penyelundupan hukum bagi mereka 

yang ingin melakukan perkawlnan beda agarna. 
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·· t~J1IKAH 11 ,. 1111 untuk koporluan ..... , ................................................................................................ , ............ , .. .. 

Sellmiutnr~ ko:Oua Jl(ln{lhru:lnp i(u menaron'Jkali, bi.lhwo tont(ln!J k1'1lohiran ini dapat dlltet<thu1. k,arcna merokll talah 

h I·• k t ~- 1 1 • d · 1 yr:iv!, btl.rl::cne.ntingr".n ' b •· ,· !\!rna ml! r at SUfl>l o: uarQa ..... n <rtau Sur;;lt aln yaon n 11 pa( a ...................... , ........... -:-............................ terse ut 1a as. 

Oemikianlall Nr<lt keno! h>hk ini dibuat sotdofl dibacakan sorh1 ,jijdil$kiln, kedua p-onghadap manguatk~n, k~turangaf\ 
( atiu dan elM· kcbanaraoqyn dimana perlu bcmWio mer'lganukat $Umll-lih, kcmudian ditanda tangani olah lcetlul! Penghadap 

i 
/ )· 
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PEMERINTAH OAERAH KHUSUS IBUKOT~·,,'AKARTA 

S.O:LATAN 
WALIKOTA JAKA'J::lfBi!YOID\lf"!>ll,ll'ill."""" 

KoCAMAT AN •.••. G'!IDUi)t")j,;jLA'J'Aif"" 

mlf:;~A£o bay~;~;··t;;:;,;;;_·····:: ·····77 2704 
Jalan ., ................................................ Tel_p, ........ ,. •.. 

SURAT- KETERANGAN 

Nomo' ' 40/1.755.2/86 

.. 
• "N:. 000]89 

. ·: 

Y1nr1 bcrtando tungan di bawah ini 

1neungklln habwa : 

Grogol .Sol~ tan •. :- . 
Luran ........................................................................... , ...... .. 

) 

N ~t.m a 

ToBmpat/Tan~J08f Lahir 

Jan!$. Kulamln 

A g u m u 

Kcwa~-ganngoren 

No. KTP/SKTLD 

Ala mat 

PakiJtiaan 

Mal«od/K~duno 

NIP/NRK 

100,· (Vido.·Perdn No, S Tohun 1979} 

LYDIA Rl}TH J>LISABCTR K.Al!DAU, •t>--
............ ., ............... :···· ... r .......................................................... . 

·Jakarta, 21 -Februari 1963 ................ ' ...... ,, .... ''"'''";''""'"""'"''"""'' .............................. .. 
~~Pouorap~an. · 

Kristen. ·;, 
. · 

................................................... ., ....................................... _ .. 
Indonesia. 

. .. . ......... 6" i ii"""2ii"3 "(j 42" ···:····· ...... ······.. ........... .. ·····'·· .... . 

.................................... , .. :_ ........................................................ . 

---~~~i·:~-:;i~i~-~~t-~~·~~·1·£~~~-~~·~;~;P-s~I;;~ 
............................................................. " ............................... .. 

A:rtis ....................................................................... _,.,,. .. ,, .............. . 
Bahwa nama terSe.but d.ia.tas akan rnei-aksanakan 

:::::i.~i~~::;~~~.;,::~\:§~~~~~~::~~P:i.~:::J.~~~~~:;p 
. . ' •. ~-·· ........................................................................................ ,. ...... . 

>~ntuk dapat diptrlukan $Bbii.!Qaimona m~ntinya. 

" ' 

. ' -

I 

I 
I 
i 
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\C~ib~ s cmbitah:rat u~ ... . --m ~~':':':": .. en~:.::tr<.ul ub. .. 1 ~c;o., '''"'''"'"·'""'"'""~' ;;l~':~t~ ' 'I,.\ • .. . -. ,_,, -· ,, ... 
: '. - ' '. '' II 

-------------~-------- LY1llA RUTH ELI ZAnETH 
• • • .. " ' __ ,,_. r-···-

8..'1'-lk peramnuGlJ.: da:ri suam.i-iotcri ! K.AJmou, ~I PETRUS.;~~~1-
.. \• - . . ~"'''' .,., 

GIEZEKA!.:P,. l-'A!'uA JACOlJA PETROt·!JlJ,LA. --------,-,.------:-7.-i''o-0';--~.,--": ,,.._._._.,, ,,.,., 
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., 
Toda/q iW ~kill ora~tf me.mkwll koi!Ck' h;.ada }(WJ~ tllpoja 
to mcle:Mkil.aa l"nf.M .\eo!o:njo ian mendott~an, tdopi murirPnjc 

mcn~:a:khlf onm: lUI. Tcto?l kclla Jcurf: "'lliorJw»oh kanok' 
flu. d}a11:;an dilara11fi:M m<ttka itu · do~: tcpGdo7b. karma 
ontllf jtH•f Torno Uinlli ln/lllii]Mt tm~uflj<~ Jwodj1!tln sureo.­
Setdah dlp¢rvtn}:1" i:C11«A:1 ltu. dllctokk!Jrftljll tlln,ZGilnj.Q diatuu•Ji.! 
dttn cfl~ttko!liljo murk<~ lui. • 

!. 

~~;.;": het!d!ISJoh 4.:1/om lunimu oda lCfl.il!f (ll'lllon jDilf kl.f:utuh 

ke:f!4dcmu pada Mri fnl. 001'1 hen-cfldrJoll lu:!tnu mtllf<ldjarko.~~ din 
ohD onok~IIW, dn berolurto11db *omu <Jiton lH!Ill}o opob/la Mmu 
diiOult, :lfch::lm HIIIIOhmu, OIC!I Cp4bi/o f«:.11Cf betdjohm dihii'S(.' 
GUIU' 4f'olllla komu memltwllltkcn dirimu he<~dok tldur, <Hau 
opabl!.~ kom\l:·b#il"flln dttripcdo t.idunrw,~ _. 

{\JiiA~J•n 4: 6 7} 

. ·' 

l.djcrkanlch Jtorcnf !lllcfl: Jezclo permutao" d)~tJMiljc jtJn":, ~ttH, 
mokq SJOdo m!liO iia!t<jtJ ti'jH/~ I# a>to:~n uli&ur ~~fi p(Jdcr.j~. 

' . _, . 
(Amh,al S-~l~lmJI"' 22: 6) . 
' '~ : . --· ' 

' 
,-
.\ 
i . 
I 
I 
l 
' t. 
' ' I • 
I 

l 
I 

I 

.\ 

. 

t 
I ., 

. r 
! 
i 
f 

GEREDJA ··· 

GERAKAN PENTAKQSTA . . . ' . 
·, 

-.; ... : .. lLJ .• A . .K.A.ll. •. T . ..A_:...-...... 
. 

,. . ' . ' 
. 

'" . .. ·. 
~ "'if: ' 
'?'- :t:;:-

. 
' : 

' ' . ' - .7,;~ 

~~ ' 
\ I "" ;:r;- . 

~~ " .... . 
<;;>:-: .. ;. 

f • . .. .. 

SURAT PERSEMBAHAN. ANAK 
.) 

' I :r -• .. ' 

'-~· __, ___ _:_-_...,.,·. ·_,...,.· ..;...' _·_,_!1 
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' . .. • J::1: ··: . 1 Jll!. CILEDUK RAYA 97 - KEB. lAMA - JAKARTA SEIATAN 

.. 1 · ~~~~.a:.~._n_tat:~tdi.a:_~_IR._·a .• ~.~--~-~-~-~ .. ~---~ .. 1.~ ... ~ ... ~-~ .. ~ ... !"'~ ... ~ .. ~ ... ~ ..... ! ... ~ ... ~.~.~~~ 

GEREJA BETHEL INDONESIA ·~ J~ 
:p~ Bad.a.n Pusekut'Wl.n ~ja {Kie:rk;genoot.sche.Pl I 

t>ep. Agarna RJ. No. 41 ~gi. S-12-19'12 • f 

, . 

!>ETIKAN DAFTAR l'E.RMANDIAN 

~ikian kita dikuburka.u serraNya oleh baptisan itu _ k~am maut. supaya sebaga~S:na: 
lCris.uls tela.h dlbangkitkan dari an tara orang roati oleh · kemuUaan Bapa., stdemik:ian itu ·• 
jup kita i:llipun d!Ipal berjalan didalaln suatu hid up yang ba.ha.ru (Rum 6 :4). - · 

TUI-!AN JESUS KRISTUS. 
iaJub 

:Snma A.l_lal1 Bll})"ll~ Ann.l( (tun Rubulkndm: . . . I 

. I 
I 
l 

I 
! '1$ 1. 

~~ 
191~ ~~ . 

~s 
Parla hari .. MJ •. !! G G U -···-·· t>nggal _22 ___ _1},~,.T 0 D ~ _l!__, __ 

di _GJ'IJ.: .. ::: ... l'E!,<~!J!.WL,._,_, ________ _ 

TELAH D!PERMANDIKAN M!lNURUT SABDA TUHAN, ..... ' 
' 

. LYDIA RUTH ELIZABETH KANDOU '. 
Saudara. • -~~·--- • ·~·-•"'••~ .. -~- --~-----------·-·ftN~D--·-~~---
di!ahitkan di ____ J_f._X A It.U .. - .. - ... -···----- .tanggnl ·-· 2l_~RUAJt!~,!9~;;.· ..... 
bapznya ... _ .. __ ,Jl,~......X.<I .. JL!LQ .. .!L..--... ---·'·-, ... _ .... _____ ,, ____ ----, .. _: 
ibunp ___ JI.!..L_,G .. I .. E.JLJ>. KA ill: .. ~-- ......... ---~ ....... ~---~;.:__. 

~ . . . ' . 

PE.RMANDIAN !NI DILA!(UKAN OLEH P.ENDETA : ," 

II 
I 
I 

! 

l . 

I Gerungan I, · p e-n d e-ta ~ 

. I . 
;;~-~~ ... ~ ... \--ru·--ij:··~ .. -~···~ ..... ~·i·~·-~--~·----ij&'"'"ijl-~-ij"'\~,.~ ..... ~ .... ~-;D-ij~~~ ... j-. -~~Ji~ij .... .-. ....... · · · -.. *"AArJiftB·~ 
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BAIWJ l'Ell.ll.SE.H:AT PE!l.K;\WTiiA.ll pEk:JJlLI:liliA.Il DJ'J:I PE.RCEll.AIJI.ll (BP-4) 
. KO:I!A JAKAil:I!A. SELA:I!A.ll • 

ll:o~tor 
L<ur.piran 
li .. 1 

JI. BUNClT RAYA PEJATEN PASAR Mll!GGIJ JAK. Sl!;L. 

C0 
Jnlcurta, ..2iJ - 1kr~·j - 195'' . , __ _ , . . 

; Pe:rkavrinun Ctlp1j2Ul"on~ K e ··p a d a 
.,. 
. . '-/..; 

t/ Yth. ·Sdr. Kepllla ·Kantor 
S:i.pil 

d.i ..... 

<fatatan 

.,:, . 
JAKAR!l:A., .. 

. . . ,,. -

A"aalamu • alllilcum war. wub. 

Memenuhi l!lllltaud surat Sdr. tnngg;nL. /.9 . . -. f;/.-l(!J.tf~ l!omor; 
/a/1:!;/.I:Jff.-_4 }CS/19/f(, ten 'tung nku~.: melnngnun{lkan p,erknw:!.na,.; an­
tara Sdr...;J;t{'t(>./; •• ~~?'~""· .. yang bero;;uma J:alam dengau Sdrl 

±J#F.~~f{P._,~nng berogumt:~ •• /.hJ'f(:n ...• !"J>ka J<e- : 
po.la l!l,el:'elta hlah knnd. beriknn penjolc.aan-penjela~an ten·t,mg : 1 

1 ,. S~hnya pe.l""kawinan m.enu.ru t Jq;;ulli£i Inl.um, dan Undabs-undang No~ 
.1 tanun .19'1 4 paaal 2 nyu t ( 1 ) . 

2. W.e.ji.bnya c.alonouUln:i/iotr:i. yun.c; berogoo.ua Ialnm· tffitu.k · men:i.k:a.h : 
' ' • I , ' ' ' , ' 

manurut tate cnru hu.kuJ:n Aga.nu·.l Is~OJU dau d;ic'atat olel;t Pegawai. 

Pencuta t Nika.h aebagaimuna yune diutur oleh· Undant>.:..undu.ng·llo. 
22 tahun 1946 jo. :t'eraturan l.lo!.>teri Agama. lio. J tahun.1915 
pasal 1 ayat (1) hurur a, 

Selu.n~utnya keptido. U:eduu culo.~ m~mpelni. t'lah k~~ beri~an 
tlo.seh.at seperlunya ten tang pelllbinuon Rumah Tungga Eahilgia, nann.ll 

hasilnya tetap mereka ingin molang~:ru.ngkan pe:r·ko.winan di · Kunto:r . . - . . 
Sdx. dan calo:n ist.ri/su.u.mi yanc;: be'ragatrtO. I.9lam i tu mengerti: ten· 
tang pe:rkawinan teraebut mclanl.l!la~· · hultum .Ae;am.d ·rslam y~ng di. : 
nnutnya. 

·Dc:.m.ik:i.anl.ah ha.Dil' pcnusuho. to.n: .. ·ko.tn~, ncmogu berguile.. ·untuk 
pertmba.ngnn Sdr, oele.nju·tlljfa •. .,_...,....~ 

Temousan Kepada ~th; 
Kepnla Kan to.r.:. Urusa;:: Asamu , 

q;,. KecamatClll .~ •• /~ • 

d:1 -

Jakarta Selutan.-

.. . 

. . 
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Model : Na 

SURAT KETERANGAN UNTUK KAWIN 
: 57/1 'f"" o11<icr Nomor, ...••. :·.• . . ~.-'. •. q • ...,._ -."u 

1. Nama l'engkap dan aliasnya 

2. Laki-laki/Perempuan 

3. Tanggallahir \ Umur ) 

4. Tempat lahir 

5. Aga:ma 

&i. Pekerja'al'l 

7. Tempat tiNl)gal 

8. Nama orang tua (bin/binti} 

9. T and~FtaMa istimewa 

10. Jika laki-laki terangkan jejaka, 

duda atau maslh mempunyai istri 

dan berapa Lm:rihya. 

11. Jika perempuan terangkan pera· 

wan atau janda. 

12. Nama sul!lmi/istl'i terdahulu 

j_:~;~~~~- ..... '' .... '' ... ' ..... 
• J 1. :1. :>YlO ;: ,.,..., ,..,..~ l~ 14 •" ... ,,.·,•.t .. ..-.~.........,_ .. ,o ........ . 
''1"" •• q~ • "":."o~:ol ... cl:::t::::::t.- . 

' l~• •1.> • ··~ ·t-'1' • • • • • • • • • • • •'' • · • r ...... ·-:::-•s":~u.- •. -········· .................. . 

- ' ., ·········.···················· 

."":, ........................ . 
Demikianlah s\irat keterangan ini dibuat deng~fl. menglngat suffipah ja­

batan dan dip·ergunakan dimana perlu. 

' ' 

I 
' 
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I• 

·' 
' . 

N9 00211 
SURAT KETERANGAN ASAL ·USUL 

Nomor: . 57/1,7.5.5, ;?/~906 .-

Yang bertanda tangan dibawah inir Kepala Desa _ 

,rnenerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 

l. Nama 

'2, Tempat dan t;mggallahir 

Model ; Nf, 

3. Agama :~ri<O. ·t e.·; 
•••••• b •• }.; •••••••••••••••••• 

4. Pekerjaan 

5 T.mpat t1'nggal J 1 •·· o 'o h"o ·.• l A ;., · .. r.• . . •.•:..-..... _,{:... .. ..:...-.~.a.... ~;~ .u 

• 

adalah benar anaK. dari pemikahan seoralig lak.i-laki: ·::·}:rO(;"' 1 tleletail • ..:.:: 

1. Nama , . J1 .•. :!;;, :-J~~Cl.O.!.'. .. , ....... , , . 
2. U m U r . . ?.5.-:0~:-J.932.............. 'L· 

,,.. .• • J. • • 

3. Agama 

4. Pekerjaan 

5. Tampit tinggaf 
dengan seorang perempuan 

l.Nama 

2,Umur 

3. Agama 

-1. Pekerjaan 

5. Tempat tinggal 

,._r~;::; cen. ' . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~~:l.J::'"'!t ~ '!'JQ- f;; 11<:"> T' .,-"' ..,...; 11 • • , •• .,.,. • • r.-: • ,.. ,......, __ ' ~'-~'"' ..... • • 

. :.,.7.,::!., iJ.io'1e'-pl'1l) 
•• ' .• ' ' •••••. ¥' • ;."\ ····~ ••• ' .•• 

__ q:).:-.Q~";";l5:36 . ............• 
. ··~·i .--'-~11 . . 

• ;:·-!.-:'-.~-~y ...... ' .•...••••. · .• '-. 

. . i 

Demikianlah surat keterangan ini dibt.mt dengan· menginget sumpah 1ja-

bat~n dan dipetgunakan dimana per-lu_.::::',~"'"~- · :·.: ... ;:···· :-~.~-·:~ . 
. ··•·. · :..Je.tte.:r.:o~> !> ''ei 19 ~6-..:::.. .. •• ·::---A"'.'::_."-~~),< 0 .. 0 '0 < < '..';} 

Ke·PJ{t:A:oesA>"ri:o.~QJ.. .. VeJ.2t.:-.n,. · .. . : ·-' . ..,-: ' ' .. ' . ' . ,.,._ 

:~'fj 

_ .. ' 
I 

· . 

.. ' 

. '. 
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Model: Nh . 

. SURAT KETERANGAN 

N 1\'7/, ..... ;,t:; .-,o'JO~ omor: .... , ....... ,·.·-···i--~··-~• ...... 
y '. .... ang bert~nda tangan dibawah ini,_ Kepala _Desa. ,'-1l.'Q_;,:ol .• ';(:).1J:·. -~£'~, .. ·.: 

menerangk.an dengan Se'Sungguhnya, bahwa ;_ 
I. Sapak ' 

1. Nama 

2. Umur 

3. Agama 

4. Pekerjaan 

5. Tempat tinggal 
II. I b u . 

1. Noma 

2. Umur 

3. Agama 

4. Pekerjaan 

5, Tempat tinggal 

adalah benar.orang rua dari seorang 

1. Natna 

2. Urrtur 

3. Lald~laki/Perempuan 

4. Agama 

5. Pl:l:ke:rjaan 

6. Terrrpat tfnggal 

·." ·, . . "')"'. "·l' . ::·.• .. ": :. ;.'\ .-:·.v.~;.'. ' .. ' ... ·; 
?r:_n~-1 O?':t · . :-.-. -~~ .. -. .,;./)-............. . 

. ···::.:'tifJ .................. ' ... ' .... 

' 

- .... "}"' J. • 
.->~ y-~>.4<J:::l ••••••••.••• , ••. ; . 

Tj-;n -'."'P"" .... o.. -r.,.,.,#_., ..• , 
.-, ~ ....... ,.... ..-1~' ~'"·"··....::.!-""'.'. •.· 
~r1 n.,.~Q n,...,,. .... r-,....,.,,.,., .. ~.; ,-. 
••• , • ·"''•,;. ........ , .... ,.<>. ....... .:..;,•~..;.....J. . ~· 

.'iJ, .. ;~e, ln>\e.ri .· . .1963. .. : .. 
i:.'e"'·e::n ntl :::'l?i • : ;'· •• ~ •• --..;."1,..;:.;.; ................ . 

;.-ti ... : .-••• t-.' ••••. ' •••••••••••• 

Demikianlah surat ke-re·rang·all ini dibuat dengan mcngingat sumpah jab.~ 

I 
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• 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nn.rno. 

Pekerjaan 

AJ.amat ' 

LYDlA ELIZABETH· RUTH KANDOU 

Artis 
Jl!'t~an "Rp_wD,. Ki;imir:i. No .. ~1·4 ..... o.,.',: 
Kebayoran "Lama.- Jakarta Sola tan 

":: 

' :· 

•·. 

. ~·. 

dalam hal ini memnlh domisili di kantor kUasanya yang akan disebut dibawah "ini, menerarfgka·n 
bahv.a dengan ini memberi ku:asa penuh pada : 

R. SOEROSO SH. 
J. SUDI HARIYANTO SH. 
JOHANNES AIPASSA SH. 

INAWATISH. 

DRS .. EDDY SADEU SH. 
S. HUSEIN SM HK. 

·.: 

·Advokat, Pengaeara dan Penawhat Hukum Pada Kantor P~nQi.cara I Law Office R. SOE RO~ . . .; 

SO SH & ASSOCIATES, beralamat·di Jiikarta Jalan Piotu Besar Utara No.6- 10. Jakarta Bara't 

yang bertindak balk sendiri-..sendiri maupun bersama-sama : 

Pengadilan Negeri Jakarta Se1atan unt~k mompero1eh ij~n me~ngsungkan pe~­
kawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta ~~a tangga.l 24 April 1986 .. -

,.- Mengenai hal ini wntuk dan ataa nama yang bertanda-tangal1 me11ghadap d! muka P~ng3· 
dilan Negert, serta Badan·badan Kehakiman lain ataw Pejabat-Pejabat lalnnya, mengajukanpe~­
mohonan-permohcn"!;:u'l yang perLu, mcnjalankan perbuatan-perbuatan uau membedkan: keto· 

rangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan .atau diberikan ol_eh seorang kuasa, 
menerima uang dan menanda tangani kwitansi-kwitansi, menerlma dan melakukan pembava.ran­
perrbayaran datam perkara ini, mempertahankan kepentin'gan yang memberi kuasa. h;,k .ban­
ding, mlnta el\eoUtie, membalas segal;, pedawanan. mengagakan komproml dcngan pel'$ettijuan 
terlebih dahulu dart pemberl k;uosa. O::;~n pada umvmnya f!lembuat segala S'e:suatu yang·dien.D-
gap perlu o!eh yang diberl kuasa. 

rat-kuasa ini diberikan dengan hak sut»tltvtie. 

•. 
/. 

Jakart.a, • 1'!4· A-p:v:l.l. •.••••• 19 .• 86 .. -

Pembert - Kuasu, 

( ..... :. 

KANDOU 

' 

I 
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P E N E T A P A H 

. Pe~11U'l. N~~i J~'ta. Sda-t;w.;. ya.rzg memerike.a. POI!Ir.k"a:ra pc.rdata. 1;;el.ah 

me)Jjatul::\kan pu'tuaa.n. d.a.J.am pe:t'ka:ra teraebut dib&wal:l ini. ; 

Pe~lan NegBri teraebut ; 

l.l'_,l.e.m me:mbae-a E!rura.t .permQhona.n te:ri;ansga.l 18 Ap:r:l.l 1986 .d.a;roi, 

Pemoho:.n 1 J.Al'UL -MJl!DAP , l.s.k:i-laJQ. pekerjaan. Artis, bertempat :t:lngpl di 

Jl.n .. H .. Jatd. No. 10 ltelu:r.e.hs.rl Ga.:ru\a.r:i.a uta:ra, Keoamata.n 'Keba\Yo:t'a:r.t :e&ru. 
J~ta Sda.'tSW.t Yt:Ul$' da.lam hal. ..i.!U. mem.ill.h dotni.ci~:i h'llkum d.i.ka..u't;;o:r lru.aa~> 

li\,1a Drlh :im'.!Dl' SAJll!lLI, s:a: .Pe.ngac:a:ra Q.ari. ~or- Pe~a.rs. a. somoso, .s:a: & 

ASSOOUT'l!S d1 Jala.n hmu B'es:a:r Utara. No. 6 - 1·0 Jak:at-ta. llar-a.t dengan su­

ra.t kusaa tft"ta.ngga.l 14 April 1986, yang berbu.nYi sebaga:i borikut -! 

:Sah:~a Pmnohon la.lltl.r di K'Wius .pa.da t.anggal 07 Mai 1960 ; 

.Bah:wa. Pem!Jhoh adalah ~ lak:i.-l.aki. dar!. su.am.i isteri l:faji 

Ma'bru:x-i. a.1ma:rh:t:u:it dAn Bajjah llaji.roh i 

:S'Qllwa Pomoll.Ou b'w~ Islam ; 

:8~ Pe.mohon i.ngin menikah dengan eo orang wani -ts. Y"a.l:l6 bor 

&pma. lrri.aten 'bernama. Iqtlia Eliv;;ab-~th Ruth Jra.nd.ou ; 

:ile.l.m'e. Pemohou 1.ngin membuat Akte P~rka.will&n di k:antor Oata.:ta:n 

Sipil. Ja.k:a:t-ta i 

:.Se.l'.rwl!t. -nntuk l'll'EilllbU&t Akte Perka.wina.n di. x::.witor Cata:ta.u Si.pi.l. 

-
' ' ! 

Ja.len:r-ta Pl!mlohcn ~us m(ttlda.pat i.jin dar:i Penga.dila..n Negeri Jl!lkarta. Bela:tan;: 

Nwat. bftd.a.Qarka.n ale.san....-a.laaa.n terEJebut dia.tes, ·Pamohon. d.ex;gan . ' 

ini. m·onga.ju.ke.n pe'l:'lltoho:t1(3.b. su;d.ilah kir&rzy"a. BaPak Katua. Peneadila.n Negeri 

J~ta. Sals.ta.n bo:rkeno..n menete.pka.n sebaga.i beri.k:u.t 1 

1 • Mengabulka.n eeluruh permohol1all 'Pemohon ; 

2 .. Meng.ij'inka.n .Pemoho-n untuk membuat .Akta :Perkawin.a.u di 

X'.an.tar Catatan Sip:L1 Jakarta. ; 

3 ... Metn-'beri iji.n kepada Kantor Ce.t:at&n Sipil Jakla.rf;a untuk m.! 

lanptU~.gbn p-e-rk.aWi.nan Pmnohon denga.n lqdia. Eli:~;abO'th Ruth 

iAndou ; 

.!lh:nxi~ba.il/t, b'ahwn pads. ~i persid.angan. Ye.Il8 talah. di te1apk.an 
Pemohon yang d.idranpingi Knnaa.:o;ya ta~ data.:ng menghadsp dipcn"'s:i:danpn, 

Permoliol3tl ma-na. at!ftelah d.iba.ca ol.eh Hak:imt ataa perlfiU.lYae.n :B:ald.m, Pfi.IUOhon 

~a~ tria.p pu.d.a pQTmohonn.lll:\Va.. ; 

Metti.mbang, b!l.h'wa Pemohon d.a.l.am perei.danpn: telah me:agat:a..k.an a: 

'bahwa Petn-ohon telah berusia 26 -tahun f 

- ba.hwa Pemohon be:-a.ga.ma. Islw:n dan e.kan menik:a.h d~Ulga:D. 

lqdia Bl.iza.bEfth lluth Ka.ndou. )-.a.ng berasama. IC:risi>en ; 

bu.h:w'a Pemoho:t:~. 'bereedia. m~;n:li.kab d.1. Ka.ntor Ctt.tat.a.n S:l.pil t . . 
bah"Wa Pe.ftloh.Q:n Wt~ meme.~uk -~ Islaxn ; 

-. bahWa ......... . 

. 
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ba.l:l'wa untuk men:lka.h di.had.B.pan Pe:gawui Ca.t~:ta.n S:ip:t1, Pemohon 

memerl.uk:an. iji.n da.'r'i Pe~la.n Nageri Jak&:t-ta Sela.ta.n ; 

bah:wa. Pemohon belutn pernah menikah ; 

bahwa keluarga, Pemohon metzy'etujui Pemohou meni.kah dm!gan 1\Yd.i.a 

Elisabeth Ruth ~ou i 

Men:itn."ba.ng 1 'bll!h'wa 'l,l;n'tuk memperku.a;t pe:rmohol'lliUll:(Ya, Pemobon te1eh 

meizy"orahka.n Sut's.t-e'i'X'at buleti be~a : 

'f:o Su:rat Ketera.nga:n yang dikelua.rkan oleh 1.\.antor Uruaan Agama. Keoama."tan 

K•b!IYora.n B""u tertangga.l 28 AJ>ril 1'986 No.Xo4/MJ ·3/230/1986 ; 

2 .. Sttrat Keteranga.n da.ri lCanto:t' Catats.n Sipil Jfl.kar.ta tortangga.l 

24 AJ>r~l 1966 No.1160/1o755•4/CS/1986 I 

3 • Su:ra.t Ke:t~ asal - uau.l d&ri X:olural:u:o:3 Gw.:.u:laria. Utara ter­

t~ 2 AJ>ril 1986 No. 135/1-755·2/•86 1 

4• Sl.tt'a:t ltetara..n.gan da.ri Kelura.ha.n G~ia Uta.ra te,z.;tiJ;oggal 2 April 

1986 l!o. 135/1-155·2/•86 tetttan&f tne-angl<an bah- R. llehbruri 

dan Ra-j. N¢roh adalah orang tua kand:uDg Pemohon ; 

5· S\U:'a't Keteranttall d.ari Kel'Ul"ahan Oaxd&:ria Utara tert.a.nsgal. 2 Apcl.l 

1986 No .. 135/1 .. 755·2/186 y~ m(lnera:a$k:an 'bah:wn. Pemohon ad.alah 
maaih jeja.k:a. ; 

6 • S'Ul'at pareyo.ta.a.n pe:t's~tujuan cl.a.ri ora.n.« tua Pemohon tertruJggal. 

25 AJ>ril 1986 ; 

7. swat lCeter~ d&.'I'i Kel\tt"aha:n Ga:u.d.a:ria. Utara. terla.nggal 2 .AJ;tri.l 

1986 .No. 1~5/1.755·2/ 1 86 ;:ra.ng menercXle;k:a%1 a.kan Dl&la.D8Bnnglqm P.er­
n:iJtil'IJ::Um lee K.an'tor Cata.tan Si.pil Jals:&r1oa. Scfla~an ; 

8 .. Suru.t .Xol'lnl La.h:ir yang dikeluarkan oleh K.'antor Wl:'ll.ikota Je.ka.rta 

S•l,.tan tert!!.Xlgga.l 25 AJ>ril 1986 No.384/Wlf/JS/1986 ; 

9· Sttrat ~et~r~ yang di.Jtel.uarkan oleh Xelurahau G:rogo~ Bela tcw. 

tert&ngga.l 23 J<pril .1986 No. 40/1•755·2i86 I 

10 ... Akte leelahi:ra-n y«:t:J.g dikelua:rkan oleh Ko.ni;o:t Oata"taD Sipil Ja.k:arta. 

torle.:tl&'pl 18 .tt:Pri~ 1986 N0•243/196.3 1 

11 • l"o'tika.n da.f'te;r p(f):'ma.miian da.ri aero ja Bethel Indonesia, tertangga.l 

29 Oktob<lr 1978 No. 40/B/A1/78 ; 

12• Sur""' 1l P4 tert8.1:1ggel 23 Ap~il 1986 Noo3715-f'/BP4/JS/rl/1986 ; 

13• Su:re;i;: 1Cs:to:t:a.ngu.n aaal - usul N<:t-57/1•155•2/1986 ; 

ser"t"a salaJi-eak'.Si. ;ta..ng meai.~i.ng bernama. KAPILAB AN!:la.HAIN:t. kakak ipar 

Pemohon dan ..AlmOLI..All CEI'.A.MDIE, keponaka.n Pemohon yang diba.wah aump® pa.da pokok;Q;ya 

omberikan k:eter~au ae~ "btlt'iknt 1 

I 

I ,, 
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'bahwa PGmohon bv~ Ialatn 1 i.ng:in tn(lnikah dengan Iqd:i.a EUa"beth Ru.th 

ICarldou. yang "bf£:toagc;ll:lla. lt'ri.sten J 

'bah'tm. Kel\lQ"gQ. Pemohon mettretv.jui porkawinan a.nt~a Ptmohon d~nga,n lzy"dia 

Elizabt'ttb. RUth Ka.ndou ; 

bahwa Pemohon bu.j~, tidalt terik:.a.t _perkawinan de:ngan oraJl$' lain -; 

Wah~ahwa calon isteri Pemoho~ jUg& tidak terik&t perkawinarl deugan orang lain J 

'babwa per~ d.ihade.pa.n Ca'tata.n Sipil ti.dak da;pat d:l.la:ngaungken ka;rena 

Pemoho:o. l:Jer~ Islam sbda.ng aal.on i.ateri Pemohon berag4\llla_ Kristen, -sel;dt'IBP. 

musi.h perl.u. dip-eroleh iji.tt dl'U'i Panga.d.ilan. Nugeri Jalcarte. Selatan ; 

Henimb!lll·g, bab.wa- Ny .. , Ma:ria Kandou. ibu kaudung darl ~a Eliza.bcrth 

? ~~ Ruth Kandou telali metlgiritnkan a1l.l:'t~.t terta.nggal 12 Me:i. 1986 ya.t~g ~me,:: 

ofigah perka'W'ina.n ~a., ~ena i tu Pangadila.n Ne~i .menganggap pflr.t"lu wrtuk 

mell:rat~B'sil dan d.:idengar nebe.ga.:i sa.ksi ; 

Menim~, l;Jahws.~e.h NY. ldvia. Kandou psda poko~a iuunberikau 

Jceterangan eebaga;t beri.lro.t 1 

bahwa ~nar aaksi s:tuiah ke:nal dengan Ptmohon Seje.k: April 1964 i 

"bab:wa b~ httbWJ&Ooll Pemohon dengan anaku;ya. menjadi rapa.t. sejek Oktober 1984 ; 

ba.hva be.mu" Si!Uad. me:alapa.t informaai. 'bahwa. Pumohon telah memp'IUI,yai 8XIlilk de~ i 

IUio;rl!UlB wa.n:i:ta. Jep$l'"a. tat~i tidak me;p. bert~ .Jawa.b f 

behwa 'be.nar k:a:re:ua i:af'orm$Si tersebut sa.kai tel&h bel:-uaaha me~atkan bakti-
. '·· . . 

b'tlk:ti likpeMi ;ra:ng tere'6bu:t dala.m aurat-aura:t; bukti yang diajukan dipersid.angaJ ,-

da:J;l ltib·eri ta:ad.a P1 sarn:p~ dang~ P8 i 

bahwa o·ena.r aaksi ~eleh rnen&a;takan kebana.ra::t inf'DX1llMi t.eraebttt ltepada. PeillOlion 

tetapi Pemoh.on meey~ dan be-rsum.pah kalau h&l it.u tida.k: ben.a:r* akau tet:e;p1, · 

lcelnudi.&.:n =.eng~ ; 

- bahwa belU!I."t' kar~>a ada anei!Wia.n-w:toama.n d.vi pihak Jwl.uarp da.ri wani -ta. -v.ntuk 

~Mnik&hi wa.tti ta tersebut:, Ptm~ohon Illf.lnjadi k:ataku.tan dan atu IHlrQn s.akei. t 

Pemohon dit:n:tf"ah Jn~beri u:a.ng s-epuluh juta. rupiah kopa4a wani ta. tersebut ; 

'bablte "betla'r ibu. l'"emobon tel&h tiga. ka1i data:tg me~ tetapi eli tol.ak J 

'bahwa be'n:&r u&kai tidak m~tujui pernik:a.ha.n ~a det~.gan Pemohon, _kar8lla 

k:h.a:wti."t:i.r a.k&n tid.:ak 'ba.b'.e,.gia,, menatue;at Pemohon adalah seo:rang yang t:id.ak 'be,£ 

tanggung jaw:a."'b aks.n perbtlat.e.m:wa ; 

bahwa. bena:r :Paohon selain 'btn<hub~ denga.n wa.ni:ta 4a'ri Jepa.ra. juga. d.il.ak:\t 

ka.n di S1ll'lla"ttJra. i 

Ke:ttill'lb-a.n.g1 balrwa e.'taa Iceteranga.n aak.ai l'(v • .Ma.ria. xa.ndou dan su:ra.t-EJUJ:'Q.t 

bu.kt-1 P1 sampad. danga;n P8 Yn.:tl8 di tuju.k:a.n kepada. Pemohon dan. lzy'dia Elizabeth Ruth 

Ka.ndou, mereka m:e"l:llb'enark:a.n dan mengataka.n tetap pad.a pe:r.1lloh~a. ; 

Meuimb$-n&r bahwa. .k.:a.r8na. Pemohon 1:elah brol:"\1.1Sia 26 tab.~ dan calo~ isterj, 

:a;ra. tel~ ~ia. 23 ta.hlul, m·aka ijin da.ri ked.u.a orang t""Ual\V'a tida.k dipei-lukan 

la6i ( Hhat ~'"""'" 6 ..,. .. ~ 2 u.._lllla:Jg n.r. l!o. 1 tohuo. 1974) 1 

Menimbang, ••••••••••••• 
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Menimba.ng 1 be.b:wa d.a::toi k;etorangan aa.kai"""f:Jalooi bail~: dari Pemohon maupun 

da:ri oal.on isteri.eya. serta sura.t-eura.t bukti ·YaJl8 dia.jukan tereya.ta bahwa b&ik 

Pemohon tnaupun liydi.a Eliza-beth Ruth Ka.nd.ou tid.ak terika.'h perkawi.u.an dengan orang 

lain f 

Metti.tttba.t~g, 'be.llwa :lm:rena. P~mohon tid.a.lc ter:ik&t po:rk:.a.wi.oa.n den,ga.n ora.:u.g 

le.;tny .tcs.ka. pa:ae.l 3 8\Ya.t 2 dan paaa.l 4 U~nd.ang R .. I. No.1 -tahun 1974 tidiitok: 

de.Pat dip(Jl"la.kU.kail kopada PE!mQhon oleh lalrena ;paaal-pasal tersebut khuaue eli 

berlaku/te:rhad.e;p aeorang la.ki-lak:i yang tnasih terilt:.a:tt perka.wi.l':lan dengan oraJlB 

lain ; 

Men:il:nbang1 b-.hwa alae1:Ltl. Ny • Ma.ri.e. X'.u..udou me:nceph per:cik.a.han ~&h 

memm;iuk paaal 13 1 ,PMal. 14 (1) 1 pasal 151 paual. 17 (1). p~al 19 Uud.a.Dg-tJJld..a..n,g 

R.I. No. 1 tallt:l;;tl 1974 ; 
Mel'li.mba.fl.t, bahn. paaa.l. 13 ber'bu.cyi aobagai. beriku.t t 

perkawina.n. ,da,:pa;J; d:ioegah, apabila ada pihak yang' tidak: me 

me:rruh:i syara.t......,;ra.rat un'tuk melall8BUJl8kan pernikshu ; 

PasaJ. 14 a.:rst 1 berbu:::n;yi sebagai beriku.t iJ 

~aDa: dapa.t mencegal:t.perkawinan ialah pa:ra. keluarga <3e]e;m 

ga.rie l«rttf.:r''ll.l)};\n l'9J."US kea.tu dan kebawah, Sauda.:ra, We-11 

Nikah wal.:i pengempu d.C-i oalah seora.ns eeJ.on mempela.:i dan 

pihak-pihak ~ b&rkepe~tingan f 

Pasal 15 berbu:ey1 aebaga.i 'herikut t 

b~~ eia.pe. ka:rena perka.~ne.u diri.eya mes1h -terik&t de:agan 

sal$h os:tu da:toi kedua belol3. p~ dan ~,t.t$-Q dBBa:r Qlt!I.!Sih ada­

XGtu. pe-r~l'Ulll, dapa.t nuuwagah parkawlnan ya.ng baru, d&ngan 

t1dak mun~a.ogi ketant'l\&n pasa.l 3 9i}"&t (2) de.n. pasal 4 

U~ini; 

Pe.aal· 17 1:\Y&t 1 'bi'Jrbueyi aeba.gai b6l."'ik:ut • 

Peuoegahan perke.winan diajukan kepadu. Penga.dilan daJ.am. daertlh 

hukum d:i.ma.na perkawiwm e.k.a.n dilange\Ulgka.:n del'3gl'Ln meu:iberi teh~ 

kan juga kepada sutpwai panoa.tat perkaw:ina.n f 

Pasal 19 ber~i sebagai berikut 1 

Perke.wimn t:idak dapst dilangsm;gka.n ~abila belum dioabu:t ; 

Mellimbang, ba.h...,a ka:.rena Ny. Maria. Kandou ada.lah ibu Pndung dar'i 

Iurd.ia K:e.:ldou. ya.i.tu keluarga d.aln1n ga.ris lurus keatM, ma.k& au.ri.ah 'tepa:t a.pabil.a. 

i.e. monga.juk&n pen.cegaha.n torsebu:t ; 

Monimbang, ba.hwa ap~ al.a.e:au-alas&:tl penoegshan "t;t;~.rsebu.t IIJtuia.b me -

menuhi qa.ratw.syara.t s®erti ya.;ag to:rca.ntum dalam p.aaal-panal. terse 'but di.atao, 

Pengad.ila.n Negeri 'berpendapat aebaga;i bEn'ikat : 

bah'Wa. ksra.Da lu"die.- Elizabeth Ruth lC.s.ndou sudah 1n'lrwtl\'l.r 23 -tahw:t, maka 

ia. tid.ak la.gi diba'wah perwalis.n a.ta.u pengompuan .dan juga. ka:re:na baik 

Femohon llla~u.n I..yd:La. l:li:r<&beth Ruth Xandou tidak: terikat perbwi-n.att 

de:o.e;a.a • • .... •.• • .. ~ 

' 

' '· ' 
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de:cge.n ora.ng 1a:Lnt muka. tidal<: ada alaaan bagi N.Y• Maria KAnd.ou. un'tu.k: 

me.np.j'uk:w:l pw:mo.honan pencegahan. perkawinan -teraebu.t ; 

Menimba.ng, bal:rw-a pega.'Wa.i Pe:ocata~a.n $i.pj.l di Jak:arta JneX~ge.:njU£ 

.Qul Pemohou untuk: mel\!iajuka.n Permohol'la.n pa.d,a. Pettpdi.lan Negeri Jakarta Selate.n 

agar Pemohon mendapa.'t surat ketor~ ya..ng dimaksud pas&l 60 s,.yat 1 Unclang -

mlda.ng n.r. 'No.1 tahun 1974 ; 

Meni.mbang1 'b'al"n4a Pe:tQte.dila.n Negeri da.lam ha.l i.ni mempwzy-a.i PB,!! 

d&p(s.:t bahwa pasa.J. 00 ~a:t 1 U~ R .. I. No.1 tahun 1974 t;i.G..a.k d&pat 

diperla.kuka.n ba.g'i Pemoho:n aeb'ab Pemob.on a.ka.n menikah denga.n. wa'C'ga Nega:ra Re­

po'blik Indonoia wale.upun lain ae;a.ma yai tu beragama. Kristen,' se~ :.Pernohon 

beragama Islam ; 

Ma.nimba.ng, bahwa. pEfl."ke.wi.no.n onmpuron yang di.ma.k.sud da.laln pasal 

60 a,yai; 1 U~axag R .. I. :tlo .. 1 tM:un 1974 adalah aeperli yang d:ijela.sk:au 

d.alam paaa.l 57 Und~ang lh.I. No.1 tahun 1974 yaitu ; yang di.m.a.IQ:iud. d.u~n 

pe:rka.wina.n oampura.n da.lam Unds.ng-\\llda.ng ini a.clalall purkawina.n ap.te.:ra. dua o:ra.ng 

y~ di ImloJie&ia. tm::duk. pada huktun ya-ng berle.inan kareD& perDede.an I<ewa.rga. -

ne_.,.aan dan aaJ.ah eatu piha.k berwarga.nega.re. Indonsaia i 

Manin-iba.r~g, ba.hwa Pemohon ka;re:oa perbeda.an e.gama. dengan ca.J.on 

isteri~a yang ba:re.gama. Kr:L1lo!'ten ade.leh tidak terma.auk dulam perkawi.oan oampuran 

aoperid YUXJ& dimQ.ks.ttd de.lam pas&l 57 t.lnd.a.ng-Wlda.ug R.I. No .. 1 tahun 1974 s.m.ing­

ga titlak dapat <tipakai alaaa.n da.ri pasa.l 60 qat 1 U~ R.I. No.1 ta. -

hun 1974 ba:gi Peto:ohon ; 

Me.ni.lllba.ng1 bahw'a PEu:~e.dila.n l:rEJ&'(Iri bo:rpenda.Pat 'bahwa. tardapat 

ol.lk:tlp alasan untuk membori i ji.n t~toni...ke.h kep&da. Femohon, u.utu.k: m:enikah di. Kantor 

Catata.u Si.pil, denga.n m.emperhutikan J;>asa.l 7 qat: 3 dan ;pual 8 de.ri Sta.a'teblad 

1898 No. 158 Regeli~ Op de Qt)mo~e Htnrtel.ijken. Y'O pas:al 60 Und~ R.:t. 

No.1 tahun 1974 t 

Menimba.n&r bahwa berda.sa.:r.k:a.n portimba.ngan"'"Pertimbanga.n diatas, 

maka. Pengadila.n Negeri dapat menga.bulkan pEII'moh.ona.n Pamohon uutuk. memberi :iji.n 

kep~ Pemohon Jamal l.tirdad u:ntuk mala.ngau'08kan perkawi~ di JCailtor Cat:a.ta.n 

Sipil ; 

Mem;perha:ti.1<::lilJ:I. pnao.l-pa.aal d&ri U~ang dan pera.ture.n.-pera. -

tura.n la.:in ;,y-a.ng bltrs~tan a 

M_ENETAPKAN 

Mengabul.kan permohonan .PGmohon tersabut Qie:tas 1 

Membni i jin kapada PEt~nohon 1 JAMAL M.IRD.Al) rmtu.k mala.ngattngkan 

perltaw:t~ de.nga.n Ln>IA EL:IZA:BE<.l'R Rl.JT'Jii KA..ND0U ti Kantor 

Ca:tata.n Si.pil ; 

Menet~pks.n Pe~t~ohon u.utuk membi\Ye.r bi83'B. perm.ohonan aebooar 

Rp .. 20 .. 000,- (due.puluh ribu rupiah ) • 

Dem.ikianlah ............ 
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·. 
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Domikian,l,ah l'e!le'tapan ini dil>uat di Jak:arte pada hari lC .A II I S 

t<llllgglll 29. Jlei 1266 <1an pad:a h<.<<'i itn juga. di\WapkOn llimuk:e. umum ol<>h. 

kami 1 !1!. Elli(ANG SRI.JOO(Oli1lJAN, SH, !rJ>kim pad:a Pengsdila.n lieg<>ri. Jakarta 

Sel!tton d<mg~m dil>Mtn olah !?ani tero Pengga.nti 1 ACHIWI l)JUCI!l!AN1lDlJI aerlla 

dihsdiri oleh Pl!l!IO~Otl dengan didl.ullpl.llgi k:Uaa8J!Y& .-

:Bia.ya-'bis,n. :: 

Meterbi 

Redal<si 

Leges 

Pangrilon dll. 

JuiDlah 

f 

I RP• 1 .. 000,- _ 

, Rp. 1 .ooo,­
' ap. 1·5oo,­
' RP• 16.500,-

--·*' .. ~·-.. ·--

r 
\ 

7 
' ' ! ,· 
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II 1 ii"H" 0 ~ ~G). n 
m ia Q ~ U Fllml!dUMK NTUK 

•• A ATAN PERKAWINAN 

enanyaan 

""' 

'"I tl•c! ~km "'<"'-!><'bl 4.01tl """""" A.n1luo .. n Elen<<>J•"- fU .• .,. 
l'~Y.. m.ot .. mplrbn loin torndh &u< PQ•b•• ......: dlrunj~k cl<'h 
~·<rl FJ .... ~ .. JOI>, 

... ) &1:1 <&!<on ""'MI)o<bil ""'' w<~>~h p........b Uwin wpo~ Jlhuoo¢,._. 
bn~ akmn-u.11 •'""'""'' ~<-.....n M-l•n<llil:om 
bot-pc<h"'iAOAW..M~J..np.-<lbn~.,...,..m • 
... ""'" «<!\>( !«"'"'"""" ...,...,<nUn .w,.,.. h-1 p.oru~ ~·bwl<>•n 
U>=-'~ • ..,..,~. Dilim two~ mnll> Jol.om ~""' ""'"-., ..,....,... 
lll"""""hn l:tn. f'~~:~o;.,. 
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Nomor: 

Model: I 

Kepada Yth. 

SdL Kepaia/Pegawai Luar Biasa 

Pencatat SipiVPejabat Khusus 

di-

... ·-/~1!/f tr'T.A ..... . 

Yang bertanda tangan dibawa.h ini : 

.... , ......... JP/Xt+:T~A:~ ... f!.6!. !:Ef.'(!. .. ...f:<f!.-5!.~.'-? ...... , .......... . 
tempat dan tanggal WUr /[AiJA f/,JA/!.": _I'?'?)'":"; (-f~rr ;:':;:), . //~_//-:. r;;: 3.f 

..f'J (umur ............... , tahun telah memenuhi batas umur 19 tahun) ............... . 
f"/?OT"EJ'T4/./T agarna ............ , . , , , .......•............................. · · · · · · · · · · · · · · · 

pekeljaan ... /I :4 A':f.A. .V.A.A/ ..... P.G.".~ f.. A/--:-;-";'-:" ... P.:~J~ (. .. __ ... _. 
rempat kediaman .l!o.11('tc G?_;r'J .. _f.q :'~?: ~ :';(:<'-:'"_! >· :S'//7~-i_"V_V, :''''~'T.<ZS 

belwn: peHftlh • ~~A!' rA ......F ~c . 
sebelumnya ) kawln dengan ....................................... . 

pernah 

. __ ... _ ... _ . {)L- 6<' A . ... .P ~A/tf ~ J?. ................................ . 
anak lakHaki dari suami !.steri . , .. T-7: .. :.f:-": ~ ~-~.\ 1 , , • _ ~/'-!_ . . f?.t!:' ~. f!~. -f~J 

............... ' ............... "'" ....... " ......... ''." ''""" ..... . 

dan 

_ /7,41/-k'l .:S.r/,.?A~ ................................ . 
tempat dan tanggallahir . _(.tJ_,f' 1</t?~ C' .f.C.: c.LifA,#t7 , .. -! 1/-.J.&:-/'! T_ .tr//1?"":~ /'/. S/-<: 

(umur. . ..... fl. Y ...... tahun telah memenuhi batas umur 16 cahun), 
_T-S'LA N agarna .. 

pekeljaan __ ./i'" A ;?_(,1 .; A~( •.• ·~;;7 :4 ~: j-:4 • : f'v_rA" ~·: :. _ : ..... : : . 
temp at kediaman . . ~/V; . . If: -4. R:-411'!. _f't>cA . I."//S"~. 4-:A,;-..flh_Nt;<;-p. _ ... 

belu!Tf~ , ~k4Rl:71S~L. 
sebelumnya •) kawm dengan .... , . , . , , , , . . . . . . . . . . ..... , , , ..... 

pernah 

_______ . f?.C/SI-7":<--' _ A.<fU/A;< _ .. _. _ .... ___ ..... __ ..... _______ . _ 
· · · · ;i?AbGP /vfA'tV<'i"..f"A RE.tVo JPG"A/4 {" anak perempuan dan suamttsten ........... , , . . . . . . . . . . . . . ... -"· ... , ....... , .. 

. . -lJA ;tJ _ J?A:<' {"V RP.ft:; . /.;t~AtJA 7 ... __ ..... _____ ........... _ .. __ . 
memberitahukan dengan hormat kepada Saudara Kepala I Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil I 
Pejabat Kbusus di., .--?~/C-4./?. T4. _...... . .......... , ............. . 
bahwa kttmi/~ •) akan melangsungkan perkawinan dan diminta agar ten tang pernberita­

huan lnJ dicatat serta diadakan pengumuman seperlu.nya, 
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DAFTAR 
UNTUK 

PENGUMUMAN 

Hari ini tanggal , .~~~. ~~~~~ -~~~ ...................... seribu sembilan 

. 4el.aJI1UI,IN111h - . ratus .........•.................. , , saya .... , , , •... , .. , , . , , , .......• , , . Pegawa1 

Luar Biasa Pencatat Sipil/Pt!Jtl'Mt Kftd!ll~ di .• -~ -~~. ~~~~~!1~ .. 8.~~ _l?Jq .. ~~ •.... 

mengumumkan di Kantor lni, yakni Kantor rem pat menyelenggarakan daftar-daftar Catatan Sipil, 

bahwa pada hari ... , .................. , .. , tanggal. ..... · •................. , · ..... . 
. lli Jaka1'11•. ;am ........ , ....................... tempat. ... , .................... , ......... . 

bennaksud hendak melangsungk.an perkawinan: ..... , ...................... , ........ . 

. . . . ' ............. ' ' ' ..... ~ ... ~~~ -~~. ?~~-~ . -~ ...... " " ......... " , 
1S..P101111l d- ' -·-umur . , ......... , , , , ........ , , .... tahun, agama .............. , .............. , . 

peker:i<lan ........ ~-~~,, ....... tern pat kediaman .. ~-·~':"!'1.~'!'. ~~ ~1; XIC 
l>Ollllll . ~-·· .................. dahulu ........ , ..... , .. , , pemah kawin., ................... . 

....................................... ················· ················· 
anaklaki~Ja.ki dari: .. ~-~~ -~~~?. ~- ~-~~) ... , ......... , .. , ....... ,.,, .. . 
umur ........ , .................... tahun, agama, . , ........ , , , ................ . 

pekeljaan ... , .................. , ... tempat kediaman ................. , .. , . , ... . 

dan . , , -~~~~- ~S.". ................................................. , .. 
umur --~~~~--~~---········· tahun,agama ..... ~-·-~~--·············· 
pekerjaan .. ~~ -~~ ........ tempat kedlaman .. ~- . ~~~ .............. . 

dan 

• • 
umur --~~~~~- .t.~ ........... tahun, agama ..... ~~ .. ,., ........ , , , .. . 

. ltupwatt . Jl,lta:na& Pola I/15 Jalao:fta. pekeljaan ......... '< •• , • • • • • • • • tempat kedmman ....... _. ................... . 

. . . . . . . , , .......... dahulu . ~~~- .... , .. pernah kawtn ......... , ........ , .. . 

umur ........... . . . .. . . . . . . . . . tahun,agarna .. ,, ......... , , .......... . 

pekerjaan . . . . . . . . . ... , ........ tempar kediaman ....... , ................... . 
11.4 .l!IDJ:.lAI! ( A,___ ) dan .................................... " ............................. , .. . 

u:rru.tr .. , ...•.................•.... tahun, agama .............................. . 

pekerjaan , ..... , ............ , , .... . tempat kediarnan ..... , , .... ~ 

Demiklan pengumuan ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. 

MANtNGKA""' 
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__ _.. ........... 

N? 0006871 Model : Nf, 

SURAT KETERANGAN ASAL - USUL 

Nomor : 3"-)/.:J._sf·~/S't. •• 

Yang b-manda t&flgan dibawah inl, Kt:fp.,l,l Desa _GI;9G-)L SELATAU 

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Nama 

2. Tempat dan tanggal lahir 

3. Agama 

4. Pek6rjaan 

5. Tempat tinggal . 

: JOl!A'l!!IAN·. Pl!lTRUS SIBERO 

: ~~~~ j ah; 11 liioB~mber 19J:l 
: Kristen ___ ----·-··-

: K_a_ryawan l>orta_"':"· =:ina=---:-­
: K omnlek P ertceina R t ooJ/ 07 

ad.a!ah benar anak dari pern!kahen saotar.g lekl. laid : 
1. Nama ; T K Sibero (.rllma:rinunl __ _ 

2* U m u r 

3. Agamo 

4. Pakerjl3an 

5. Tempat tingga! 

dangan .,eorang perampuan : 

1. Nama 

2. U m u r 

3, Agama 

4, Peker]ean 

5 Tampat tinggal 

Damiklanlah surat 

batan dan d;,peroonal<a 

• GrcH BARUS 
'----~----

;. ~- ---------· ' -----c= -- ---·----------~ 

'- -
---------

mangingat sumpah ja-

t 

I 
' f 
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Nr: ooo4ss 

Nomor 

L N mn lengkap dan aliasnya 

2 Laid -laid! ?atempusn 

3. Tanggal lahiqU,nur) 

4. lempa.t lahir 

~ Agama ...-

6. Peke·j.Gan 

.7J To:~mpat 1inggal 

8 N/Jm3 ora•1g tull (bin 1binti) 

9. Tand .. - .and.J lsilmlf:wa 

1 0· ,dka laki -l..1~d terangkan jejaka~ 

dudJ atau mssih mampunyai istri 

Krt•ton 
·: . "K p 

Model; Na 

., ·' 

Komplek Petrunine Rt ooU07 

; T J! ;li:BE"""RO"-'-, _ -------

·-------
Duda :C erai. 

Akte oerai !I o: 46' l96J-
dan berapa isrdnya *1 · --..rta!ligalJ 23 A'fil"!I I9BJ, 

11. Jik.a perempuan. tarangkan para-

W<Hl atau j.&nda 

12 Nilm3 su >mi /i.>tri t&rdahufu 

D~mi~ianlah su•ar kal>rangan ini dibuat tenszn rrergir.Qsl surrpth ja­

OetJfl dan diperguna.kan dmn:,;na peilu. 

ni~ah di a atatan 
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Model : Nh. 

SURAT KETERA!IJGI>)IJ'·' ,.·, .. 
No~--::~qi·JSf·t:/~6 ·-· ~· \ 

Yang beffanda tangan dibaweh ini, Kepele De~a 
GROGOL SELA'!AN 

manarang~an dengan S:!S'.<llij'Ju!<nyJ, bahwa : 

1. Bapak 

1. Nama 

2 Umur"· ··· · 

3. Agama 

4. Peke•j_aan 

5. Tem;:>:tt tinggal 

It lbu 

1, Nama 

2. Umu!' 

3. Agann 

4, ?sks1jaen 

5. Tamp<Jt 1ingga! 

adalah be oar orang tin dari s.EOII'.lng; 

1. Nama 

2. Umur 

3. Laid -lakiJPerem;lu9n 

4. Agaf"n,) 

5 !~ekerja.en 

6. Ternp<~t tiogga! 

D~-ni:{ianlah sun!lt ketarangan 

Jonathan P etru.a: S ib~re 

: •. 11 N op=ber 1933 

L old L •I¢.""' __ --~~­
Krlt~ten 

:_. K arY!wsn P ertamj n"•---­

: .MJI~J!1..PJ.e~_!_e:irtanina IIO 

ini dibuat dengan rrergir.gst su_rrr£h jtbet-

an dan dlpergunaken di•nall~~:!'.'IJ* 

' 
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PEMERINTAH OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
WALIKOTA JAKARTA .. $ELA.TJ..I.£ ............. . 
Jt. 'tt:unoJ.Ql!l) ... 1l:o. •. 1.. Telp ... 7.3.4:?9.9 .... . 

Model : PM. I 

JAKARTA M 0399684 

SURAT KENAL LAHIR 

No. , 354L\1lli.ml19eG. 

Pada llarl tni tanpl q~!f\J:;~W:J#.J. .. :F.~ .. A-P.?:".;.;t;,, tahun uribu sembilan retusdelaPAUD.uJ...ub. .. an.M. 
dlltang dihadapan seye 

1. Umur ............ ~Q ......... tatum, pekerjun ,.J;\:~.+.l'.~!!.IW,..,,P.ffl:!l,g.~ •.. +:'Jri 
.................................................. t•mP>t ''"'"' dl K"-Jl?..Y.QX7i\ll. ... L8Jlli'!. .. Jl.kQ.Q1/.Q!i ... Jil-K.Sel 

2. .~ ... S.I.ll;\Jn ........................ . Umur ............ 4-.Q ......... tabun, pekerfaan -~-~WAl;+ .. ;r..ero,~ .. J;JKI. 
tempat tintl981 dl J~ax.e~ . .B..t-::O.Q9/..07 ... Jakai:::titil. .. S.el 

Kadua Pftngbedap lltl:lt pormintaan dllf! untuk kepentingan orang yaftil ter~ebut di baweh ini manen~ngkan l«!pad11 
uya, ballwa mereka me:ngatahui OOnar : 

e. Bahwe .. J.,.J?., ... SDAO. ....................... paketjaan .. E.a.r.Y.§.~:'@P.. .. J?.ert.~;.a ........................... . 
t<mpot """'' "'Kel.JJr!l,hM .. Gomarol .. S.e.~atim .. ':?.t,.QQ¢i/Q7 ... JJoJl'..at;~.l! .. .S.~l"'~A.'l ..... . 
lntul dita!tirkan di ..... ~Al'f.J.ARE .. ?lUl'.!.Ul'.,. ........... pida taflilgel . .S.E!J.ELAS .. ~lO:P.E!i3Ea ...... ... 
"""" ....... ~.lillPlJ! ... ~.llll1llUiill .. !M\'I:l))l •• !i'.J.:.\l:f. .. w.MTI;J; .. U\f.O.. ::: .......................................... . 

b. Bahw.a .. if.:.f..! ... ~.~~-1 ..................... tarsebut edelah anal< .......... l.§k~:-:-lW ............... .,_,.,,,,., 
dari ... :J:.,J!., ... smmo ............. umut .• .Alm ....... tabun, pekerJaan ... "':": ............ ;';' ........................... .. 

temPM ttnggal dl ::-::::-:::-.:::-:.::::::-:-:-:::-::::-=.7.::;:-:-::::::-.... ~ ... §.~ .. . ~§.g~JKY1ll: .. ~~!!!:o.H.t ... :n .. ~.:m:.t~ ... 1 Q;t;.tt .. 
c.. Behwa .iF.~.J? ..... S.D_li;RQ ....................................................... u:nebut tidak mempunyal suret t&hir 

yeng sah !«iteM l£J?.~.~§!l.l."!l,:l:.+.g~'l}; ... ~;!9.~f..1\§ff;'.~;e~ ... r!~ .. EOO.'R9.:r. ... Q~:l1/!:£gm .. S.:i.-:9.~;l.. 
d. Bahwa .• J. .. F ..... SJ:BERD .................................... , .................. tersebut mtmertukl'ln surot kenai lahir 

ini untuk koperluan ........................... J?~ay:ar.lil.:tf.l.U .. l:e:d~win?m. ........................................ -

Salanjutnyl'l kedt~~~ pelllJhadap itu manerangkan, bahwe tental\g l«llahiran tnl depat dik.etahul. karena mereka telah 

pernah mslihat surat keluorga dan{atau surat Jain yang eda pada ..... Y.«n& .. b.erll:ap.ant~ ............ t<:n$but di atas. 

Oe:mlki3r'llah sur~~t kenai lallir lnl dibuat Jl'ltelah dibacakan u;r(a dijelas!tao, !<edua pe:nghadap me:nguatkan ketet<mg-an 

di atlu dan atas kebenarenoya dimana perlu ben:edle mef\118ngkat sumpeh, k~mudian diunda tangani olah kedua penghadap 

dan ~ya. 

SGH!IS1 
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PEMEfUNTAH DAERAH KHUSUS IBUKOT A JAKARTA 
DINAS KEPENOUOUKAN 

Jallltl Kobon Sirlb No. 20-22 
Telp. 367205 

JAKARTA 

SUR AT- KETERANGAN 

Nomor; )?f .l?-~/~ ~ ;_._·}. ~ 59G 

Madill ; K ·XXXI 

Yang berunda tangan di bawah ini menerangkan bahwa ; 

!. Nama : .. J ona:t11 .. :1n. .P.cL'n~ ............................ . 
2. .Ienis Kefamin . La!ci2 . ·············································· 
3 Tanggal dan Tempat rahir 

4. Agama. 

: .iio:oan;j.::.h.e. .1.1. ... tt-.. Vi!J1) ....................... . 
: 1'~q~<j<?~?-P:t ............................ " ....... .. 

5. l<ewarganegaraan ") ~/WNJ 

6. Pekerjaan ... £t:ry;;,y·:?;,n, .................•....... , •...••..• 
7. Alamat Lengk:ap Jln .. Si.mp~u.,:; .:Uat , !!'J .................. , . Rt ..... .. 

R Kl h "'r '"'e1 :ft:· .. w, , .. , . . • e ura an . , ...... ,... __ . r___, ••••.••.•.••• , 
Kb L~R Se1atan Ke<:amatan ... , •..... , ..• , ..... , . Jakarta . . . . . . • . . . •.. 

Berdasarkan Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahun 1979 teotang Penyelanggara<~n Pendaftaran 
Penduduk dan Kartu Tanda Pand1.1duk dalam Wilayah DKI Jak;Jrta, serta Hasi1 Penalitian Terhadap 

tdentltat Kependuduketn yang telah dilakukan, ternyata: 

....... -~~:;. ~?-~!'l.k .. U:~l-~n;~~::1.'7~. ?-"/F ........... -...... -.................. . 

....................................................................... 

' ......... ' .. ' ...... ' .. ' ........ ' ' ' . ' " ... -.... ' ' . ' ..... ' ' ' ' . ' ' ' ...... ' 
·········································.····························· 

Selanjutnya kepada yang bernangkutan da~t dl!ayani menurut ketencuan/peraturan yang 

berlskt.J. 

u 
Jakarta ...... 5 .......... ei. ........ 19 .. 86 

KEPALA DINAS KEPENOUOUKAN 
OK! JAKARTA, 

Pct·ct()D!' ub, 
Kegabt::'Sulw: Dina$ Kependudukan 
Jakarta •....••.. , ............. . 

\11. ct~( 
{ .. '""'"" ...... -:: ... '"') 

-----------

I 
' 
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PEMERINTAH DAERA.t-1 KHUSUS ISUKOTA JAkARTA 
DINAS KEPENOUOUKAN 

Jalan kebon Sirih No. 20-22 
Telp. 367205 

JAKARTA 

SURAT- KETERANGAN 

Nomor : . ~,{ ~,'5.{! :o )x1 . . 1.59G 

Model ! K ~XXXI 

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa; 

I. f>·hJ m a . !l!i.r.i..~ -~~~~~- .. __ .}I.e.~·- -~~9~~~?~?~.5 ........ . 
2. Jflnis Kelamin ? ~;r.e;:rnl\.li;';ll:l. ••••••••....•••....•••...•• , •••••.•. 
3 Tanggal d;m Tempat lahi"i- ~}l:V.•~o.z:e;~~ ~. ??:-~:--! ~.4.~' ........................ . 
4. Agama, . ;t.'ila.m, •............ ' ........... ' ' ........... . 

!li~WNI 
.. ~.c.\-:ati .................................. . 

5. Kewarganegaraan .I 

6. Pekerjaan 

7. Alarnat Lengkap Jln ... 1~z:·~~Y-~9~fi ... _'i/1.5 ....... , ....... Rt .. 9?.1.~ 
u 

flw •. Q3. . . . K~lvrahan . .a.tj.!'.ft<iang ..... , ..•........ 
Kecamatan ... ~:::. ~?-:TjP.~ ........ Jakarta . . ~':~::r.~<:~ ... . 

Berdasarkan Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 
Penduduk dan Kanu Tanda Penduduk dalam Wilayah DKI Jakarta, sena HatU Penelitian Tethadap 
ldentitas Kependudukan yang telah dilakukan, ternyata: 

Y;. tak_,l.l. Kmp vS mem.1. ~ C~ •• .!. ..... ' .. -. ' .. ' ............... ' ........... ' . ' . - ......... ' ' .. ' . ' ........ ' 
······································································ . . 

......... ' ... '' ,, .......... ··················· ....................... . 

..................................... ,, .............................. . 
Selanjutnya: kepada yang bersangkutao 'l'lapat dilavani menurut ketentuan/peraturan yang 

berlal<u. 

; ;.-.~i n6 
Jakarta, .•.. , •...... :: .•....•. , ..•. 19: ... 

KEPAlA OINAS KEPENOU!)UKAN 
DKI JAKARTA. 

1' e tuzc, :-: ub, 
~u Oin<~t Kependudt~kan 

Jakarta .•.•.•...........•.•... 

4 ct7V-. 
L .......................... ) 

NIP. : 
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' ' " ' .. 
' 

·' ' 

Sr. Ida.- PEN CAT AT AN SIPIL 
No.1430/DI/IV/8). • 
Tgl,23-4•198J,• 
---.. ---0------

WARGA .NEGARA INDONESIA ................... ' ......... ' 
KUTIPAN 

AKTA PERCERAIAN 

No. 46/198}.-

c era 1 a n.wenurut stbld 19JJ no 75 yo 19J6 no 607.-.................................................................. ,,, 

yang 
psda teng1go:"> 

Meliha! untuk 
.· ·. ''f ;-,.--,,., ,,,, ··~ .,...,1 t''!"l 

mengesahkan tanda tangan di atns ini <lari: ·- ·----· · · ' 
·rr .. , "H'.4'l'-'· -'~,,~;:~..,.-~ ... 5(1 

· :··: .. ·,~· t i,: :.ri..:::.::: ;:•: i' ti i:L"Ii~ ~'J~ :-:-. · · · · · ... · ·" .... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· .. "· .. · · · · .. · · · · · · ... · · · · 
Pegawai Luar Biasa Pencmat Sipil di .... , ........ , ............................................... . 

l;i_QCT 19!13· 
(ar>gi~~l,,rl~·-·.· ._ .. ·.·.~: ~ .. ··. ·· · ······ ......................... -·- -·-··-.. 

No< 
!Leg~l'NJS/19 

--·-··-~. 

.• 

' . ' 
~ .... ' ; ... ~. 
·t:F.:;i' 

1·:c.:-
, ~ .. , ' 
...... ~~. .... 
' •:-.• 
' '" I 

-~ :~. -~ 

. . 
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tt.la~~,.:;,.~{ .. ;.;,· ... L.l' .. J;oJ...J;,J~·.!..b )u./J. .~.:Ld ,., ... 4 .jh - ? • •• .c;c:,.,.;f~\ 

N" ,, 

USIHEN ibas RegiHf'r ken,:; :..; .. lbk st .·~h1 ,~it;c:t'"l ~~ N!F'fPIDi<tht. 
'b GER:En,, ti"'i\ ''i\1 "--~--·11\'-!,as , u_,, .. ,,.,,;~-·.•L:) :•1....•1;:') ' '" 

1G .. B K. P .. J 

CLASS IS i' <' 

Enggo i suratken 

kg: ~7 
1 di~Nh I:H'.:.a ib,1~ w.~o_ .... I' ), I' 

bl.' . ., '" )' 

th .. _, ;?.,;,t.enggo t'Jb::'l M•,'l,: 1ilnL·, 1rh!..wru !"lan Jn,lir •v:Jui ,;n;:;J:o iba-

hon gel~r-rl<l .1sum iJ h:bqh, 
' 

Si .. _... ... .... . ..... . ........... ; __ \ .. 1 .! ; 

A!.\lm ia i PEf\d)lt:Er·-J 

-~' ,.,.. 
i'lerg<~n.;-Ber-u ·­' ' 
1\nak si.. ' i-, 

Kutana 

I 

!· .. 

~ 

1\nak ndai 1 Pi:RIDIKEr-.-1 :t,~·; ""·HI 

Djadi NGAWAN 1a ibas 'N~ri;¥ 

Mi5ser ia ku 

Reh ia ku djenda ibd~ wM• 

Mate ia 1bas wAri. 

,1 
't ry .• J--1 t: ) c.-( ~~ (-l<$ .... 

i ' ' ' J " ·' 

'it,!)t:'l'1' ''· 

:.V. 

' 'r, 

' 

-·/ , r • r • ·~ '·.' :_ ' .. '"' ' 

'"\' 

' ' 
•,"/ 

,, ,,. 
. '' 'I" I .,, ~, ,· ' ' J . ' ' "' .. - .. ~ " 

. -·-·-- J·l 
, o r"j 1 ,-.r ~. 1 !1~J.'l}\'l;{) \I'· ·,t,,, I ~ .. i'-' \,,..._, • -·vVV 

rb-1~ Wi!rr 

nari 

Ngesahken rnak;~ Oal i ;•Jra t r.nda ras R. c g ; > t e r, 

~
/<'' .. :_ --~ '• 
·,· -r , .. 

~,. I ~-
, -

... •.' 

'• 

" 

.. , 

·p ,~ N 0 .IJ,J A, 
. \ . i !Ji~. 
. I '// ··-

•)/,• '.::-_._,.·.:, rl 
. ' 

\' 

.:;,;.:.;,i .-L:;t;:.L.,F.~:.,-,(A ~~··> •. "'',: :-·~;--•. •:··· ·-·:;·'<·.-. ''"''-',,"r'~''l""'·'i"":>' ·­
I• .._, -.,,::· ~..;< ;,••-'"'-'•· V• -..._ .. , .~~' _,,~,>1.>.!.>->( ....('•'-' •'.~'.l,,1,1_ • ·,I_~ 

N,;, 

S:\Uf·.JAf.J d-:r; .~:;;r~(·!" -..:-1:'1 '~·'' 1:.>1r· .. ~.,:. r:.A;rns;\i'~ ~·: 

CLASSIS 

GF.-.£. •]~\-,1:.7 ·•<-f.:.r'.C! i r.(''iT'.;rt~I<T 
i~~ e. K. r.} 

Pada ftari r' 
" 

th:laD .• ;· .: {.:•--:\lc \•CJ._'--Tahm: J0?"~ 

tela)\ hftir S<::O".lr\t; "\1 .~k !:!k;·!aki pNMi1p•o.:rn 

l. I ' . ·~ 
. -·· [,.J./!) N!lma. ' I "' , !. ' •• ' 

i· i~, ,-_:.; 
"-> 

1' j, 

V ,',1l.; l'.i DIP.l.i.~,.. ": •-· ~- • ·' -~··J "'' r:·c 

' ' ·I 
'. c 1 t· ,\') c; .. <. f J; ., 1 ,_ :· ~:' l:L .,_ 

.. ,. 
t-1.:rg::~-btr,, ) 

/\:rak .:J.Jri .,I 

f~:.mpvng 

'.'. 

DIBAtms~:.At-1 f::C.r.h IN'Sf.·~' 

' 
S·:br:oL -~.:. ,\ ' (-'t. t \!. \ 

11' " 
:• •'·)1', " ' '.j_ 

:i' ' 
)·_ .... ',, \. :.·l, v 

) 

" ' ·\ I •.··•. 
\ i ' ·~ ': -~;. ... , r;r • ~} .. r.l ~'L ' ~L 

Telr1h mi:!rr•.lr~:Ji )II)! 
' Pd~-\ ~~~ ~.,.<.11-;.:1 :'.!l1'1it ;:-; ( 

..,~ ' .. .. ' .. 

"'\!' ". c·· , (-. ~-:.1 ... -..f\.:: .·'··-··.-... 

Pindah K~ 

Dataf'lgnp. rJMr 

Meoinggul pad3 r•.I>1,~~4L 

M'"r>ii.lt,,l4-JI'I :·,J~IV"i:J. ~u",~t rr.i sr~nnH J"rli{•Fl H:S,IS.O:er. 

' .. 
,. 

,_.n, 
'lf 

,, .. , 

P E N D E T A, 
···..,, ,t , . 
\·,;~. 

' ' ' ' ' ~~",. I . . 
· ..... - ... -.J,.-, 

!} -
I' -~' ~ 
" 

·--· 

;""f 
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PEMEAINTAH OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
WAI.IKOTA JAKARTA .. 'JEL.A!CAliL ......... , .• 
Jl. ·~:r:t.UlQj.QY..o.).~Q_...l. T•lp ••. 7.J.42Q.9 .... . 

Mode!: PM, I 

JAKARTA 

---·-·---·--- -------- -··-------·· ... ---

SURAT KENAL LAHIR 

No. : J5~L~·n:r.LJS/.l.9CG. 

P•d• Mri ini t.ang;.el i;H!:':lH!l:t;h .. !:.*.":¢.~ .. !}.;g·,~-J .. tahun nribu ~~l•n r•tvtdel.ap.anttuJ..uh.,~ 
daUop ditt•d•pao Mfll 

L 

2. .IL ~ ? ... :'1.£\l;i.w,- -----------·---- .. ---.- Umuf ............ !t.Q ......... tahun, ~k,rjaan .• K.o..r.'.f.\'!:W!Ml •• F.eL\<\§,,,,W.: 
t•mpat tinpl di Ja..~"-:t!Sii .. R:t':'l0.09./.01 ... JWt~ti-'& .. :J.el 

Kedut po!n;had•p '"'' P'ifminh~~:n d•n untuk ktpentingan Otsng vong t"tabut dl baw•h inl llWtllrtnQk&fl k•Pida 
~'it, bthw• ma,.k, !'Mfl~Jo'tlhl.li Mn.ar ; 

a. O..hwo .• J.,.l:.~ ... S.P.ffiC.,.. .................... pe.knjun .. f::OJ.""fo..\"M .. !".ru::'.t.Q.W.inJl. .. ,, ...................... .. 
t~tmp.u tin~! di t:elllr~.ll.an, .. GX:Qf:;Ql. .. S.e.J.s::..tM.Jlt-:-:QQ(;/Q1 ... J.9.J:;.al;:t.~ ... 1ti~.t.an .•.•... 
botu! dilohitkon dl ..... 1:dJA.!J..J...A!lE .. :1.ln!ll't.,. ........... peds I•OWII .:l.EJl.EL.A.3 .. .L~C:EJ1'i.-"~:1ID ....... .. 
"""" ....... ~;JW,llJl.\! .. ~-ll!c\2Xklli.\ .. ii.<\1:)'[,1. _ :i:l ,;lA. .JC!IMW1 ... T.l \M, --~ ........... _, _, ....................... , ... . 

b. SehWII , .. ~.!.1r.~ .. .:?J;\@.9.J ..................... IDI'IIbut .dll&h anak .......... l~~j.-:-:-J.n:J;:,;;i, ..... ., . .,,.,.,,.,,,.,, 
d•ri .... '.':.~~t, .. :;tnE:lC ............. Umur .. ~ ....... tahon, pekerJun .. :-:-::-:.~::-::-: ............................ . 

· · ------------------- • dan is-h-·h·n.-a 0., · · rr "_:A~n~::~ '7t'\+"l-! \emp.oil Uni!QIOI -d1 ................................................. , .................. l-l+.lt'IIT<oi ...... ·r .. . l,~t.rr.t ............. ~ ..... A ... !,X,\'."1 r., 

e. t:Mhw• .J'.t.~., ... :3.l~.lim0 .............................................. : ........ ten.Out tid~k; memP~Jnvai S\lr•t lan!t 

yon11 uh k1u•"" l; .• ft~1;l,.+:f!fl~ ... !:JH~.lf ... c~7:):\?4:P.~~~!').J.:l, .. ~J . .1.~@~9l': .. 9.t!:X1.f.:\:li@ ... ~.~l;!.~;!. 1· 

d. Bahwa .. J. .. Ii' ..... SJ.BERD ....................................................... tnWibiJI mQmerluklln 1urn kO'nal lahir 

ini ~otuk k•porluan ........................... l'~aY.!U'.Q. :Y~ .. .Ee:t~lill.w;i.p,M ....................................... . 

1: 
$glonjutnv• k"dUIJ !Mnvhadap ilu rMnurangkan. b.ahwa lllntllng kelahlran ini dajllll dik'ltahul, k:ar•n• tuor•kl.t tolah 

;»tt11lh IT'IIIIihu •urot ltoluaroa dlrt/aUiu ,ural Lain yang ada 13'dl ..... :f.t\M,.b-.Ukep.etl.tinga.:ll .. , ......... tlmebut rilatal. 

Oamikianlah turat kana! l•l'lir ini dil>uat .. tul•h dibl!cakan itnU d!!ill!lk<ll\, ltadut. pti'IQhlld<lP me:ngulll.kltl kUUllf19~tl 

di &tlH lh.ro ~ta' kubenu1nny1 dimllmt Plflu b~niJdie m1m~ngka1 1umpeh, kl!'mltdian dl!unda U!\IIA!"!I oleh klldut ~n9h.adap 

dan uyo. 

1. 

2. 

acJ 1!181 
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Modd Na. 

SURI\T KETERANGAN UNTUK KAWlN 

NOM OR 

l. Nama !engkap dan alflsnya 

2. Laki-lald/perem}>uan 

3. TMggol lahit (Umur) 

4. Temp.et lahir 

$. A gam a 

6. Pekr:rjun 

7. Terope.t tinggal 

a. Nama orang tua {bin}'binti) 

9. Tanda-tanda istime:w:a 

10. Jik.a laki-laki, terang.ka.n jejaka, duda 
atau masih mempunyal isteri d:m 
berapa isterinyl 

11. Jik.a perernpuan, ter.mgkan perawan 
atau j:mda 

12 Nama SU3mi/lsterl terdahulu 

llarUJi Su,ja!O. . ............................ ,.. ' ........................ ~··· ... .. 

.~.6. .. ~ .. ~~P.:!i!ll!!"ll!1.l: .. ,, .. 1~ ······· ..... . 
J>ul'ilore jo • . ................................................................. . 
Ialalll. ...... , ....... , ......................... ~ ........................ . 

.. ~:\i.~ .. l:.~ . .-:t.<¥.11.~ ......... ······· .. 
Jatipadang Rt.0011/03o . ................................................................. . 

-............... ' ........................................... " ..... . 

.............................................................. *) 

Demikianlah, su:rat kettrangan inj dibuat dengan mengingat $Umpah jabatan dan 
C:apat dipergunakan d.imana pctlu. 

~~ JW k"lural!..t.n \11.1nna m~nr•L.o.huJ fc"n:-. 
~"I lr.ud~ ulcm ••nmp~l.u ~~;· _ 
rnt~ka ihl ~«d.u!;l.alo baru .O{.l\1 t;;~&h; 
Ll.m"' m~a~~uu {m~ninuo.lt.~n kvrt· """'""•' a... Lom-lfln \flab, m;o.J;t: 
I..Uk·\Wk 11'11 dHulls "ti<$2k :UktfMbUI",. 

. 
. .J:~!;Il!1 .. ?.g .... ,, .... !l, ... ,- 19 .. Jl!?. 

;<EPALA DESA, ir.~!l'~"Y1 .............. .. 
...... "' ,., ,_. .............. "'"'""''."'" ······' ....... ., ...... , ... "" 
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MPdel: Sh. 

SURAT KETERANGAN 

Yaua; bettanda tangan di bawah ini, Kepala 0= .. Zatipadallflj ............ . 
Menmmgbn dengan sesunggt~hnya, bahwa: 

I. Bapak: 

1. Nama 

2. Umur 
3. A gam a 
4. Pei:erjaan 

l. Tempat tlnqal 

II. l b u: 

I. Nama 

2. U m u r 

3.Agama 

4. Pekerjaan 

5. Tempat tinggal 

adalah benar orang tua dari seorang: 

!. Nama 

Z. Umur 
3. Laki-laki/Perempuan 

4. A gam a 

S. Pekerj:a.an 

6. Tempat ttnggal 

................ , .. , ..... ., ...... . 

.. ' ....... ''.' ... ' ·-.;...._· _ .. _._ .. _._. _ .. _._ .. 

. R~~. ID!ijah.• .. (. A.l!'! .l~ ... ... . 

.. ~ ...... ,., .................. . -········--·····················: -
············-~·-·············· 
. .... .. .... ~:.... .. -... -.. -....... 
llllti:D.t Sujak. ....................... ,, ....... 
44 tolru:o. 
·re;;e~····················· 

-~~! ......................... . 
.~i.Pertam;!..na.. . .... .. 
Jati~ada_ng llt~0011/% ..... . 

DemildanJah surat ketwangan ini dlbuat de:np1 meng.ingat sumpah jabatan 
dan dapat dipergunakan dl mana per!u. 

.. 
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Model: Nf 

SURAT KETERANGAN ASAL-USUL 

Nomo" ~117~~,.eii!C. 
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepaia Desa . . lati'P .... , ... , ........ . 
menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa: 

L Nama !U':rilli .. ~ ............. . 
2. Tempat dan tanggal ltiliir ~.J<!f ... ~~-.,.. .S<!P."' .1942o' 
3. Agama 

4. J?ekerjaan 

5. Tempat tinggal 

¥.>~ ........... , .......... . 
Kacyawati PartaDJi,... 

j;.~~p~·~· #.~611/63;::::: 
ada1ah benar anak dali pemikahan seorang laki-laki: 

. . Ro floedjak IIOD8fiOredj)>. (Alm)o 1. Nama .............................. . 

2. U m u r .... :-............................. . 

3. Agama -4. Pekerjaan --.................... -....... .. 
= S. Tempat tinggal ..................... ':"'~. 

dengan stOrang perempuan: 

L Nama 

2. U m u r .. ... ,_. .......... . 
3 Ag am a 

4. Pekerjaan 

--............. '''"'" -·--. ......... · .. ' .. ·,,;,; . ' .. 
5. 1'empat tinggal . ................. ~ 
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PEMEAINTAH OASRAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

WAL!KOTA JAKARTA .~:!'!!~: ............ , Model PM. I 

K£CAMATAN ····~~=mw~·············· Kodo K". ' ~I S7 lr:4""ll-::o"TJ4,...l 
KEt.URAHAN ............................... , •• , .. , .•.• 

''''" ....•......•.• ~ ...••••••..........••• T•lp. J§H1!i• N9 788309 

SURAT- K£TERANGAN 

Nomor ' 000 /1• 755.2 / 86, 

Y•no bertande 1Bngan dl bawah lni L\lrsh -~~~.P.!1!!?Mb ............................................................ . 
m.nerangkan brthwa : 

Tempatffanwal lehlt 

.hlnif Kelam!n 

Ag«me 

Ktw4t!Jinagarun 

No. KTP/SKTLD 

Alemet 

Pekflfjeen 

Mak,ud/Kepsrluan 

.~~~ .. ~!J~t. .................................................................... . 

~mpuM • 
ran.. .. .......................................... , .................................................... . 
!Uionesi.a. ......................................................................................... ~ ...... 
. M~~~@§/§§~2.~ ...................................................... . 
.~!!l.AAE~ .. ~~:\~ ..... 1/.1Hl!:\~ . .:!~~~~-~ .. f!.:'i.,!?!J11/0l 
.f.l!!!~ .. ~~!! .. !!!ll.!\1~!!-P.o~ ..................................... . 
. ~ZJH'f!:Kiii .. ~r:YJKJ;~~ ...................................................... . 
.MII!!l; .. l!!W.l!l!:li .. !!i.~~l!!! .. ~ .. -l!!JK . .!\i.!!1!!!d!!! .• f!!!tt.~­
.~i»lll . .r~.ll!!klim;J..illi-Jli!Jg.u.§~.J .. J..l:;.st"bel!a;' 
............................................. , .. ,,, ............................................ . 

Oemlkian Surat Keterangan lnl dlbuat untuk d4pat dipMiuk;!n: seb11V4imqna mestlnya. 

'F,ands titngan ybs., 

H~ 

-
CAM·. NIP. OIOOJ&990<834SO 

Rp. tOO~· (Vide. Perda No.8 Tahuo 197911' 
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:!ll.nJn l.'1!;!'.l1.:ml1. 
lt~ .• l,50.--.:.-­
No ;l2s~/l96l.-:-

TJATATA!I-SIPIL 
( Golongan Indonesia ) 

PurworcdJo .. ~ 

AK'l'E lillJ.JililltA.I'l , 

Uo. 20 I 15!4? .. 1. V 

t 

' 

• 

---- Dh:d dnftnr Kelilhil'oo untuk goloogun Indonosin 
jung disimP<ln di Kantor Pongddilun llegeri Purworodjo, -· 
tcrnjn tn bl.lhwa di .Maron (Loeno), pnd<l lu;tri Snptu, tung· 
gal duo. pul<lh """"' scptembor soribu sombil(lll rntll1! om·· 
pet puluh dua1 djtwL sntu, em.po.t pulu.h litua mcnit m::,lttta 
telrll diluhirknn : -------::-.,....----------------------· 

---------------- : H A R I If I : _,------------· 

c.nclt perompuun do.ri sur..mi-istri Rc.den Wangsn~djo, SOC• 
djak, Wedono Loano dun Radon Ajoe Wo.ngsnrcdjo, Ruden -· 
rol'O Indijc.h, tido.k punju pckerdjao.n, kcdua~dunnjn ---· 
tinggul di Uc:ron (Loano). --------·-------------------· 

__ ... _ Kutipo.n ini scsut:d dcngun kca.dun.n pud.n suc.t dibcr:-
ka.n. -------... -~-------------------------------------·-

---- Purworcdjo, tc.nggnl tigu pulub Oktobel' scribu scm· 
bilan rntus cn::un pulub satu.----------------------· 

P~~~· luur bias Tjatatv.n-Sipil.--__: _______ _ 

• 

' 

( Iswndi ) 

---- Molihut untuk pcngosc.hLn tc.ndn tangun d:iutus d:.u:·i 
Iswndi,Pcgawui lu~ binsn Tjatutnn-Sipil di Purworcdjo 

----·---l'u..""t:o::~G.Jo, ~~ Oil ol!:~oil:>:: 1961.----· 

JOID.NliE3 <'0EJJARDJO ). -....... _.... _ .. 
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ng 759015 ).~~r--t .:,..J' ... ~.. • .. ,......., 
~ • .., v,~., f. 

UNTUX PEREMPUAN '"Talak: itu adalah suatll pe.rbuata.n 
haJaJ yang amat ditnud:Jii Tuha.n" 

KallpaullukuPeodal'1anaTalakn•· ~f.t!9.(.v:l;H, 1a1um 19-~~ • 

Berdasarkan sur at keteranga.n Peogadilan Agama di . ..f~~~. :PP.~~t. .... 
No. "(eyMlll'l] ,}/,C~~!\. tg!. F,4 .. ,I ;>;!A. :j.9!\4 . • pada harl • ~~~~'!!' .. •. 

- .. i!!i .Sl"'..U.l.4.Q4 •. H. atau tru>ggal .?f ... ~'Ill-.).~~<!.. .M. 

v. Talak ,...g.diJolnhbo 1 

1.· Talakyu.gkeberapa 
2. Tala.k yangpm:aah dijatttbkan 

:1. Talak yal!g dijatuh!um sckBnlllg 

Peirtama • 
1 ••••••••••••••••••••••• 

; : :q ;.:~,¥ i: :r:~~;.g :; : 
4. Qobladduk:ho1 auu:Ba'dad:dukhul : •.• ll<l~AA<l4\ll41.1ll ...... . 

SeOrlu!glold·Wd. 

ill. !. Nama lengkap <loa aliasaya 
2.B.iu:;. 
.3. Tanggal WUr {Um1l!') 
4. Ag&ma 
5. Polo:rjaan 

6. Pendidikauteral<hlr 
7. Tempattil>ggal 

Tanda-taoda istimcwa 

{V. 1 •. NamaJengka.pdana!iasnya 
2. Binti · 
3. Taugg.I Wrlr (Umur) 

4. Agama 
5. Pekelj""' 
6. Pendidikanteraklrir 

7. T""pattloggal 
8. Tanda-tanda istimewai 

.Rosman .. ............................ 
.;A.~.¥.!!..~.!1-............ . 

. . . ~.t ... ;:!IA'!\1 .••.•.•......• 
.rs1ato , 

• • • • • ! ••••••••••••••. • ••••••• 

--~~ ................ . 
.. ~ .• J<~ •................... 

' •• 9.'!'!!1 •• J:r!M-\1. :J:l.l!lw •..••. 
.. !.!~.QQl/..Q5 .•............ 

.. !7.~.~-·"········~·· 
.. ~-)! .;! • !' .. ~ .............. . 
. :42.. ,X&h:tul ••••••.•••••.•• 

I a lam .... ' ...................... . 
.• ~~:J;j, ·"·· .•.••....•• ,;_. . . 

! .. ~e:TJll. ................... . 

' .. c...p,.f'1ltih .Timn:c ...... . 
. .ll:t. OJ:i1/. 0.5 ............. . 

VI. Nlbh-R~ dalmla dl<:mt, 

1. Tempat 
2. Tanggal dan nomor 

X. -- dijalanl • 

1. Walrtu talol< dijatuhkan islleri 
dalam keadau-:' 

Suci, haidl atau hamif 

' 2. "'dda.bnya 

. . Jal<:ax:ta •.• 

~ .. ~ .. ~::;1~ ... .:& •• 
' •• .6 .Ol<tober. ~968. .... 

:505/05/.1.966 • 

! .•• ~."\~.!' .. + ............ . 
••• , .. :x; • .S..c~ ........ . 

~st.u ..... 19.84 . 

Biaya pencatatan talol< sejumlah f.l'!ii ~· .':B.:~·J. 1 
. .. .. ... . .. . . . ~ 

Rp ••.•• ; •••••• t.!Hah dibayar. .......... .... . _ .- -· .-..... - .. ~ .. - ..... ..,..,.. .. '!""i"".,............,.,....,.111Wl/l~~~~~oqn..,.. .. "'""'":"''n -- ...... ,-,.~--":",----,---~..,..,.--- -------- -.- ----.--~------.,. .......... '""t'-. . ' -
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K.:»,NTOR URUSAN ACAMA KE.CAMATAN 

l"e>mor 

F A S A' R H I N G G 1I 

Sur":lt k~terangan, 

An:olamu•,.(aikum Wr._· Wb. 

Jabtl4, ,_::,~•--····" .~ .. 5~-'"'L .. __ ..,., ..... ~ 19~§""'""''• 
Kepada 

Yth. Sdr. K.cpala K.Antor Catatan 

J'ln. Tanah .Aba;ng I 
Sipil 

Sc.hubungan dcngan surat Sdr., tan~gal ___ .z.fl"~~---~J:l . ..st..L,_~· .J-91% 

No. Y:/fJ_L 17fJ5.4 / CS/ 19$6 ___ Pcrihai tcnebut dia.ta$ bcrl:;enaan dengan pennobonan 

bwiu Sdr. _JOJ1A:;I'if,&!L.!:_~_tm:_$_§_I~~BQ._-·~------ dikuntor Sdr., dengan ini hmi sampaikan 

bhw>~. ~etdah yang bemwgkutan karni periksn. .\eperhmy:~ knrui tidak dapal mcfllcnuhi. surar Sdr. 

terJcbut, bcrdiuarkan ~rtimb11.ngan bahwa meuurut pa!al 2 ayat (l) jo pa~l'lt 10 ayl11 {2} PP. No.9 

IJ.h\1n !975, Sdri. HA.ttiNI SUJAK ~·------·--··"·--·-- tlb. djatu harus kawin menurut UHa caru 

Agama hlam dan dilakukan dihadapan Pegawai Pcnc:ttat Nikuh SdJa:;ai•nana rang dim:llraud U.U. 

No. 2"1 Th. !~·Hi, Dc:ngan dcmildom, daj)at dihanpbn terjadinya pcrk1r.winau y:.n~ ,yah sebagaima­

na tdab diteotukan dalllm p:ual2 ayat (1} da.n p-c:njde!annya dari U.U. Perkawinan NQ. I Th~ 1974. 

Apabih~ fihak yang- bt!rkepentigan berkl:ben.tan atu per.ofakan ini, lami persilahkan m<:­

minta penc:tapan Jk:eputuu.n kep-ada Peeg:~dilan Agama ~~a-~Sel~~ __ yang bcr!c:antor 

di JL Tanah Ab;mg I. d/a. Wuli Kota Jakarta Pu!:at, $e;bagaim.ana dimaksud o!eh p;ual 60 ayat (3) 

jo pual 63 ayat {l) hurur {:~) U.U, ?crkawina.n. 

Demikianlah ag:.r n.udan maklum dan dipergunakan sepetlunya. 

m, 

Tembu.sin di!ampaikan kepada Ych. 

Ketu:l!, Pengadilan Agt~.rna Jakarta 

_;I,&~~.§.Et~:kan -~-- · di Jahrta. 

Kepala Kendc<pag Kota lJJ>. Sdcsi Urulan 6gacna 

J akarla .... ~.~§.'t.lt\D ............... ·-·*- di Jakarta. 

Sdr, .. ~-~;gt .. ~.?.:h . .,~--··~"·"··--·... di J:tkartr.. 

A -r s i p"~ 

l;l' t 

~IP. 1.5018608.6 

b4. 
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liAllAH Pl!aiASE!fAi! PERKAWDIAN .PE!lilELII!IIIAN ile.:N PERCll!<.l.llll (llP-4} 
~OTA JAXAR~A SELA~AN 

JL. BUNCiil! Rl!.YA l'llJATEl! PASAR l!!INGGU JAK. SEL. 
JAKARTA 

llom<>r o .;jC) /5-P/BP-4/JS/ ,,-/1986 
Lamp:iran • 
H a 1 ; Perkawina.n cmnpu.ran. Kepada 

d:l.-

I 

Assa1amu'ala1kum war. wab. 

Xth. Sdr. Ke:pa~a E:antor Oatatan 
S:l.p:l.l Prop:l.nsi DKI Jakarta 
di-

MemenUhi. makaud surat Sd.r. tanggal rfff;-;;.·'{;,....,::r~c( Nomorr 

~/1. 755~5/1.9~6 }!';"J::! aken melangsungkan perkaw.inan ante- " 
Sdr,J!';" •• ~i'f~~"•·.v~'···•• yang beragem.a Islam dengan Sdr. -

~-t.A..#F4, ..?e-"..Z«S' Ji.&!<?C) - .M<(.c'4t~4 ••••••••• , , • , , •••••• yang be::ragama rit~· ••.• ,;t, ••• , maka kapa - __ 

da mereka telah karni ber:l.kan penjelaean-penjelaaan tentang ' 
1. Sahnya perkaw.inan menu.rut Agema Islam, dan Undang-undang No. 

1 tahun 1974 paaal 2 ayat (1). 
2. Wa;J:I.bnya calon -""""".l/:l.ater:l. yang beragalllEI Islam untuk men:!. -

kah menurut tata cara hukum Agama Ialam dan dioatat oleh Pa-­
gawe:l. Penoatat N:l.kah aebega:l.mana yang dintur oleh Undang -
Undang No. 22 tahun 1946 jo. Pe:raturen Menter:!. Agama llo. 3 

tahun 1975 pasal 1 ayat (1) huru£ a. 
Selanjutnya kepada kedua calon mempela:l. telah kam:l. berikan 

nasebat eeperlwcya tentang pambinaan Rumah Tangga Bahag:l.a, namtll­
bas:l.lnya tetap mereka :l.ncin melangaungkan perkaw:l.oan d:l. Ken tor 
Sdr, dan cal on ~/:l.steri yang beragama Islam i tu mengert:l. te! 
tang perkaw.inan te;rsebut melanggar hukum Agams J:slE!Ill yang d:l. -

anntnya. 
Dem:l.k:l.anlah hasil penaachatan karni, aemoga borguna untuk 

:part:l.mbangen Sdr, selanjutnya. 

Jakarta Selatan1 -
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KBTETAPAN 

Hakim l'ene;ad:Uan Neseri Jakarta 5elatan, ;yang bera:l.­
dang dan mouriksa perkara. perdata da1aza t1 ngkat pertau • te­
lah ...,.,beriken Ketetaps.n sepert:l. ter.,..but <lilla•lilh :l.n.i, atas 

permohonan dori : 

WI!ii S1J!l,~. beral.amat d:l. Jalan Karang Pola I/15 
Pasar M:l.nggu Jakarta SSlat~m, d:l.eebl1t 

sabaga1 PEMOHON 1 

l!akl.m, l'ongadilaa Negeri. Jakarta Sel<>tan 1 
Tali.ih mendengar k&tarangan Pe1110hon dan calon sWllllli 

Pe~~<>hon dan aaka1-.,..ksi ; 
Neml~rbatikan surat-surat Wkti ;yang d:l.eju.lta:a dal""' 
peroi.dang~m 1 

TENT.ANG DODllKNYA PE!!KAHA : 

Men:i.mbanth bahwa Pem.ohon dengan aurat pe:rmohonannya 
tertanggal 31 11e1 1986, yang d:l.daftarkan d:l. Kepan:l.teraan Pe­

ngadil.an Neg<>ri Jakarta 5elatan tanggal '1 Hd, 1986, dengan 

llo.318/l?dt/P/1986/PN.Jkt.sel., telab 100ngamuka.kan hal-bal se­

bagai barik't • 
Bahwo .Pemohon akan melangsungkan :peJ:tlli.ks:han denga.n 

eeor'illlg loki-laki barl18ll1a t JONA'fi!Aii .PL'T!IliS SIBERO, agama 

Kristen, pekarjaan kar;yawan Pertam:l.na, bartampat ti.nggal di. 

Komplok Pert3~1na Rt.OOl/07 Kal.Grogol Bolatan Jakarta Selatan; 
E!ahlfa calon eua.Dli Pamohon telab. mcns.ik.ab denga11 aeo -

rang pe:remllQan bema""" : DENGAH, OLIL\, alum t..tapi telob ber­
cerai. ( Akte Pa""eraien llo.46/1983) terlWllpi.r 1 

.B&hwa ol.eh kerena Pemohon ber&ga~Ml Isl.am.* seds.ngkan 
cal.on suami Pemohon beraga.ma Kristen, oleh ""bel> itu Kantor 
Uruaan A.gaiiB manolak pern.ikahan Pemohcm 4en.gaJ1 ca1oa s~ l?Ei­

mohon illi'Hl\u•u t agama :X:alam ; 
Bahwu untuk 1116langsungkan pernikahan teraebut, d.1 Kan­

tor Catatnn Sipil Jakarta harua mendapat izin da.ri ?engad1J..Dn 
;fegeri Jaharta .Sel.atan ; 

Bersnma ini. Pelilohan melampi.rk.an surat-eurat 

yang akan diaerahkan dii~ratdangan nanti 
bukti 

........ 
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:Berdasarkan hal-hal. terse but diat.aa, make Pemohon 1110hon 
lwhad.apan llapak Ketua Pengad:l.:lan !Ieger:!. Ja.l<arta .Sel.atan. sud:i.­
l.ah ktranya be:rkenan manetapka.n sebagai. berikut. t 

l.. Mengabu.J..lran permohonan Pemohon tereebut di.atas ; 

2. Member:!. izin kepada Pemohon : HARINI SUJAK, dan ca:lon 
suomi Pamohan : JONATH~~ PETRUS SIBERO, untuk me:lang­
sungkan pernikaban di. Kantor Catatan Sipil Jakarta ; 

3. Nem'oeri k:u.a.sa pada dan saper1urr.ya mel'r1l9r:Luta.hka.D. kepa­

da pegawa~ kantor Catatan Sip~~. untuk melangeungkan 
parnikahan antara Pemohon s HARINI SUJAK Qengan ca~on 

suami Pemohon : JONA~HAN PETRUS SIBERO, menurut daf -
tar pernikahan di Jakarta ; 

4. Biaya-biaya menurut hukUm ; 

Meni.mbang, b.ahwa pada persi..danga.n. tanggal. 2 Juni. 1986 • 
Pem:ohan dan calon auam..1 .Pemohon telah datang mEn:tghadap send:l.­
ri dan sel.a.njutn,ya. .aurat parmohonan Pemohon di.bacakan oleh 

Hakim, ataa pertanyaan Hakim Pem.ohon men.erangkan bahwa ia te-
tap pada permohonannya ; 

Menim.bang. ba.hwa Pemohon d.ipersi.da.Il..gan telah menyerahkau 
surat-aurat bukti., yang berupa : 

~. Surat ·Ketorangan No.l494/1.755.4/CS/1986, dari Kantor Ca -
tatan Sipil Jakarta, tertangga:l 29 Mei 1986 ; 

2, Surat Ketorangan ~o.K3/MJ-3/251/V/1986, dari Kantor Uruaan 
Agama, tertangga:l 29 Mei 1986 ; 

3. Surat Katerangan No,50/5-P/BP~4/JS/V/1986, dari Kantor BP-4 
tertanggal 29 Mei 1986 ; 

4, Surat Keterangan Asal-Uaul No,080/l,755.2/86, dari Lurah 
Jat1pa4ang, tartangga:l 22 April 1986 1 

5. Surat Katerangan Untu~ Kawin No,OS0/1.755,2/86, dari Lurah 
Jatipadang, tertangga:l 22 April. 1986 ; 

O• Surat Keterangan No,080/l.7552/86, dari Lurah Jatipadang, 
tortanggal 22 April. 1986 ; 

7, Akte Kelahiran No,30/194<!, dari KUtor Catatan Sip11 Pur -
wored;fo, a,n. BARINI, tertangga:l ;>Ill Oktobar 196:1. 1 

8, Jrutipan BUkU Pendat"taran ~ak Nc,39/09/VIII tahun 1981>, 
dari Kantor Urusan Agama Cempaka Putih, tart.angga:l 27 Agus­
tus 1984 ; 

9. Surat Keterangan Asa:l-Uaul 11o.32/1.755,2/86, dar:L Lurah 
Grogol Selatan, tertenggal 23 April 1986 ; 

10 ......... . 
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10. surat Kotarangan Untuk Kaw:l.n Ho.32/l.?55.2/86, dari Lurah 
Grogol Salatan, tortanggal 23 AFWil 1986 ; 

11. Surat Katerangan No.}2/1.?55.2/86, dar:!. Lurah Grogol Sola­
tan, tertanggal 23 April 1986 ; 

12. Surat Konal Lahir No.354/WK/JS/1986, dari Walikota Jakarta 
Salatatt·, tertanggal 23 April 1986 1 

13. Akta Por~eraian No.46/l983, dari Kantor Catatan S:l.pil Ja -

karta, tertangga1 23 April 1983 1 
14. Surat Peridin No.l386, dar:!. Gereja B!>tak Karo Proteati.Ul, 

tartang,;al 29 AprJ.l 1951 ; 

Men.i.lnba.,g. bahwa aeJ..anjutnya Pemohon tel.ah pula mengaju.kan 

ae.ksi-sak.si yang dibawah su.mpah, yang .ma.sing-mas.ing berna.ma: 

J T• • 
_ ;-,.c ;,,;:'mO• • o 

kedua-duany~ bertempat t~nggal di Jakarta yang pada pokoknya 
me~rikan keterangan sebagai ber~t : 
Sakai. I :: .... ;, :: '.::.' C .... S. . 

~ - bahwa sake~ kenal dengan Pemohon dan ealon suami Pemohon ; 
5'~:..:._~G~ 
X~ '.,(!:'.-p.\- bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam dan cal on au ami Pe-

\>, lliOhon beragama Kristen ; 
~~~ .... bahwa aa.ks;i tabu Pemohon audah :pernah menikah dengan seorang 

'- \~ A.: 1ak:1.-la.k:i dan aekarang sudah 'bercerai.IJ. da.n ti.dak mempunyai 
~~- ~....-
~ :lkatan dengan ~eld-laki. l.ai..u:r:aya ; 

- bahwa saks.i kanal dengan Pemohon dan calon sua.ud Pemohon ; 

- bahwa Sfl.ksi tahu Pemohon beragama. Islam dan calon suam1 Pe -
mohon beragama Kristen ; 

- ~wa &aks:t tahu calon auami Pam.ohon taJ.e.b. pernah meni.kah 

dan audah bercera~. sekarang tidak ada ikatan dangan w~ta 
lailmya 1 

TENT.A-'iG PERTIMBANGAN IHJKUM : 

Menimbatlg, bahwa m.a!tSud dan tujuan permohonan Pemohou pada 
pokoknya :talah agar Pengad:ilan Negeri Jakarta Selatan. memberi 
:i:zin kepad.a Famohon unt)lk Qelangaungkan pern1k.ah8.llnya di.i Kan -

tor Cata~an Si.p~l Jakarta ; 

Meni.mbang, bahwa alaaan keberatan dari. pegawai Penc'atatan 
Perkawinan d:i. Kantor Cliltatan Sipil Jai<.arta unt!lk me1angsungkan 

perkawinan •••••••••• 
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perkawinan antara : HARlNI SUJAK dengan seorang ~ak.:L-~ald ber­

nal'\a : JOilK."cii.\ll PbTllUS 'llBERO ialah berdasarkan paaal 60 ayat 
l Undang-undoug Republik Indonesia No.l tanun 1974 1 

Me hi.!:!; bang, bahwa denga.n k.esediaan Pemohon HARINI SUJAK 

unt~ men1kah dihadapan pegawai Catatan Sip11, juga dihubung­
kan dengan ~ase~aan calon su~nya untuk menikah dihadapan 
pegawai C-.tz,tan Sij>il ; 

MelliUJb.-'lag, bahwa berdasarkan pertimbangan ... partim.ban.gan 
diatas setalah dihubungkan antara satu dan l~ya ba~k meug­
ena:L keteranga.n eaka:l..-sakai mau_pun au.rat.-aura t bukt1. yang di.­
ajUkan Pemohon dipersidangan, make Pengadi.l.an Negeri Jakarta 

se1a.tan dapet mengabulkan :permohonan untuk memberi izin ke:pada 

Pemollon untuk melangsungkan pernike.lls.n cti Kantor Catatan Sip:ll 

Jakarta ; 
MGm'0Qrhati.kan pasal-pasal dari Undang-undang yang ber­

sangkutan ; 

MEllETAPKANI 

Men&abulkan pe~mohonan Pemohon teraebut diatas ; 

Mem1Jer:1. Ui1.n ke:pada Pemohon HARINI SUJAK d.an ca~on 

suami Peroohon r JONA'l'll.AN PETRI!B SIHERO, untUk melang7' 
mmgkan pernikahan dd. Kantor Catgtan Sipi.l Jakarta;,;' 

Memberi kuaea pada dan seperlunya mamerintabkan kspa­
da :pegawai Kantor Catatan Sipil di Jakarta/ untuk ... -
langsungkan pern1kahan antara Pemohon : HARINI SUJAK. 
den.gnn calon suami Pemobon a: JQ'f!AT'B..AN PE-TgUS't SIBERO• 
menu.rut daftar perni.k.ahan d.i. Jakarta ; 

MGmbE:-bunl-tan ke}fada Pemohon :.tntuk membayar biaya-biaya 
ds.lnlt. permoho~1:':1n :1.n1.. yalltg hin.gga ki.ni di taksi se besar -
::tp. 2o.ooo.!" (dua :pu:tuh r:ibu. rupiah) ; 

llemil'-.ianlah Katetapan in:i d:l.bwit;cti Jakarta pada hari 
ini ' S E N I N, tanggal 2 J u n i 1986, QBn pada hari itu 

~ ......... . 
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juga diucapk~n dimuka umum oleh Kami : DJAPI W!DOJO B,R., 
Hak1 m Peng;.vlj.lan Negeri Jakarta Selatan tlenga.n ctidamp1.n.gi. 
oleh l?anitaro Penggantj, : NY* N!.NIEK,. .. A,.,HANAFl.AlJ, &el"'t.a di. .... 
hadi.rl pula oleh Pemohon dan. c:a1on auam:t Pemo.b.on .-

PANITE:t:fl_ P£NGGANTI, R A K J: M tab, 

t.t.d 

( NY, l!Il:IEK A .HANAFI All ) • ( DJADI WIDOJO S,H,), 

Biaya hi ay a : 

Mat:erai 
Reduksi 

I.. e g e 

.. . .. . .. . .. 

............. 
s ......... 

Rp • 
Rp, 

Rp. 

l.ooo,- ]t*· ,, . 
1,000,- " 
~.250,;;> 

Untuk aalinan. yang resm.i seauai. 

dengan aslinya dibar~~ kepada 
dan atas pe~taan : PEMORON • 

JAKARTA .2. Juni 1986. 

( MARDI SOROINDA NASUTION S.H.) 
NIP, 040028810 .~ 
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.:,. 'd. W~n..,..alndt1.8!9 8-~ UNTiJK ~ 
•(J W'o;pnegaraAsJg PENCATATAM PER~AWD'IAN 
0 Tinpa KewarganeglU'San 

Tatacara perkawinen d!lart&s:urttkttn • 

P'd• - .. <Lilt . :-:- G. .~ .. 114. ""' ~tf"l.1fl!'tt ... 
Nomor 

Umt 
Pertanyaan 

I. i, Nama keluRrgt; 

2. 

'· 
4. AgiUTIB 

'· 6. 

Temp&t ti.Jtggttl/kediaman 

Nama keluatga 

Name keeil 
Tempat dan l.artBBal tahir{urnur 
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f Nomor: 

Yang bertanda tangan dlbawah in.l : 

Model : 1 

Kcpada Yth. 

Sdr. Kepala/Pegawai Luar Biasa 

Penes.tat Sipil/Pej.itbat Khusus 

di ~ 

. . . An.~ MA.hc;.rdhi~ .......................................... . 
tempst dan tnnggallahir .. J<~-kA.. .l:,<k . , , . 9. .. M.A.';} .. .1.9. (;Q , , . , , , .. , .. , , .. , , .. . 

(umur ..............•. tahun telah memenuhi batas umur 19 tahun) 

'"'""' . ' ''I::. .lt:~d>:L. 
pek~rjaan ....... MA.-h.ct..sic;.w.:a. ........ , ................................. . 

temp at kediama.n ..... 11.-, .. S.u..l>"'-n\1, , N (),; .. ::S .............. , . , .... , , ....... , 
sebetumnya belum pemah *) kawin dengan ........ , ...... , , ............... , ...... , 

peFRB'lr 

anak laki·laki dari auruni i•terl .. , .A-go~~- , ,S ,V.l': 0, l;;.o. , , .ciA>:-. :S ~ l. .S.Ii cl ~. ~ i , . 

d•n 

. T~'"'"'-'f¥- Mu~~L.<I'\4.-.. $1./la.. ... ~ni. . . · ..................... . 
tempat dan tanggallahir .... 'J'<!-\c.A.Y:~. 1 , , 6 . fna.r.·d:.. ) ~J,O ............... , , , 
(umur ......... , ... , , , , , . tahun telah memenuhi batas umur 16 tahun), 

agama .... Kr. i. 'J +.en.· . . . ......... , ..... , , .......... , .. , ... , , .......... , . 
pekerjaan .... 1¥\.<!.h~'>\$.\.V.l.· ...... ,., ... ,.,, ...... ,,,,.,,,,,,,,.. . . , . , , , 

temp at kediaman ... 'J ~ .• .f.t.\:'\. ·. r\ Q..$.~ im .. A1.'0~r:i .. N ~. :. :~~- ...... , ............ . 
sebelumnya belum pernah "') kawin dengan .... , . . . . . ............ , . , ... . 

p€1NUtft 

anak per~mpuan dati suami isterl ... S.~~Y.~~- .. eJ.i.cl.~o.t:\ ... S.l,?\("Q..Y:'\ .•. ,, .. d,.~.k\ . 
. Ti.or.<.>'\4<-. :ib.-.nj<Mml"l ......................................... . 

memberitahukan dengan hormat kepada Saudara KepaJa I Pegawai Luar Biasa Peneatat SipiJ f 
Pejabat Khusus di , ... , . , , , , . , ....... , , .. , ......... , ... , .. , , ...... , ... , .... , .. 

bahwa kami/mereka ""} akan melangsungk.an perkawinan dan dirninta aga-r tentang pemberita· . 
hu~m ini dicatat serta diadakan pengumuman seperlunya. 

---l~r.h<il<., .... tanggal . .:ZII. ·""-~-~. 19 0.6 .. 

...... ) 

(fA.\J.W.·""'· .TCJ" "" ''""" .. ' 
( . " ' . . ' ' ' . ' ' . . ' ' ' ' ' . ' ' . ' ) 

I 
I 
\ 
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ratus 

DAFTAR 
UNTVK 

PENGUMUMAN 

Ha:-i ini tanual Duap\ll.~ 8~~-b_i.l~ .~~ 

de1e~~~-~ ~~ S:.l)' l:l. , , 

Model - 3 

st..· rib~~ !>\:Ill bilun 

Luar Bi.asa Pencatat Sipil/Pt)m~tm.~ di .. -~~~~- ~1:11'B_1;~ _S_:I:.P,q. .~ .. ~~~~@, 

mengumumkan di Kantor ini, yakni Kat'ltOr rempm m~nyeknggaraki'Hl t~anar•daflur C:nutun SipH, 

bt~hwa pada har.i .. , 

jam ...... . 

.• tang:g<~l. 

11.1 . tempat. . Jakarta., 

bennaksud hendak meiangsur.gkan perkawil\ar. · 

It ANOKA l4ARARDHIKA. K 

umur .. duapU:hh u. ... ... talum, ag:tma. Inam 

peket;jaan k ,. . .. .n . .• sub11J18 .. _ No.,J R't.004/04 Jalaurt h::mput c..,mJli'H .. _ . 

dahulu. 

anak laki-laki darl : . , AGDS SURO'l'O 

umur 

PuzoJ:a.aW'i.:l"aWII.ZL pekerjaan . . . . ..... . 

dan »~,~9iY.I!~· 

umur , _l~p~:u_h: .1.~ , 
. nu 1"\lU.h tangga pekerjailn .................... . 

umur 

pe.keijaan 

.dahulu 

pern:oh k.twin. 

tempat kediam.•n 

taht1n, ugum<~. 

temput kcdiamJn 

tnhun. ugtJill:l 

rempat kedium:.n 
bel,_ pt<m.ll kuwin. 

an:~k pe:.:mpuan dari : B.AMUEL SlBARANI • 

~ ~Ul.ub •atu tlfliU. . .... , ....... , ... . 

pekerjaan .. K8J!7&wa:tl 

dan ~9~. '!~JAI.'lAN • 

umur eDat:D?~~- .".~tu 

pekerjaa.n .. ~~--~1; ."~-

ltrie:ten 
U Jakaria,., 

:em par kl!dlunwn .... , ... 

te~hutl, e~g.nmu. 

;.:mput k<!t!ianu:L Jalrazota • 

Oemiklan p..,r.gtlmuar. lni yung tl."!ah 'i~JYH buat J;.~n -,;a;, .1 :anU~1 lang;.~ni. 

A~ Rt.009/07 
· · MO.:l9 Jeblz"~ 
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PJ:MERINTAH OAERAH KHUSUS IBUKO.TA. JAKARTA 

WAL!KOTA JAKARTA ••• lil!!i~ .............. . Model : PM. I 

KECAMATAN •• ~.~~ ........................ . Kod~ Kol. ' . '1,'. l'o'l -o ,..lt..,l 
KELURI\HAN .. Ma,.'ls~ ........................ . 

Jalan ...... Sidon•;io .... 3 ...................... Tolp •• .:>.?.1.!\i:!i X.! 4851)45 

SURAT- KETERANGAN 

Nomor : 
1 67/8/1.755,2 

Yang bertandtl tsngan di bawah ini Lurah .......... ..l~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ;:: .. ft ............................................ , 
manerangkan bahwa : 

Rp. 100,~ 

N a m a 

Tampat/Ta~ L&hir 

.knit Ktlemin 

At~ama 

Kewat{la!'leQI'Iraan 

No. KTP/SKTLO 

Alam•t 

Demikian Surat 

~ . .l'li.BARVlttK4\ ................................................................ .. 
J'llkarta, 9 l!si 1 960 ................................................................................................ 
Laki·ltlki/~. 

t.D. .. ~ .. !Llll ............................................................................ .. 

~gg.~~;l:.g.,,, .................................. : ....................................... . 
1664.3152/ 090 561 110 ............................................................................................... _. 

;n .. ~!l~!!ll&..l.Jl.~ .. QQ.4 .. !l-.~ ... 9.+ .............................................. .. 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
li!!Wif ... t~x.~.9.11t.!!Jf'!i(l .. '!\!!!\~llhf.~ .. ~~£!\~!!!!~l~ .. !!f-
li'mlJ!i>r .. .O.<\til.tWl .. ~.i.P.iJ.,.: 1. U.!.!.!.!.!.! ................................ .. 

= 

BGJ· 
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Pt!MERIN'TAH DAERAH KHUSUS IBUKO'JTA JAI<~RTA 

WALIKOTA JAKARTA ... /:H§~ .... , .... : ...... 
KECAMAoAN •• Hf!ll!i§l;t& ............ : •.•.••.••••• 

KELURAHAN •• Men,.ta~························· 

''"" ...... suourJo .... 3 ...................... •~•- .3.al.~<~ 

SURAT- KETERANGAN 

t.lomor : 
167/8/1.755.2 

Model ~ PM. t 

"""• "''· '· ..-1:1 .... 1-6 ~I o .... l_,41 

;N~ 485')45 

Yott; bertlndl taos~an dl bawah {fli Lurah ............ ~ •• ! .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ......................................... n.,, 

m:mtratl{lkan bahwa ! 

Rp,. 100.-

N • m • 

TtmPlitfTengQQI t.ah!r 

Janlt Kelamln 

Ava m a 

Kewarpnegarun 

No. KTP/SKTLD 

Ala mat 

Demikian Surat Keteraflilan 

tan;an ybs., 

No • 

.m:ILtt. . .ttAaARPJlJl".A ........................................................... , .. _, .. 
Jrurorta, 9 Ma1 1 960 ................................................................................................ 
loki·lakl/~. 

:f; .. ft .. l .. 9 .. 3 ............................................................................. . 

~9:Rnl'U~~9 ..................................... : ...................................... . 
1604.3152/ 090 561 110 ........................................... , .......................................... ~ ........ . 
;u .. auh~.3 .. ll:f; .. Q9!f .. ~li .. !?.L ............................................ . 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
Hlli'l~ .. .t~;r!ii!!.l>.\\t •• '!li.'!l! .. !!\~1.\1\!!f.~!!!:~!\!\ .. P.e.!.!l!:f.!!!!ffil!!l~ .. ~~-
KllnliR.r ... G.<ItQ. tM.!i\l.Rl.l. ,,7-J.J.J.I .. IJ.J.!.! ................................. . 

= 
........... , ....... .,., ......... _ ........ ~?:4t:;r;;,:: .................................. .. 

ini dibuat untuk dapat dipadu£i···ii(i:t~~i -~tinva. 

. .............................. , ..... . 

................................ ,,,, 

' "- r,,-. I· ' -,;;_--.,- .;. ... ---
/-...- ;/ 

~'(i'"'""· .25 .. April.. 91lJi .............. .. 
t.:t ;•' -
,,. -~ Lu • n.t .............. . 
-~·< 
.:,_<--

NIP/NRK 

BGJ· 
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TJATATAN StPIL 

n .I .\ !\ :\ H 'I' :\ 

AKTE KELAHIRAN 

No. 157.\1/.L%1.• 

l>rtri dMt:;r -- ..... - ~---

-... ,.,._ -- ---•-- -JlUJOuvaJ.JIII. 

haln\-:1 di ,,.,.._ .. ,..,_ .... __ .., ____ DJ"Kii!l"t'!- -· ~-·-~-

!i~·rih11 •wmhil;w filtu:< -.- -,..~ ... 9'.ll!-tt:I..,~..Ln. $t" t n.,. --:-.-

---- .. ~----- ----- AttdK~ l' a, H "tdJu.IK ' -
·no~ l~tei l-•1 d•J:i SIJ•m1 istt3t'l.t .t,QQJ.!o<:) 

...... - ..... rv,ula 1angg;1l 

.. ':"'-~-- ~t.~lah lnhtr: 

SOc.HO'rO d"n StU• 

snu~I. ·---------~----·----·--~------"·----------------

" 

K utip: ini se.~ulli dcugan 'koodaan fl<ttJa hnri ini. 

DJAK i\R'I'A. 1.an~l dtJI!~IIJ.LU. tc1g111 - J.J.j •1t.d 

h'•· ''"'-"'"•''l'li fuar bim:a Tjalatan Sipil . 
.... ~- ·-

........... _.;,.\..o·.f--·"'' 

I'cgllwai lt1:1r !:ii~~a TjutMe.n Sipil di Dja.karla. 
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.. ' -

,_i• , .. 

TJATATAN S ! PI L' 

II.! .I " A ll T A 

AKTE KELAHIRAN 

No. lH\1/ .L~H.-

Dnri dnft<~t ·-
___ ... --

... ..,.,.._ .... _ ..... --- -••o:o ... _ eemb:l..J.Jitn Jre.~.. 

~t·rih11 sl·mhilttu ratu~ ... _ ... ,.._~-- O!~lUt<~-!J..lll .e .. tn., ----

_.,_." 

----

K ulip;. ini ;.e.,ul!i dcngnn koadaua padn hari lui. 

v..:riht ICillh!lnn ~f!!mt cn.1m pulult ... 

I> '. ' 
t•td lunr lliusa Tjalntnn ,..,'lpil. 

' 

Pcguwai ltmr bins" Tja!ntan Slpil di Djnkartfl. 

llJAKAH:l'A, ~fllli&lll ............ , .......... ,, ........... .. 
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,. 

Model PM. 1 

Kod< Kel., ,..1'/""TI-r-r-l"-..l"""t] 

_N', 096721 

SURAl- ~ETERANGAN 

Nomo' : Q a ~~;h/J'd" 

Y&flQ bertanda tangan di bawah ini Lurall •.. &t.Y.:4. .... q~ ...... ,, .......................... ,,; ........ . 
mtne:rangklln bahw11 : / 

N a m a : .?i{.~'f.?~;/J:~~(..~· ............................................ . 
Tampa<IT'",..' t,.., if~ ......... ~#.1.'t.'.f.?..<f.<z ..................................... . 
Jenit Kelamin 

A 9 a m e 

Kewarganegaraan 

No. KTP/SKTlo 

A I am at 

Pekerjaan 

Maksud1Kt~rfll8n 

'k' S K . . ~/?An I'll.# 

NIP/NRK 

Rp. 100,• {Vide. Perda No. a fahun 1979) 
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• PEMERINTAH OAERAH KHUSUS¢8UkOTA JAKARTA 

WALIKOTA JAKARTA ..••••• 'f!..fi:!:£........ Modo! PM. I 

KECAMATAN f1:.<:f1::!f..6(_/f.,............... K~a Ktl. : r-12_,1-/~k_,...l~ 
1)¥-URAHAN :Y..t:?:J;£Ef.&!........... Jf< 9 6 7 J., .. ir"-"t~«:'¥.'~ .. .y..:;w.« ... T•'•·<!.:Y..4.U..r o 0 21 

SURAT- KETERANGAN 

Nomor : (J l2/@'/?;i'l/<fif 

YJng bertando tengan di bawah ini Lurab ... &.~4-.... q~ ............................................. . 
menerangkan bahwa : / 

~.~;;, • ..,, L•hlr ' ·~~6'~;;.:.;{0 .................................... . if-··········· ... 1 ... '.' •• ' ••• ~ ...... ~ ........................................... . 
Jenh Kelamin 

No. KTP/SKTLO 

Pekerjun 

Mak1ud/Keporlmm 

~Ptrempuan. 
//. 's/J>N 
~ ...................................................................................... . 

: ~~r?.:~:".P.''''''"'"""''''''''"'*''"'"'"''''''""'"'''''''''''"'''''''' 
' .tt.tt.!,!.i..i.$.'f,d_{<?.<J.!Y..<l..~~ .................................. . 
v-.f.~t'··~~-x. .. 4.:-r..~:.~:.~r.: ... !.>.::P.l;@.?.: ... . 

·~'···'f!t:}fA! ....... ~, ... ~.,.:!:'..'f.-?.r.?!i-. ....................... . 
. &!f.'~:!.B:9.:: .......... , ..... '''." ............................... , ' ............. , 
!#.~-t .. P.:!!f.!;.~-=!!.~.!..!f.f(.f..fr!.~~.~ .. r.i!(!: 
~¥.1...:1 ... ~t;r.~.:.~x/£f:!r.1:Y.. .. ~~-r.: .... «.~~ • 
~~1.1f..(.~{ .. ~l¥.l'i-9.:s!. .. !<.?.'.~.1': .. ~~.1?.:.f!fvn.< 

. . . . . <!\tr>l1rN .));.,;.( ~ """"'"'-' f?M-<-w'f ~~/., ';(/#< 
rrnktan Svrat Ketennpn tm d1buat untuk da~t dij(erluksn sab~g&if!Uinl mestiny•. l.n#iV 

. . . ~u lf#li!m'KA 
. ·:,~.· \l~li/i,i,;, ~>. - /<i' ·" / . '\''.. . ••'-"' - , " " ,.,:~;/~• .. - _., . ~\'-~-?1"~·- .......... _ .............................. . 

.. _,.· .. ,' .. , ,i;)·. ~- /,_ 
·.}~'Z / t'~, .r -:::) 1,;.\t:u. h ....• 7.~ ... ~~-. 
11~:·1•1 '"-'' .. ·. lr.r • 
'' \ ·' ..... ~--- - d /INr-'------1' 
\: N\1)\_ ••-.,. i~-'-~·;-:1· · Z'/. 
\\"...,'\t);....'."~":.B.:"'-/.{''~~ ... _ .. ,.. ..... ! T-,~ ,..,.,, 1'[1 
\\ ..;p~· v / >:C.11PINRK .. -. -- -, 1 

. -·· 
No. : ...,. s.· ~-~ ~ ":r:A~ • ......................... ·-................................ =--··.<rt•l'A 1..-::· 

Mengotohui : 

NIP/NRK 

Rp. 100,• (Vida. Perda No.8 Tabun 1979) 

Kewenangan Notaris..., Ivone Nurul Fu`adah, FH UI, 2009



... - . 
4·;.,. ::...2·J;; fol.l46J.... i l.25-·.:..-1~70. 

It,:-- -0------

Jf~. 09l22 

TJATATAN. SIPIL 

' ( ~.· tU.t i. :; ;,...· - i, t •. • ·I · ' -........... ;:.::: .•.•• ~ •.• ; : .••• "';. !:': ... ": •• ;:.-.:~. :-::.-:7., 7!' • • :.~ , •. <, -~ ........... .. 

DJAKARTA 

A K T E ........... ,.J .. :~---~-.:~ ... ::.j ... ~~- .~: ... ~:.c: ....... . 

t-.:.-lo.,.. l.:~.'·ir· : ---... ·-····---· -~-----~------~--~------~~-----·-------

----~~. --------- ---~~ -·-~ .. 

J.' ioreno.. --------.. ---- ---------------------------·- .__ 

-----~ -oo0.;o:)--·~---~- --

.... __ _:_ ... -· 

::;.;, :_.u:..: i.:~d~j U ~-!~Ul:.. 1-. ~~ •· •· ••· ~- ----·------------ ------- • - · 

... ~l w J..co 
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.. 

ctc-:;G::::-... n! i,:: 
-·0~16/l-;.'iv ;;·.-

.c;_ci'l lzti::.1cwa Djuio.rta, 

TJATATAN. SIPIL 

DJAKARTA 

A K T E ~ ~ .u ~~ ~- ~ .b. •· - •• 

'·- - - .. o~r:; ,:o,J.:,;_::..·..., 

.. , .............. , ..................... """' .................... . 

N "1/f.l·'' o . .. :t .. --~ .. ::..t.\J.,:::-•. 

I <· '· -·, ·:· .,.., - '"'"- ..... \ .. " 

"' _J·.·. ' 

:N'!' 09!22 

fC .. L:..l 

r ... ..:.'J ;~".:.-·:..'r~--) : . .'i\)J.."(.· 11U• __ :_ ----··- ------------------...,------------·R-

~--------o o0o o ~- --·~--h- -~-

::::;;;. ~- u :: tL.;Cj u:.-ru lt.1~. -- -·· ----·- -- ------------------·-· 

1 __ ,_ I 

. ' 
-.l...l..,.l.c• 
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• 
.. 

::~>ll·:HI~''l I<NllATfll<l'f10'l'fnT.'tfl (11: ., \J'I! '' 
1;1 '<t:Jn::·t t•:~nt,\'fiil..:t•~ttt'l'J.;•;-r.·\tn JJt·l't "~• • r • 
!I! AI{ lt!:->'l'I•:Niti\TI\KI'!!OTEST/\:-;'1 1 j l 'L I '\L LT di 
I:Ji\F.H!!-frl1NIM.'i'Al(l'ltO'I'F::1Ti\N'l Hl'l'llj·:i'l' • I· 

!•:; I! ''l'"'"''!'I;)J'''I'';' " 
;ti::~.A T.A~ 

I• 

'• 

, r.INIH!i>:!Ahi:l I· 
li!IP:l•>'\IP 

•·: ;. ~--;.~·->- .. ~ 
.. , ··.• . ' 

;: I :\1.; II!' ''I l<rll '.-\TI\ 1.: l'i·'( IT!•'': !' I/. I :'. 
'll":'ITI"~'I'~~~~·WI4>ftttt'ifP"I"I•''"''" ·····•· ';· ,.,_,.,~. 

j.'f•\oo'•'\'"''1•''' 1·\i'•\gl'i!\1':;' '': 

1:: ,;na· tubu~di: ar~i h ,.,,.:.;(C~;:t.'!!(,.~.?.. 
1 • 1 :1angl,~ tr,\P~,~}fJ.-,. 1 • • 

;, ' 

'i \' 

Simpan baik:-baik ! 

·' 

PROTESTA'NT' . ,. ' ' ' 
'., I' '~ ,,_ • • ,, 
*" ' ' I 

... •.' 

... 
·• 

I . ,·; 
-........ _,,, ... ~ .. ---
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SURAT PANDIDION 
SURAT PERMANDIAN 

di 

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTANT 
-,;;,--

(No.¥.2:~.) 

seorang ana!c ~Jprernpuan, nama : 

1w rufm di ori __ .l;C'!?!~-~2. 
1ang laiUr pada tg. 

bula:_:. __ . ~ _,. .. -~~z:­
wtan 
taan 
tahun' 
di 

----- -----------··-·----- '"''"' ............ .- ... : ................... _. 

d! 

Goar m iWJCrasna bapa co-
. {~ J:s.P?..w<"c! §""''e= .,),.:6_,..=-:c'?:~ .... 

Nama orang tuanja tna: .h04>"~~a.-~~.Z.~i~""J!:-- . ........ . 
ilm. 

Siriudangi : 
l' -··· ""' .. ~¥.~. ~-'Z7·-~:?:~~~""':~ 
2. . .. . .!l!!.c!i..;R:;;r•lf'·!;z."= 

DchoJ gu<JI' ni Kerkeraad 

Ata.s n<lma Irerkeraad 

Simpan baik-baik! 
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KANToR OATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA 
Jl. Tan•h Abang I Talp> J774l8 • 371417. • . . 

JAKARTA. 

Nomor Jakarta, _ _;;t __ ll_u;..__ ____ 19B6.• 

Lampiran : 

Perihal. : PE!IOLAKAll :PBRKA\'/Il!AN, Kepada Yth ;: 

Sdr/Sori. AIIQU IUI!AIIIlll:IL 

JloSIIllallc llo,) lit o004/04 

di .. 
J A K A R T A. 

beragama Islam, dimana menurut Undang-Undeng Noo1/1974 pesa1. 60 dan per!l 

tu.ran pemerintah no.9 Tahun 1975 pasal 2 ayat 1 perkawinan eaudara. harue 

dilaksanakon oleh ~egawai pencatat aebagaimann dimuksud dalam Undang - Un . -
dang nomor .32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah1 Talak dan RuJuk, -. jedl. 

perkawinan aaudara harus di kantor Urusan Agama~ 

Aplibila saud:ara berkeberatan terhadep penolakan ini iuuni anJurken -

agar saudare menge.jukan per.mohonan ke Penga.dilan Negerl Jakarta 

untuk mendapatkan 1J1n Nikeh menurut Stbld~1898 no9158.• 

Demikinn agar saudara menjadi maklum. 

JVal~.-.......... 

LUI.!!" Biaaa Pencatat Sipil 

Prop;Lnsi 

DASMAN MANINOKAM:} 
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DEPARTEMEN 'AGAMA 
KANTOR URUSAN AGAMA 

KSCAMAT AN MENTENG 
Jalan ta:nan P.mir Ha11za; Nomor 34 

JAKARTA 

~o. KI/HJ-I/62/86, ~Takarta, 6 t·1ei 1986. 

Kepada" Yth9 Lamp.: 
Hal. : Surat Keterangan. Sdr.Kepala Kantor Catatan­

Sipil DKI. Ja~arta -----------------
Jl. Tena.h A bang I 

JAKAR1'A, 

Dengan hormat. 

Mernbalas surat saudara tar:ggal29 April 1986,nomor-

1193/17552/cs/1986perihe.l sepor·ti polrok sura t, bersaroa i­

ni dimaklumkan berh·;,bung Sdr.Anks Nahardika yang pada-t 

saat ini beragama Islam akan F.lelangsune;kaanya pernikahar.: 

dengan seorang perempuan bernama Sdri. 'Yneresia lllarsauliH 

na Sibsrani bet'agarne. Kristen. 

Denga:n ini menya taksn baht~J PFN ~ tidak membenarkan 

perkawinan tersebut dilangsune;km tidak menurut Agama Is 

lam dan tidak dica tat pads Kantor Urt;san Agama yang mewii­

layahinya 4 

De:mi terjaminnya keabsahan perkawinannya tersebut ber 

dasarkan fasal 2 ayst. 1 Unda::1e-Fndang Perkawimm. 

Demikian agar ma 1 :um dan seperlunya. 

Agam.a 

Jak.Pus. ____ ./ 
Amin ) • 
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ketetapanJI~~~ perk•ra perda~4altlli 

No, : 6~6/POT/P/l986LPN.JKT.PST 

PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI 

L f ' 
Nip. 040012636. 

TURUNAN 
~~ 

ketetapan{lllCJIQ.1.}XS.II: ini dlkeluarkan 

Pemohon 

untuk dan permintaan 

-- --····~--·-·······-----·---······-·········-· 

PANITyt,J, ~PALA PENGADilAN 

/'\7r~t-KAaTA PUSAT, 
o\-'I.AN" 

4~ "'"' !: C> 
!t ~ , -

NEGUI 

L 

Biaya-biaya tutunan 

Le aes -··-········-·-­
Meterai 

Jumlah 

Rp. 1000 

1000 

Rp. 2000 • -

Nama 

Nip. 

Te!ah dibay.ar di BENDAHARI\ WANJKAS 

p•da .. ,. •• , , ·--~.:.:C~ __ I1i!! ..... ~-~ 

040017605,_-
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p E N £ I 8 p A N • 
NDmDR 1 808/PDT/P/1988/PNoJXT.PSTo 

DE~l KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG "AHA ESAo 

Keal 0 Hakl• Pangad11an Nagari Jakarta Pu .. t 1 

"-.Oaca •u~at pe~honan tertanggal 12 Nal 19B&, 

yang ta~da~tar dlkapanl~eraan Pan9adllan Nav-~1 3akarta 

Pu .. t tangga1 12 ~~ 1988 noaor BOB/PDT/P/1988/PN•JKToPST 

dari 1- ANKA ~AHARDHlKA 0 baztaapat tingga1 jalan Subang 

no. 3 Rt.004 Rw.04 Jakarta Puaat aebagaitPE~OHON 1 

Bah~• Pamohon .. ngajukan pa~honan yang 1aLAya pa~a 

pokaknya eebagai bar1kut 1 

BahMa Pa~ohan baragaaa Iala• 1 

Bahwa Paaohon lngin .. langaun;kan pazkavinan daAQ&A 

~~aga .. Kristen ba~nama THERESIA SI-

ba~sa•a calon latari Pe.ahon telah -­

K.U•A• • akan tatapi K.u.A ... nolak pelak­

aa,..n peZ'ka•llllnan t.l"•abut kanna parbedaan agau 1 

Bahwa catatan slpil lakarta juga •~lak pelakaana­

an pezkawlnan te~aabut • daAQan su~atnya tertanggal 1 --

9 ~~ 1986 1 no. 1280/1•755•4/Ca/1988 1 

Bahwe PamohoA tatap berkeinginan aelangaungkan pa~ 

kawlnan di aatatan eipil 1 

Berdaaerkan hal-hal teraebut diataa P.•ohan • .ubon 

Pengadllen Negeri Jakarta Pu-t barlc:enan 1 

~engabulkan paraahonan Pe.abon 1 

Nenyatakan penolakan darl K.u.A •. den e•tatan s1p11 -

3aka~a t•ra•but diatea tidak be~ala•aa 1 

!Ilea •••••••••• 
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' . 
- 2-

Maabari lzin kepada Pemohon untuk malanoaunQkan P•r­

kawlnan d•AQan aeorang para•puan bernama sTH£A£SIA SIBARA-

NI yaAg baragaaa Kriatan1 -------------------------------­
Biaya menurut hukua a 

Nanl•bang • bahwa pada h•ri dan tanggal pa~aidanQaA 

yano talah ditetapkan Pamohon t.lah datang .. nghedap den 

aeta~ah par•ohonan dibecakan , Pa•ohon •anya\ekan tatap -

pada paraohonannya tarsabut 1 -.r--------------------------
~anl~beng , bahwe untuk .anguatkan dalll paraohanan 

' 
nya Paaohan ~•ngajukan bukti bervpa antara lain 1 

1 alct.. kelahlran dad catatan a1pil jakarta 1 -

no. l51B/19al tanggal 23 ~unl l9Bl ataa nama ANGKA "AHAR­

DHIKA ~an no. 41/~1970 tanggal 25 Junl 1970 ataa naaa 

THERESIA "ARSAULINA f --------------------------
penalakan parkawlnan dari catatan a1p11 Ja­

g l!lai 1986 1 --------------

k•terangah dar1 Kantor Uruaan Aoama Kecaaa­

Jekarte tanggal 6 ~1 1988 1 ---------------

~anlabang 0 bahwa aakaud Paaohan adalah agar aupaya 

P•aohon dapat melangaungkan pa~kawinannye aaauai O.ngan -

katentuan baglan III Bab Xtl dar1 Undaqg-UndaAQ no. ~ Ta­

hun ~974 • t.ntan9 par~awinan J 

Plan1Aibal'!g ; bah- ~antor catatan aipil DKI Jakarta 

telah aanalak ps~aanaan perka~inan PeMohan karana perba­

Uan ega .. l 

~•nl•b•ng • behva dip•~•ldangan P••ohoA .. ne•angkan 

bah"8 pada pokoknya .ta login aalangaungkan pal'kaw1•an di­

kantor catatan aipil • danoan calon 1atar1nya aao~ng pa -

ra~uan ba~nama THERESIA MARSAUllNA SIBARANI yanQ bar -

eoaaa •••••••••• 
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'' • 

-ll-

"-ni11ban; • bamoa Pa .. h"" dan calcm lattodnya • -

aJ.ao• .. d...., balu• uOI!lcah dan attou tldak dal.aoo lc-clltaR -

t..~J..k•t da.Agen pa:rkewi.naR l.al.n 1 

1'19n1abang • ba- balk Paehc>n ,..._n nlAn 1at•r1 -

nya talah 118111ftnuh1 !larayaraun uwr den lagl pula Udale • 

tndapat hal-hal yang dapat •nlllbVJJ<an aclltnya penca11ahan 

"J:IcawJ.nan aebagai -- cli.-tlcan Rl.aoo ba!J.I."" Ill flcob 

XII Uftdang-UndeAO ftD• 1 t.hUA 1874 f -------------------.-

Jllclnllllbenjl • bahwa !Jrtdang-U..dang -1' 1 tall\ln 19'14-

Udak •-tur paJ:IcawJ.nan r:-YI'aR antar ·- • dan bah•• 

Un_go.UR_g tldak .. 1ar""11 "l'kaw.inan d8a11cian J ----

no.l TaNin 19'11 •· Hakim da"""t -••-

1998 001181' 158 1 

• bah... i>alrdaaarlcaA kauntuan 'I' Si:bl.lll!ll 

dlaka • "-"•- ·- • "-llM dBA aaal 
-rupakan balaAGan u..- -l.an!IIOVftQican pal'lcawl-

...,. a hal ..,.., adalah Mauai deap11 primdp YHII tudapat 

dalam U..da~clltno Da....., bhun l&•s ba- -· ....... !1 -

( -- -IJCD'• ) "·-·-" ... ...__. dalaa .... _ • .. -
hlqga n~~gan d-lldan panol.akan ,..1ak- r>al'kawJ.-n -

da:r:l Kulbor Ca\aboa Slpil :l'akal'ta Hba;a.t Hna d.tbntul&an 

olah PaNl SO aya\ 2 U..dang-llndang "'"• 1 uhtm 1974 adalah 

tidakbaralaaan 1 ----------------------------------

-..J.~ang • b•h- bardaae:dt•n hal - -1 t.e.rsUt.tto A­

ataa P«I'IIGiulnan Pa-n "ulcup bara:la- ....,. dapat dUca­

bulkan 1 
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...... -

~~n~at • katantuan baglan Ill Bab XII Yo, Paaal 

66 Unclan....,..clang no.l tahun 111'14 Yo. Staat.blad 111118 liDo -

158 I 

~ £ N E T A P K A N t 

-Fataltan -lalokan un\uk ula-QI<an Pa~a•l­

.,. - l ANOKA ~AIIAROHIICA claAQan -- - -

~ARSAULINA SIBARANI yang a..aoaaa ~lacan ~b 
Slpll 3akarta t1dak bar~aan I 

pe-tapan lnl aabagal p-ganl;l .., ... t 1<­

- dl taA\ukan clal,.. paul 10 ayat. 2 -. . 
URda~dang na.l tahun 1974 untuk parlcawlnan Pa.abon -

ta .. -t 1 

lleababankan biaya pa:taobonan 1n1 yang dltakab uba 

.. ,. Rp. 7000 .- ( tujuh rlbu rupiah ) kapada Pa11111hon 1 -

De•lkhnlah d1tat.pelcan pada h&rl lnl 5an1" t.nvgal 

19 "-1 l9BB alah Kaal l~AoBDEDtARTO SH Hakim Pangadl~ 

Nega:rl laka:rta Puaat dangan dlbantu ala~ Panitara panwgan 

til AusU..a • penatapan ••na dlucaplcan pada bad itu juga 

dl.uk• u.u• dengan d~hadirl alek P•.ohon •-

PANIT£RA PE~GGANTI. H A M I M • 

ttd. ttd. 

( R U S T I N A ). 
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PEMERINT AH OAERAH KKUW$ IBUp:)f A JAKARTA 
DINA$ KEPENDUDUKAN 

Jatan Kebon Sirih No. 2G-22 
Telp. 367205 

JAKARTA 

SUR AT- KETERANGAN 

Nomor ': fj £!:!.:"£,! ;,3. < ,.,1._19~ '-' /'"··G •-

Model : K ·XXXI 

Yang bertanda tangan dl bawah ini menerangkan bahwa : 

1. N~ma 

2. Jenis l<elamln J:.A!-;'i ... ].~!:;:i,' .. ' ....••..• ' ... ' •. - ..•..• ' •..• ' .. 

3 Tanggal dan Tempat lahir JaY~r-ta :.< ::~i 1 (l:Jl •...••.. l' < .......... ' ••••••• ' •• ' •••••• ' •••• '.- • 

4. Agama, .I.sk1.m ••..................................... : 

5. Kewarganegaraan ') W#A I WNI 

6. Pekerjaan ;,;a.h;n.si~l:n;:, ..•....••..•......•.•....••.. , •••.•. 

7. A!amat lengkap Jln . . :~q"?<?M. :_;9,. J ...................... Rt .. 9P.4. 
Rw •• QiJ-•• ,. Kelurahan • }-~<::;:r~rt:t;LS, •.•••..••.•.•••••• 
Kecamatan • )::~~l't~;tz,. .......... Jakarta •• ~;o;Jll:"ti: ...••. 

Berdasarkan Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahun 1979 tent11ng Penyelengg<~raan Pendaftaran 
Penduduk dan Kartu Tanda fendiJduk dalam Wilavah DKI Jakarta. serta He.sil Penelitian Tarhadap 
fdentitas Kependudukan yang telah dilakukan, rernyata: 

....... Yh~, .t~la.'l.l!l~llci)...i.lO. .-.~~ .Di.\.Jd~ ............................... . 

Selaniutnya kepada yang bersangkutao dapat di!ayani me.nurut ketentuan/perawran yan9 
befleku. 

Jakarta, ......... .1. 2,. _ •. ,I]Pfl~,. _. 19 {:.~ ~-

KEPAlA OINAS KEPENOUOUKAN 

llctuc;::tPKI JAKARTA. 

Leges 

' 
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"• 
PEMERINTAH OAERAH KHUSUS{BUKriTA JAKARTA 

DINAS KEPENDUOUKA" 
Jalan Kebon Sitib NQ, ~0-22 

ielp. 3S7Z05 
JAKAR-TA 

SURAT- KETERANGAN 

Nomor: ./.: ./ -/Jlj1•)•4•·1-59.G/86e• 
' " / 

Model : K ·XXXI 

Vang bertanda tangan di bawah. ini meneraogkan bahm : 

1, Nama ~ J4A'EIA.BIIJ.liKl• ... :ii.apen • t 099aS6l .. ll.Q-."'! .. 

2. Jenis Ke!amin ~-······· .......... '''''i. ..... ''" .•. ,. 
3 Tanggal dan Tempat lahir J.:J<Jo;r.ta• ,9 .llld. 1961. . , ... , .. , , . .\ , ......... , , 
4, Agama, Islmg., · · · ·. ·,, .. · · · · .... · · .. , · · .. , . ·- ·- · · · · ·. 
s. Kewatganegaraan ·~ mflXtWNI \ 

s. Pekerjaan -"-"""'''''''"''''"''''''''(''''''"' 

7. Alamat lengkap Jln. f!TJh&ns Jio •. , .................. ~ ... ·~. Rt .. 004. 
Rw. Q.4 .• ,. Keluraha'n .llex:tt.«ng,., .... : ... • •.. , .... , 
Kecamatan • .Mil.l:liens; •.......... Jakarta .·Eut..a1: ..... , 

Berdasarkan Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pe.nyeltmggaraan P~ntiaftara11 

Penduduk: dan Kartu Tanda Penduduk dalam Wilayah OK l Jakarta. sena Hat it Penelitian Terh•dap 
ldt:mtftat Kependudcskan yang telah di!akukan. ternyata: 

...... n.._. .ttdah .11-'H Jd., K!!l'. JJKI .•• , , .... , . , . , .. , ... , ... , ........ ·\· 

................ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... ·~ 

·-···· , ...... '' ...................................................... . 

Selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat dilayani meouruc ketentuan/peraturan yang 
berlaku. 

Leges 

•) Coret yan; 1:idak perlu. 

Jakarta,., .. ,, .•. 12 ..... Jtad...,., 198E),,. 

KEPALA DINAS Kt::PENOUOUKAN 

p_..,~.., ... DK1 JAKARTA, 

··~8 
ub, 

~lfi&SiQiXOinas KependudlJI<an ·\ 
Jakarta ... , , •.... , .... , . , , • , , .. 

( .... .,, .. , .. ,: .. " ... , ...... I 

NIP. : 

' 
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- ~----- - . 

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS>IijUKO'f:A JAKARTA 
DINAS KEPENDIJDUKAN 

Jatan Kebon Sitih No. 20-22 
T t~lp. 367205 

JAKARTA 

Model: K • XXXI 

' ================================= 

SURAT- KETERANGAN 

Nomor o/y_f-~P(1 ... ~' ~.-.159 .C/36 .-

Yang bertanda taogan di bawah ini menerangkan bahwa : 

1. Nema 

2. Jenls Kelamio •• :r:e.<::EJ:!!!P\l-~, • , •••••.•••.••• , , •••••..•.•••.••.• 

3 Tangga! dan Tempat lahir J ,,.~_. ~ ~l ..... 19''(' 
. _ -~~~-~~!. 1_1 ••• :·-~_r_e_" .• , . ~:-.' ..... ___ ..... _ .....• 

4. Agama. . p;.x::i,-Si~ll1!:r:t.''''''' .......... '''''' . ' ......... '. 
5. Kewarganeg~:~r;;~:lln •• -m:J!.<A"Y/ W N I 

6. Pekerjaan 

7. Alamat Lengkap 

. Jl&ll~:::t~x:~ .................................. . 
!·:~.H.A!':·J I!.t AS'~t.Tt ::0.3 009 Jln, •........ ,,,,, ........•.••.•....... Rt •..•.•• 

Rw .• Q7 •.•. Kelurahan •. :~~t<?J<:.TJ~st:r',;t ..•......•.. ,, 
f'-P..mbir 1?usnt KecamatiJO,.: .. ,, ;-, .•...•.. ,,, Jakarta ..•.•....•...• 

tlerdasarkan Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Peodaftaran 
Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam Wilayah OKI Jakarta, serta Hasil Ptmalitian Terhadap 
ldentitat Kependudukan yang telah dilakuka.n, ternyata: 

~Y).s.t. -~~~f!.l;t .l!l~lJI~~~Jt:i. ,K,T.~ -~~~ . ~ 7 .......... _ ... _ . __ . , .... _ , .. ___ . _ ....• 

......... .. . . . . . ........ ...... .. . . , ········- ............ ····· ........ . 
Selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat dilayani menurut ketentuanfperaturao yang 

berlaku. 

Leges 

12 Juni A6~-
Jakart:a, ....... , •...... , ..•. , , •... 19 . . ':. 

KEPALA DINAS KEPENOUOUKAN 

PetueasDKI JAKARTA, 
ub. 
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9 Lembar 1.;¢ ,.., ••.. , •••... ""' 

AliTA PERKAWINA.l\1 

·············· ···········Jj······················ v,········· ··································· .............. . 
d"''" t.f!:·Cit)tfj)f9."' .............. , .. ······"""''""'"'''' 

0 ' 0 ' 0 ' 0 0 0 ' ' ' '' 0 0 O ''_;_'' 0 0 -~- '""'"' 0 00 0 0 OH 0 0 00 '0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,_ 0' •o 0 <> 0 0 .. 

mcnunjukk.,n 
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"' ',.,_---,.,.,. ---- ... "" """'" ---- ---- "" ------ -------------" " ... ---- ----"" ........ "" "" "" ·---- --- ---"" """'""" -----,.,.,. ,. ,. 
.. ,,,,,, ............................... ······' ............................................ ,. .................................................. .. 

'"" ... "" "" ....... --- " ....... "" "" -..... " . "- . "" ----"""". "- -- -. ',. "" "" ... ---" --- "". "" ... "" ..... " """ ...... -- --------. -- -- . 
S~lanjulnya memp~lai pria dan mtmpclai wanita telah rntn<.:rangkan. bahwa mereka bcrsama~sama 

:iilo'!!j'd;r$1\,.nlj'i't"i .. d;m hahwa Silya Peg~wai Luar Biasa Pencataf SipiVPejabat Kbusus telah me!t.ngsung~ 

Perkaw!nan tl.ilangsungkart digedung ruembuilt akta-akta o.~':':-: .. 4P.~ ........................ . 
·f"'r· ... :··· · ··• "" ............ · · ·· ···· · ......... ,.d., .. ···· ....... ., ... dl ................ disakslk.an oleh : 

_'(q:pp,1
:-. ••• • ••••.•• y;; ..... umur ..... ?.'?!f'.../l!.~ ..... /!~ ....... -:'. .................. tahun • 

. -" ·---·----·---····-·-------- --·~-~~·-· -;:~;.:::«1~~~ .: ~~~~~t;c!;(~ •• : 
. T/;. ~(!:;;;i_--~------- .. -- ...... , . , --..... -.... --- . . ....... --... --- .... -- .. -- . --- -- .. , -.... ---- ....... -.. -...... --- ---- ....... --- - d'" 

XT.~ . ~~!P ............. ,:;;t····--· omur !{,J?~~~ ..... · ................................ tahun, 

l)jt~>"'"Y .. '."_ .'"_ .. :::: ::: ::: ::::: .' .': .-.· .·: ~ ~ :.·.-. ~------·~ ~~~~-~ · ;~~;~~-~~ · ':::: ::~~:·::.~ :~~~:~ ·. :~: ~-........ _._._._ ._._. .... :.· .. _::: 

tcrsd:mt dibuat akta im yang seaudah d!ba.::akaa dan dijelaskrm. dltand.a tangani okh 

'"""'"'"""'"''"''''"'"'"'''"'"""'"""'''""'''''"'""'"'"'''''""••••"'--····· .. , 

Luar biasa 

dilangsungkan oleh pcg.awai Pencatat Sipil: 

. - __ ___.,. 

Tamie lungan [steri, 

'\~ . ~..J-"" 
~ 

Tanda tangaa orang tua yaog member/ idz.in. 

ini dilangsungkart 

Ptjabal Khusus 

Tanda tangan Pegawai Lu011 
Blasa Pen<atat Sipil , 

~ 

Tanda rangan saksi 

an kedu.a. 

Tanda tangan Pegawai t 
Blasa Pem:atat Sipil, 
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AKTA PERKAWINAN 

~-- ··--­................................................... 

Le.nba'" ke .. , ......... .. 

....... "' ............... ~~ --~~~< .. ~~~~~:~:::~:::~:::::::~:::: :::::::: ::·.:::: ::::::::::::::::::::·.:::::::::::: ... .. ............................ ''"'7"' .... 

''" 

dari ;su,amJ/(!c"l ';tG,"''""'J''''''""'''"'''''''"'""''"'"' . .,._,_,.,... .. ................... . 

; .. . U!ll':(J~ ... L.<;! .. ':':~~- ... ~ .. agama/kcp.,rcay.J.41'l ..... , ........... .,,., ................... ,. ....... . 

.................. _~·····-,--~ .. 

···~r· . - . ---- ····· . 
~u /"""'~ .................................. 

~"P"Y" b~Y·' "'"l.""f1~""9knn perk,t;winan merck<> ,..,rl.ll menu,-,jukk<m kl'p 

tenmbul d.J.r. te.clnmplr pnd:o l>k!a ini y~l«.>: 

.c.b 
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.................................. "' .................. '' .. " ............................................. "' .... '" .. "" .... ' .......................... " 
" .................................................................................................................................................... ,,, 

Sdanjutnya mempelai pria dan mempdai wanita telah mencrangkan, bahwa mereka bcnam;:t·Sillma 

~l,oj)loii·•Oami./i•<«l., d11n bahwa saya Pegaw.ai Luar Biasa Pencatat Slp!VPeta!:mt Khusus tdah melangsWig~ 

dllangsunqkan digeduns membual akta-akta Q~~ .. 4E~ ................. _., ... .. 

''"Tl~~.'/<:;;;;j~;;~: :::· · ·. · """ ·""" ........ · .. ··· .. · ............................................................. dan 
.'77,~ · · · . '"i/a'''"" umur !!..rJ.'!<:!!::.R¥..u{,.,.,,.,.: ................................ rabun, 

........................ (. "'""- .... " "" "" ·~-!:. """ .... " . . ... " . 
.................. "'"'""""""'""'""'"'"" tr:mpat kediaman ......... ,.,, ..... .j.~~- ... c ................ , ... , 

Oari hal ll':rsebut dlbuat akta inl yang scsudah dibac:akan dsn dije.laskrut. ditanda tangani oleh 

......................... " ... " ....... " ..... . . .. .... " ..... " .. """ .... " "" """ .... '" ' " ......... ". "". " ............. " ..... " ........ ""'" 

Luar biasa 

dilangsungkan oleb pegawai Pe.ncatar Slpil; 

Jmami, 

-~--

Tanda tangan orang lna yang JJHtrnbcrf idzln. 

ini djlangsungkan 

Pejabat Kbusus 

'fanda tangan Pegawai Luar 

Blm Pen""~ 

C<;;;l 

Tanda tangao sak.si 
k~:dua. 

Tonda tangan Pegawai Luar 

Blasa Pencatat SipiJ, 
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